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Persoalan yang mengemuka dalam pernilihan m u m  anggota DPR, DPD dan 
DPRD pada tahun 2009 addah banyaknya warga negara yang mempunyai hak 
pilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Warga negara &pat 
menggunakan hak pilihya apabila telah tercantum dalam daftar pemilih tetap, 
sebagaimm diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Adanya warga negara yang 
tidak masuk dalam daftar pemilih tetap juga ditemukan di Kecamatan Sedayu, 
Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah 1.427 (seribu 
empat ratus dua puluh tujuh). 
Pemilihan u m m  bukanlah sekedar pelaksanaan dari demokrasi prosedural, 
melainkan manifestasi dari demokrasi subtansial, yaitu dari rakyat, untuk dcyat 
clan oleh rakyat. Dengan demikian eksistensi hak memilih yang dilindungi dan 
dijamin secara yuridis merupakan suatu kondisi yang mutlak dibutuhkan sebagai 
perwujudan dari sebuah legitimasi kekuasaan. 
Di Indonesia hak memilih warga negara merupakan elemen hak asasi yang 
dijamin oleh UUD 1945. Hak memilih ini pada awalnya diratifkisi oleh 
Pemerintah Indonesia dan masuk dalam ketentuan yang diatur dalam Tap MPR 
Nomor XVITI MPRl1998. Be-kan ketentuan tersebut kemudian 
d i b e r I s a h  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia Setelah amandemen kedua ketentuan tentang Hak Asasi Manusia ini 
mafllk dalam konstitusi. Dengan demikian secara yuridis eksistensi hak memilih 
mempunyai kedudukm yang kuat, karena &jamin dm &dungi UUD 1945 clan 
ketentuan organiknya Konstruksi yuridis inilah yang menjadi landasan berpikir 
untuk menelaah mengapst dalam Pemilu Legislatif 2009 banyak warga negara 
yang tidak masuk dalam d a b  pemilih tetap, sehingga kehilangan hak pW.  
Selanjutnya metode penelitian yadg dipakai adalah deskriptif-jxeslrriptif. Sebagai 
penelitian hukum sumber datanuya merupakau bahan hukum prima maupun 
sekunder yang dilengkapi dengan fakta hulrum, kajian pusbka, ddnunentasi, serta 
observasi. 
Dari hasa analisis yuridis, adanya warga negara di Kecamatau Sedayu ICabupaten 
Bantul, Propinsi Daemh Istimewa Yogyakarta yang tidak tercantum dalam daf€ar 
pemilih tetap disebabkan oleh adanya ketmtuan &lam Peraturan KPU N o m  10 
Tehun 2008, yang mernbatasi hak memilih setiap wxga negara dengad ketenttm 
administratif kependudukan. Peraturan KPU tersebut tidak mampu menjamiu hak 
memilih warga negaraang yang melaMcan migrasi dan s W i .  Dimping itu 
kelompok masyarakat karena sebab tertentu tidak dapat memenuhi tertib . . srdmlnlrtrasi kependudukan juga tidak dapt masuk dalam daftar pemilih tetap. 
Kedepan regulasi tentang penyclenggaraan pemilihan mum, seharusnya 
&hk&an seb-sekat aturan yang membatasi setiap warga negara dalarn 
menggunakan hak pilihnya. kIak memilih merupakan hak asasi warga negara yang 
tidak boIeh terbatasi oleh siapapun termasuk negam Pada akhirnya cbimpulkan 
bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahm 2008, harus dirubah melalui uji materi ke 
Mahkamah Agung RI, sehingga ketentuan didalamnya aapat secara responsif 
melindurigi dim menjamin hak memilih setiap warga negara dalam @u 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sebuah hegemoni politik pada era orde baru ternyata melabirkan 

praktik-praktik politik yang berorientasi pada status quo. Untuk lebih 

memperkuat orientasi pada kemapanan kekumaan hi, juga menggunakan 

dalih pentingnya stabilitas untuk penyelenggaraan pembangumn. Akan tetapi 

kondisi tersebut justru telah menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan 

kenegaraan. Hak-hak warga negara untuk menyampdzin pendapat tidak 

mendapatkan porsi yang proporsional. Praktik-praktik kompsi, kolusi dan 

nepotisme tumbuh dan berkembang di segala lini pemerinti-ihm. Sehgga  

pembangtmm yang membawa misi pemerataan justnt hanya chpt  dinikmati 

oleh sekelompok elit jwmegang kekuasaan. Kondisi krsebut akhirnya 

memicu sebuah gerakan sosial untuk mengganti rezim yang berkuasa, yang 

agenda utamanya adalah mereformasi sistem polit& yang bersikt otoriter. 

Periode Refonnasi bemda ketika Presiden Soeharto tmm dari 

kekuasaannya 21 Mei 1998. Sejak itu hari demi hari ada tekanan atau desakm 

agar &adaka pembaharuan kehidupan politik ke arah yang lebih defll~kratis. 

D i k a n  bahwa dalam usaha ini dapat memdhatkan pengdamm kolektif 

selama tiga periode 1945 sampai 1998. Dalam konteks kepartaian ada tuntutan 

agar m a s y d a t  mendapat kesempatan unhik mendirikan partai. Atas dasar itu 

pemerintah yang digimpin oleh B.J. Habibie dan Parlemen mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Pewbahan yang 



didarnbakan ialah mendirikan suatu sistem dirnana partai-partai politik tidak 

mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi yang juga tidak 

memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat (executive 

heavy). Sebaliya, kekuatan eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi 

setara atau nevengeschikt sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.' 

Tuntutan terhadap adanya kebebasan mendirikan partai politik ini 

penting, karena melalui partai politik, rakyat dapat bergabung untuk 

mengartikulasikan kepentingannya Rakyat mempunyai jaminan terhadap 

keterlibatan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 

kebijaksanaan umum dan h t  menentukan pemimpin pemerintahau. Dalam 

hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, 

mendorong dan mengajak para anggota serta masyarakat yang lain untuk 

m e m p e n g d  proses 

Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, maka 

saat itu peran rakyat dalam mengartikulasikan kepentingannya menjadi lebih 

luas. Hal ini dapat diliha-t pada jumlah partai politik yang didafhrkau ke 

Departemen Kehakiman berjumlah 141 (seratus empat puluh satu). Walaupun 

setelah melalui seleksi tidak semuanya dapat mengikuti Pemilu. Hanya 48 

(empat puluh delapan) partai politik yang memenuhi sparat untuk menjadi 

peserta pemi l~3  

M i  Budiardjo, DaswDsar  llmu POW, Cetakan ke-3, PT Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 2008, .Hlm.449450. 

RaDnlan Sdakti Memahami h P o w ,  Cetakan ke-6, PT Gramedia W~diasamm hdonsia, 
Jakarta, 2007, m. 1 18. 
3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dusar Rmu.. ......., 0p.e Hlm. 450. 



Sarnpai saat ini undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik 

telah diubah dua kali yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan 

terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. 

Pemilihan umum menjadi sebuah proses yang penting, untuk menjadi 

sarana kompetisi bagi partai politik memperoleh dukungan rakyat. Melalui 

pemilu akan diperoleh representasi wakil rakyat yang akan berfimgsi 

menyalurkan aspirasi rakyat dafarn lembaga supra st2uktur politik. W a n  

dari tingkat keterwakilan rakyat &an sangat tergantung pada seberapa banyak 

wakil terpilih mendapat dukungan rakyat. Di sinilah arti penting dari 

keterlibatan rakyat dalm pernilihan mum. Tingkat ketemakilan yang tinggi 

dari wakit rakyat akan menghasilkan pula tingkat l e g i h i  yang kuat 

terhadap pilihan kebijakan umum pemerinthm maupun pemirnpin-pemimpin 

pemerintahan. 

Adanya dukungan rakyat ini, dapat diartikan juga sebagai bentuk 

partjsipasi rakyat dalarn proses politik yang -mat menentukan bagi 

kepentingan rakyat itu sendiri. Sejauh mana tin,gkat partisipasi rakyat secara 

nasional dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

Tabel 1 
Partisipasi Masyarakat Ddam Fernman Umum Legidatif M 

Indonesia 
( dftlam jubrtn) 

L I .  I 

Sumber : Dd~sr-Dmw l h u  P&k, Cetakan ke-3, PT Gramedia Pust&t Utama, Jakarta, 2008, Him. 
481. 

Tahun 
Pemilihan 

Penduduk Pemilih 
Ter- 

yank! 
GunakanHak 

Pilih 

% Terbdap 
Pemilih 



Dari tabel di atas terlihat bahwa partisipasi pernilih tertinggi pada 

pemilu tahun 1999. Pada tahun 2004 partisipasi pernilih menurun menjadi 

84%. Dengan demikian terjadi p e n m a n  6,4 %. 

Berbicara mengenai partisipasi pernilih, salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap partisipasi rakyat dalarn Pemilu adalah sejauh mana 

rakyat yang mempunyai hak pilih tercatat oleh penyelenggara Pemilu. Pada 

Pemilu legislatif tahun 2009, muncul persoalan mengenai Daftar Pemilih 

Tetap @PI'). Secara nasional masalah Daftar Pemilih Tetap OPT) berawal 

dari banyaknya rakyat yang mempunyai hak pilih tidak terddk atau adanya 

daftar nama ganda Tetapi yang paling menjadi isu pokok adalah adanya 

rakyat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak tercatat dalam Daftar Pemilih 

Tetap @W. 

Dengan demikian ketika berbicara partisipasi dalam Pemilu 2009, 

tidak akan dapat disajikan aagka partisipasi yang signiJikan. Bagahma akan 

diperoleh mgka partisipasi yang siginiJTKan, ketika mas& banyak rakyat yang 

rnempunyai hak pilih tetapi tidak dapat berpartisipasi dalam P M u ,  karena 

tidak terdaftar dalam DPT. 

Kasus banyaknya penduduk atau waganegara yang tidak tercatat &dam 

daftat pemilih tetap ternyata juga terjadi di Kabupaten Bantul. Dalam 

p e n e l h  ini difokuskan di Keamatan Sedayu. Adapun alasau pemilihan 

Kecamatan Sedayu adalah sebagai berikut: 



1. Kecamatan Sedayu berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan 

Kabupaten Sleman, sehingga mobilitas penduduk dalarn area ini cukup 

tinggi. 

2. Di Kecamatan Sedayu terdapat banyak perumahan baru, yang mana juga 

sangat berpengaruh terhadap pertarnbahan jumlah penduduk. 

Adanya mobilitas yang tinggi serta pertarnbahan jumlah penduduk 
-. 

amat rentan terhadap keakuratan dalam proses penentuan warga negara yang 

mempunyai hak pilih. 

Mendekati waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009, 

diperoleh data awal sebanyak 32 orang yang mengadu ke Panitia Pemilihan 

Desa Argorejo dan Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, karena tidak 

terdaftar dalam DaRar Pemilih Tetap. S- di Desa Argodadi ada warga 

satu RT yang tidak terdata dalam Daftar Pemilih  eta^! 
Dalam P d  214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang 

Pemilihan Umum Anggob DPR, DPD, DPRD hv in s i  dan DPRD 

Kabupaten dinyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dari Partai Politik peserta Pemilu 

didasarkan pada perolehan lcursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah 

pemilihan dengan ketentuan bahwa ditetapkan berdasarkan calon yang yang 

memperoleh sekurang-kumngnya 30% dari BPP. Selanjutnya ketentuan 

teknisnya diaw dengan mendasarkan nomor t~rut.~ 

Sumber : Hasil IntervMu dengan anggota PPS Desa Argomn&o, Argorejo dan Argodad, pada 
tang@ 4 A p d  2009 di Kantm Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu 

UMmg-Uhg Republik Indonesk Nomor 10 Tahun 2008 Ten&mg PemUiiran Umum, Biro 
Tata Pemerintahan Setda ProW DW, Yo- 2008 



Menurut ketentuan ini, maka peran partai politik dalam menentukan 

calon anggota legislatif terpilih amat besar, karena nomor urut calon anggota 

legislatif ditentukan oleh partai politik. Sehingga peluang adanya praktik- 

praktiik jual beli nomor urut dengan para elit partai politik menjadi besar. 

Dalam perjalanan waktu, ketentum dalarn Pasal 214 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2008, tersebut telah dijudicial review oleh Mahkamah 
- .. 

Konstitusi. Penentuan Calon anggota Legislatif dari Partai Politik ditetapkm 

b e r b k a n  suara terbanyak. Artitlya calon anggota legislatif terpilih 

ditentukan oleh quota calon anggota legislatif dalam suatu daerah pemilihan 

dengan suara terbanyak.Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

maka hak memilih dalam proses Pemilu menjadi penting. 

Melihat kasus adanya beberapa warga di Kecamatan Sedayu yang 

tidak masuk dalam DPT Pemilu Legislatif 2009, mempunyai i m p h i  politik 

yang luas. Tatkala dikaitkan dengan adanya pengaduan dari 32 (tiga puluh 

dua) warga yang mempunyai hak pilih, serta adanya m g a  dalam satu RT 

yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap, temyata dengan alasan teiah 

melampaui waktu dalam proses pendataan sejumlah warga tersebut tidak dapat 

diakomodi. dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalarn Pemilu Legislatif tahun 

2009. Padahal dengan ketentuan calon anggota legislatif didasarkan pada 

suara terbanyak, maka satu suampun sangat menentukan bagi penentuan 

nomor urut berdasarkan suara terbanyak dalam suatu daerah pemilihaa Hal ini 

pada akhirnya akan menentukan terpilih atau tidak terpilih bagi d o n  anggota 

1egislatX Dengan demilcian adanya kasus D a b  Pemilih Tetap (DPT) di 



Kecamatan Sedayu merupakan sebuah fakta yang merugikan bagi calon 

anggota legislatif dan partai politik peserta Pemilu. 

Dari paparan di atas maka persoalan keakuratan dari Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) dalam Pemilu 2009 sangat penting. Apalagi ketika sistem 

demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi 

perwakilan hak-hak rakyat dalam bidang politik rnenjadi penting. Rakyat 

diberikan kebebasan hak untuk rnernilih wakil-wakil dan pemirnpinnya untuk 

merepresentasikan aspirasinya dalam kehidupan bemegara. Tingkat 

keterlibatau rakyat dalam proses PemiIihan Umum 2009 akan menghasilkan 

g a m b m  tingkat legitimasi individu-individu yang mewakili rakyat. Dengan 

demikian ketika persoalan Daftar P e d i  Tetap (DPT) muucul dalam proses 

Pemilihan Umum 2009 maka hd tersebut akan membawa konsekuensi baik 

aspek hukum maupun politik. Aspek hukum ini berkaitan erat dengan 

bagaimana dan sejauh rnanakah istrumen hukum mampu memberikan jaminan 

clan perlindungan pada setiap rakyat dalam mernenuhi bak pilihnya. 

B. Perurnusan Nasalah : 

1. Bagaimanakah kedudukan hukum hak warga negara untuk memilih 

Mam Pemilu Legidatif? 

2. Secara Yuridis bagaimaukah mekanisme pel- pendataan 

p e d i h  ddam P e d u  Legislatif tdm 2009 dan upaya hukum yang 

dilakukan dalam persoalan Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Sedayu, 

Kabupatetl Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarh? 



3. Bagairnanakah format peraturan perundang-undangan yang baik untuk 

mendukung jaminan hak memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 

legislatif? 

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pertnasalahan yang dikaji, penelitian ini bertujuan 

UJltuk: 

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami kedudukan hukum 

warga negara mtuk memllih dalam P d u .  

2. Untuk mengetahui, menganalisa dan memahami ketentuan hukum yang 

mengatur pel- pendataan pemilih dalam Pemilu Legtslatif tahun 

2009 dan upaya hdmu berkaitan dengau pennasalahan Daft& P d  

Tetap (DPT) di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Dam& 

Istimewa Yogyakark 

3. Untuk mengetahui format penyusunan Peraturan P-dang-Undangan 

yang baik untuk mendukung jaminan hak me& &am Pemifu 

Legislatif. 

Adapun maksud dari penelitian ini dil* adalah untuk 

mengidentifiksi fbr-faktor yuridis yang menyebabkan banyalolya warga 

negara di Kecamatan S e d a n  Kabupaten Bantul, Propinsi Daerab Isthewa 

Yogyakarta yang tidak te~daftar dalam P d u  Legidatif tahun 2009. 



D. KERANGKA PEMIKLRAN 

1. Eksistensi Hak Memilih dalam Pemilu di Indonesia 

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase 

pekembangan. Pertama adalah masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan 1 7 

Agustus 1945 sampai dengan tahun 1955. Pada masa ini demokrasi 

- diimplementasikan secara subtansial dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemberian hak plitik 

yang menyeluruh (universal political Jianchise) kepada semua warga 

negara, tanpa dihalangi oleh faktor agama, ras, asal-usd, dan wilayah kita 

bertempat tinggah6 

Hal tersebut saara yuridis di&w Main UU Nomor 7 Tahun 1950 

tentang Pemilu, yang mana Pemilu diselenggadan untuk memilih 

=gob kordtuante dm mggota Dewan Perwak2a1.1 Rakyat. Hak 

d d i m  kepada s e l d  warga negara hdonesia yang mdab 

berumur 18 tahun atau yang sudah kawin (Pasal 1 ayat 1). Yang tidak 

d i p e r k d  mndh hanyalah mereka yang ti& t e d a f h  dalam dnftar 

pedih, dicabut hak pilihnya atas putman pengdilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang menjalani hukuman penjara, 

serh nyata-nyata terganggu ingatawya (Fad 2). Aaggota ABRI 

mempunyai hak pilih seperti warga negara lainnya, tetapi penggman hak 

suaranya dimungkinkan dilakukan pada hari lain( menyusul) apabila pada 

A& Gafk, Huhm &n POW di InIlonesk, Pustalca S h  Harapan, Jakarta, 1996, Him. 29 



jadwal yang ditentukan sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa 

di luar tempat kedudukannya (Pasal 3).7 

Dilihat secara yuridis UU Nomor 7 tahun 1950 tentang Pemilu 

memberikan jaminan terhadap memilih pada setiap warganegara yang 

telah memenuhi syarat. Undang-undang ini sangat responsif dm 

demokratis, artinya hak memilih yang merupakan hak mendasar bagi 

setiap warganegara &dam proses penyelenggaraan negara dijamin dan 

dilindungi. Dengan demikian pemilu yang dhksanakan mempmyai 

legitimasi yang kuat serta mempunyai tingkat representasi wakil *at 

clan anggota konstituante yang memadai. 

Persoalamya adidah demokrasi pada masa ini tidak menghasilkan 

sistem pemerintahan yang kuat, karena dimplementasikan sistem politik 

parlementer. Tidak adanya s u m  mayoritas parlemen menyebabkan jatuh 

bangunnya pemerintah. Kondisi ini a k h y a  memicu pada keluarnya 

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. 

Mulai saat tersebut politik partai-partai melalui sistem jke  fight 

diganti dengan model d e m o h i  terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah 

d e m o h i  yang bersandar pada pengambilan keputman dengan cara 

musyawarah mufakat serta semangat gotong royong dibawah 

kepemimpinan Presiden Soelcarno. Pada masa demokrasi tapimpin tidak 

ada Pemilu. Anggota DPR GR dan MPRS dipilih dari golongan politik dan 

' Moh. M a d  MD, Po&% Hukum di Indonesia, Cetakan ketiga ,LP3ES, Jakarta, 2006, Hlm. 
72 



golongan karya serta wakil dari Irian Barat. Hal ini diatur dalam p&al 2 

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960.' 

Dengan demikian pada masa demokrasi terpimpin ini, karena tidak 

diselenggarakan pemilu, maka hak warga negara untuk terlibat secara 

langsung dalam pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan 

demikian pola pemikiran demokrasi yang subtantif tidak terjadi pada saat 

berjalannya demokrasi terpimpin. Dalam diktum kedua Dekrit Presiden 5 

Juli 1959, dinyatakan bahwa ada penetapan berlakmya kembali W D  

1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, maka dengan tidak adanya 

Pemilu telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi. Pemilu sebagai 

sarana mewujudkan keterlibatan rakyat untuk memenuhi hak-hak 

politiknya tidak diselenggrrakan dengan baik Hal tersebut pada akahirnya 

inemicu pelanggaran asas kedaulatan rakyat yang berbasis pada kekuasaau 

tertin%gi ada di tangan rakyat sesuai dengan Pasall ayat 2 UUD 1945. 

Pembmntakan G 30 S/PKI pada tahun 1965 telah merutztdhn 

sistem politik d e m o b i  terpimpin yang bercorak otoritarian. Singkatnya 

rezim pemerintahan pasca Presiden Soekamo, mulai mengkoreksi dan 

memperbaiki sistern demokrasi yang dianut. Pergantian kekuasaan dari 

or& lama ke orde baru juga mengubah sistem politiknya . Sistem 

dernokrasinyapuu juga mengalami perubahan, yaitu dinamakan demokrasi 

Pancasila. Untuk menerapkan demokrasi Pancasila, diselenggarakan 

Pemilu. Adapun landasan yuridisnya adalah W Nomor 15 Tahun 1969. 



Selarna pemerintahan orde baru telah mengalami beberapa perubahan. 

Menyongsong Pemilu 1977, UU Nomor 15 Tahun 1969 diubah dan 

diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 1975, menyongsong Pemilu tahun 

1982, UU tersebut diubah dan diganti dengan UU Nomor 2 Tahun 1980 

dan akbirnya untuk penyelenggaraan Pemilu 1987, UU tersebut diubah 

dan diganti lagi dengan UU Nomor 1 Tahun 1985. Sedang untuk pemilu 

1992 dan 1997 tidak mengalami pe~bahan .~  

Dalam Pemilu pada masa d e m o h i  Pancasila, menurut P d  9 

UU Nomor 15 Tahun 1969, hak mernilih diberikan pada setiap warga 

negara Jndonesia yang sudah benunur 17 tahm atau sudah kawin. 

Disamping itu Pasal 1 ayat (2) dicantumkan bahwa warga negara 

Indonesia yang pernah menjadi anggob PKI atau ormas-ormasnya atau 

yang terlibat dalam G 30 S/PKI tidak berhak dip= dan memilih. Sesuai 

pasall 1, anggota ABRI ti& menggunakan hak pilih dalam Pemilu tetapi 

rnereka mempmyai wakil di MPIUDPR'~ 

Pada demokrasi Pancasila ada diskriminasi terhadap warga negara. 

Bagi e b  tapoYnapo1 ti& mendapat hak pozitik sama sekali dalm 

pemhtahan. Ada juga wakil-wakil rakyat dari hasil pengangkataa Hal 

ini tidak sejalan dengan subtansi demokrasi. Bahwa pada hakekatnya 

setiap wakil rakyat harus dipilih oleh setiap warganegara d a l m  sistem 

demokrasi, tidak @at dilaksanakao secara konsisten pada era demokrasi 

Pancasila. 



Adanya tuntutan pembahan politik pada tahun 1998 yang 

mengakhiri kekuasaan orde baru, maka mulailah diberlakukan tatanan 

politik yang demokratis. UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, 

memberikan peluang bagi setiap warga negitra untuk ikut aktif dalarn 

partai politik. Era sesudah 1998 yang disebut dengan orde reformasi, telah 

memulai babak bam dalam pemenuhan hak politik rakyat. Semua warga 

negara tanpa kecuali dan telah memenuhi syarat dalm hak pilih 

mempunyai hak untuk rnemberikan suaranya dalam Pemilu 

Artiuya dalam masa orde reformasi tidak ada pola pembedaan hak 

memilih bagi setiap warganegara. Pada Pemilu tahun 2004 yang diatur 

dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 +tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD dan DPRD pasall3 disebutkan bahwa warga negara Republik 

Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh 

Mas) hhun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak pilih. Dalam 

pernilu tahun 2004, hak memilih diberikan pa& semua warga negara taupa 

memandang domisili. Tidak ada pembedaan t d a d a p  setiap warga negara 

mengeDai hak memilih. l1 

Dari ernpat perkembangan d e m o h i  di atas dapat disimpulkan 

bahwa ternyata corak demokrasi saagat mempengaruhi tinglcat pemenuhan 

hak memilih setiap warga negara dalain proses pmdu Artinya bahwa 

sejauh mana keterlibatan setiap warga negara dalam memenuhi hak-hak 

politiknya tergantung sistem politik yang dianut suatu rezim pemerinkhan. 

" Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umm Anggota Dewaa 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwMan Rakyat Diperah 



Sistem otoritarian yang dijalankan Presiden Soekarno, paska Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959, tidak memberikan kesempatan bagi rakyat untuk 

terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena institusi 

Pemilu tidak ada. Pada sistem pemerintahan yang otoritarian birokratik 

masa orde baru, ada upaya secara sistematis untuk tidak memberikan hak 

pilih pada sekelompok warganegara. Adapun langkah ini ditempuh dalam 

rangka untuk mempertah- status quo pernerintahan. Sedangkan pada 

masa orde reformasi, yang mana Pemilu dilaksanakan secara reguler, 

semua warga negara mempunyai hak untuk mernilih. 

Dengan demikian dapat diambil pengertian, bahwa berdasarkan 

fakta selama terjadi perkembangan orde perintaban, ada hubungan yang 

linear antara demokmiisasi dengan hak me& Sistem pemerintabn 

yang demokratis akan m e m m  hak yang sama terhadap setiap 

warganegara untuk memperoleh hak pilih, taupa memandang suku, ras, 

agama dan afiliasi politik. Jaminan hak pilih dalarn pemerintahan yang 

demokratis selalu djjamin dan dilindungi dalam sebuah peratwan 

perundang-mdangan. Dengan kata lain eksistensi hak memilih sangat 

tergantung sejauhmana tingkat demokratisasi suatu per inkhan.  

Bila merujuk penciapat Miriam Budiarjo, p y a r a t  bagi 

terselenggaranya umum yang jujur dan adil addah adanya 

kebebasan-kebebasan (Civil Liberties). Pada masa orde baru civil liberties 

ini tidak dapat terlaksaua dengan baik, sehingga ada beberapa kelornpok 

generasi muda yang aemboikot pemilu, alias golput. Jaminan adauya 



persamaan hak pada setiap warganegara untuk dapat memilih dalam 

Pemilu tidak dapat diakomodir oleh pemerintah pada saat itu.I2 

2. Urgensi Hak Memilih Dalam Pemilu Yang Demokratis. 

Demokrasi selalu menjadi jargon yang didengungkan oleh setiap 

negara. Subtansi pengertian demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan unhk 

rakyat tidaklah selalu sama dalam dalm tataran praktiknya. RRC yang 

sistem pemerintahamya sangat otoriter juga menyatstkan diri sebagai 

negara yang demokmtis. Sejauhmana tingkat demokrasi suatu negara 

diindikasikan sejauhmana pemilihan umum dil-an secara reguler. 

D h  negara demokrasi rakyatlah yang secara riil mempunyai 

kek&isaan tertinggi, oleh karena itu kedadatan tertinggi ada di tangan 

ralcyat Dalam negara - bangsa yang pendudnknya besar, mewujudkan 

kedadatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan te- menjadi 

persoalan tersendiri. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan 

kedaulabn rakyat Hasil pnilihan umum yang diselenggarakan dalam 

suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan 

berse* m e n c e e  partisipasi serta akurasi dari setiap warga negara. 

Melalui pemilihan umum rakyat akan memi& waldl-wakilnya Wakil- 

wakil rakyat inilah yaag masuk dalam supra struktur politik untuk 

menyuamkan apa yang menjadi kehendak &at. 

'' M a m  Budiar40, Dasar-Dwr llmu .......,....,.., Op. Ca., Hlm. 479 



Dengan demikian sejauhmana wakil-wakil rakyat yang dipilih 

melalui pemilihan umum mampu menjadi representasi kehendak rakyat 

sangat tergantung pada sejauhmana hak-hak memilih rakyat dapat 

disalurkan dalam proses pemilihan urnurn. Pernilu tidak hanya sekedar 

proses pemilihan yang jujur dan adil. Pemilu merupakan institusi nasional 

yang menjadi tolok ukur bagi derajat representasi wakil-wakil rakyat. Di 

sinilah titik urgensi dari hak memilih dalam sebuah negara. Hak memilih 

bukdah  sekedar hak yang diberikan pada masa pemilihan mum, Hak 

memilih bukanlah sekedar cek kosong, akan tetapi merupakan sebuath 

kontrak dari ralcyat yang berisi keinginan, kebutuhan d m  tuntutan setiap 

warp n e w  kepada wakil-wakil tecpilih Dengan demikian apabila ada 

wakil &at yang dalam pelaksanaannya jauh dari keinginan *at, maka 

wakil *at tersebut telah memanipdasi kontrak politik rakyat yang 

diperoleh dari hak memilitLDemohi subtantif telah terbelokkan oleh 

kepentingan elit. 

Berkaitan dengan h a .  pilih ini Hans Kelsen mendefinisikan 

s e w  hak inidividu untuk turut serta dalam prosedur pemilihan dengan 

jalan rnemberikan suaranya. Dalam konteks pemilu yang perlu selalu 

dipertanyakan adalah apakah memilih wakil *at ini sebuah h a .  atau 

kewajibaa Menurut Kelsen memilih dalarn pemilu merupakan kewajiban 

hulcum, karena hasil pemilihan *at ini menghasilkan mandat kepada 



wakil rakyat untuk membentuk kebijaksanaan mum. Akan tetapi pola 

pemikiran ini belum dianut oleh hampir sebagian besar negara.13 

Ada dua ha1 yang penting disampaikan oleh Kelsen berkaitan 

dengan hak pilih yaitu:14 

1. Hak pilih barus universal, artinya bahwa sekecil rnuqkin individu 
dikecualikan dari hak pilih, dan usia minimum memperoleh hak 
suara hams serendah mungkin. 

2. Hak pilih ham seadil mungkin, artinya bahwa pengaruh yang 
dijalankan oleh masing-masing pemilih pada hasil pemilihan harus 
sama Dengan kata lain, bobot suara dari setiap pemilih dari harm 
sma dengan bob& setiap pemilih lainnya 

3. Jamirtan Hukum Hak Memilih Rakyat Dalam Pemilu. 

Dkimping berbicara tingkat representasi, dalam demokrasi juga 

berkaitan dengan jaminan hak politik warga negara untuk berpikir secara 

merdeka, bapendapat, berserikat. Hak memilih identik dengan hak politik 

di atas. Sebuah jaminan hak me& yang disertai dengm pembatasan 

berpikir secara merdeka, berpendapat dan berse- bukanlah demokrasi 

yang sesunggdmya. Sebagai contoh pada masa orde baru menunjukkm 

adanya upaya pembatasau dari setiap e a t /  warganegara untuk berpikir 

secara merdeka mempakan bentuk dari adanya demokrasi semu. Pemilu 

secara berkala yang diikuti oleh beberapa partai politik bukanlah indikator 

dari demokrasi. Ada sebagian warga negara yang secara terang-terangan 

tidak dijamin hak memilihnya dalam sebuah undang-undang. 

I3 Hans KCLFen, Teml Hukum Mumi, Ceiakan Perlama, A& ilrahasa Somarti& Rhdi Press, 
Hik 292 
l4 Bid, E h  293 



Senada dengan ha1 tersebut, menurut Hans Kelsen dalarn Negara 

Demokrasi terkandung nilai-nilai sebagai berikut:I5 

1. Ide-ide kebebasan. Ide kebebasan bukanlah bebas tanpa ikatan, akan 
tetapi sebuah kebebasan yang harus selaras dengan sebuah tata sosial 
(hukurn) yang berlaku. Tata sosial ini akan efektif apabila dibuat 
oleh individu-individu yang bersanglcutan. Kebebasan politik adalah 
kebebasm di bawah tata sosial, yaitu penentuan kehendak sendiri 
dengan jalan turut serta dalam pembentukan tata sosial. 

2. Prinsip-prinsip mayoritas. Dalarn prinsip mayoritas, sebuah tata 
sosial (hukum) hams dibuat oleh keputusan buIat dari semua 
subyeknya dan bahwa keputusan itu harm tetap mengikat hanya 
sepanjang keputusan tersebut mendapat p t u j u a n  dari semua 
subyeknya. Kehendak kelompok (the volonte generale) harus tetap 
selaras dengan kehendak para subyek (the volonte de tous). Dalam 
ha1 ini, sebuah tata sosial ini akan selau dinamis. Setiap perubahan 
akan selalu dimun- sepanjang prinsip mayoritas sebagai 
derajat politik tertinggi dapat tercqai. 

3. Ide Persamaan, yaitu apabila derajat kebebasan dalam masyarakat 
sebanding dengan jumlah inividu yang merdeka. Artinya bahwa 
semua individu mempunyai nilai politik yang sama clan bahwa tiap 
orang mempunyai tunMrm yaug sama atas kebebasan setaras antma 
kehendak kofektif dan kehendak pribadinya. 

Dengan mejuk pada pendapat Hans Kelsen di atas, serta m e W  

pengalaman orde barn, maka pefaksanaan dernokrasi pasca reformasi 

mengalami perubahaa Perlu digaris bawahi dari pendapat di atas sndah 

bahwa untuk mewujudkan nilai dan prinsip demokrasi hams diaiat utam 

. sebuah tata hukum. Tata hukum ini merupakan ikatan yang sah dalam 

mengatur bagaimana nilai dan prinsip demokrasi ini dijalankan dalam 

sebuah negara. Hak memilih dijamin secara konstitusional. Dalam pemilu 

hak memilih perlu dijamin dalam sebuah peraturan perundang-undangan. 

Ini merupakan konsekuensi dari pilihan berdemokrasi. Tanpa adanya 

jaminan peraturan pemndang-undangan akan menyulitkan bagi 



penvujudan eksistensi hak memilih rakyat yang berkedaulatan rakyat 

dalam pelaksanaan pemilu. 

Pemilu dikatakan sebagai pesta demokrasi, karena semua 

warganegara yang memenuhi sarat tertentu ikut berperan serta 

menggunakan hak pilihnya. Urgensi jaminan hukurn hak memilih 

disarnping merupakan kewajiban negara juga dalam rangka melindungi 

hak memilih dari manipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada 

rakyat banyak tanpa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan M a t .  Pemilu 

dalam negara yang demolrratis, nilai dari setiap suara warganegara yang 

mempunyai hak pilih sangat penting. Oleh karena itu dukungan peraturan 

perundangan yang memberikan jaminan hak memilih pada setiap warga 

negara menjadi suatu kehawan dalam pemilu di negara yang demokratis. 

terhadap hak memilih dalam pemilu ini, juga didasarkan falda bahwa 

Indonesia terdiri dari suku baugsa, atau bukanlah sekedar jaringan 

keluarga luas. Makin besar jumlah penduduk, makin luas wilayah negara, 

dan makin majemuk suatu masyarakat baik dari segi kultural maupun 

sosial-ekonomi maka makin kompleks pula h g s i  pembuatan dan 

penegakan peratwan. Apalagi sejak pasca reformasi, dimana masyaFakat 

semakin luas minatnya terhadap politik) maka persoalan hak memilih ini 

menjadi rentan terhadap sengketa Pemilu. Kasus DPT di Kecamatan 



Sedayu di atas menjadi sebuah contoh kongknt adanya ketidakpastian 

jaminan hak memilih dalam peraturan perundang-undangan. 

4. Implikasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang Baik 

dengan Hak Pilih 

Peraturan perundang-undangan (wettelijkeregeh) secara harfiah 

dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang, baik 

peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan yang lebih 

rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang. 

Termasuk dalam peraturan perundang-undangan di negara kita adalah 

Undaug-undang dan Pemtmm Perundang-undangan yang lebih mndah 

dari padanya seperti Peraturan Pemerintah dm Keputusan &siden16. 

Van der Vlies menyebutkan, untuk membuat peratman penmdang- 

undangan yang baik hams ada 2 asas yaitu asas formal dan material. 

PeHama Asas Formal mencakup : "asas tujuan yang jelas, asas 

orgdembaga yang tepat, asas perlunya perahran, asas @at 

diMsamkan dan asas konsesus." Sedangkan kedm yaitu asas material 

mencakup : "asas terminologi ctan sistematika yang benar, asas dapat 

d i k e d ,  asas pei-1- yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum 

dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaaan indi~idual"'~ 



Sedangkan &darn ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 disebutkan bahwa, "Dalam membentuk Peraturan Perundang- 

undangan harm berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik meliputi :I8 

1. kejelasan tujuan; 
2. kelembagaan antara jenis tlan materi tujuan 
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
4. &pat dilaksauakan; 
5. kedayagunaan dan kehasilan; 
6. kejelasan rumusan; dan 
7. keterbulwm 

Dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2004, disebutkan :I9 

1. Yang dimaksud dengan " k q e h  tujuan" adabh bahwa setiap 
Pembentukan Peraturan Pemdang-undangan hams mempunyai tujustn 
yatg jelas yatg hendak dicapai. 

2. Ymg dimaksud dengan asas "kdemb8g~an atau orgm pemktdc  
yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Penmdang-undangan 
hams dibuat oleh lembagdpejabat Pembentuk Peratwan Perundangg- 
un-8n yang berwenang. Peraturan pt-mmhg-agan tersebut 
dapat d i b a t d b  atau batal demi hukum, bila dibuat oleh 
lembagdpejabat yang tidalc berwenang. 

3. Yang dimaksud dengan "kesesuaian antara jenis dan materi muatany' 
adalah bahwa dslam Pembentukan Peratwan Perundnag-undangan 
ham h - b e n a r  mem- materi muatan yaag tepat dengan 
jenis Peraturan Perundaug-undangan. 

4. Yaug dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hams meperhitungkan 
efektiiitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam 
masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

5. Yang ckaksud dengan asas '%eday- clan k e h a d ~ ' y  
adalah bahwa setiap Perahran Perundang-undangan dibuat karena 
m e a n g  benar-benar dibutuhkan dan bemadaat dalam mengatur 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Is Undaag-Undang Nomor 10 Tahun 2004 W g  Pembenah l%mtum Pmur- 
unkgan,  CV Eka Jaya, Jakarfa, 2004, Hlm. 6 
l9 Ibicl, Hlm. 6. 



6. Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan " adalah bawa setiap 
Peraturan Perundang-undangan hams memenubi persyaratan teknis 
penpunan Peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan 
kata atau terrninologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah 
dirnengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 
dalam pelaksanaannya r~ 

7. Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah dalam proses 
Pembetukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanam, 
persiapan, penyusurm, dan pembahsan bersifat transparan dan 
terbuka Dengan demikian seluurh lapisan masyarakat mempunyai 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 
proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. 

Berangkat dari pemahaman di atas sudah seharusnya Undang- 

Undang tentang P d i  Umum mengakomodir hak d l i h  bagi setiap 

warga negara yang telah mempunyai hak pilih. Undaug- mdang Nomor 10 

Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Legidatif, secara susubstansi behun 

mampu mengakomodir kepentingan setiap individu yang mmpunyai hak 

pilih. Adanya pagahm pertggunaan hak in& st&& seharusnya 

Waku untuk siapa saja Warga Negara Indonesia (WNI) yang tehh 

mempunyai hak pilih. Sehhgga perimdahan Daftar Pemilih Te tq  @PT) 

bukan sebuah permasalahan yang Mang-ulang terjadi dalam setiap 

moment pemilihan urnurn. 

Peraturau Perundang-undaugan mervpakan hukum tertulis yang 

berlaku uinum yang dibuat, ditetapkaa, atau dibentuk pejabat atau 

lingkungan jabatan yang berwenang menucut atau berdasarkan ketentuan 



peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi 

aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat (secara) ~ r n u m . ~ ~  

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum 

jelas-jelas merupakan hukum tertulis yang berlaku umum yang dibuat, 

ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang 

menurut atau berdasarkan ketentuan peratwan perundang-undangan 
-. 

tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku 

atau men- (secara) umum. Namun demikian secara normatif Undnag- 

Undang tersebut memang dijadikan s a n k  segala sesuatu- yang terkait 

dengan pemilihan urnum, tetapi satu ha1 yang paling penting justru masih 

terlewatkan khususnya dalam mengatasi hak warga negara untuk 

beputisipasi &lam pemilihan mum namun tidak bisa ikut karena belum 

ditemukan mekanisme yang mengatur ha1 tersebut. 

Dalam asas-asas penerapan h u b  positif harus berdasatkan 

ketentuan-ketentuan normatif yang diatur dahm penmdang-undangan, 

penerapan hukum positif harus tunduk pada asas-asas tertentu, yaitu :21 

a Asas yang bersumber pada potitik konstitusi dan ketentuan UlJTl (asas 
konstitusiomd dalam penerapan hukum). 

b. Asas tidak berlaku surut (nonretroakh)'). Secara asasi, semua aturan 
hukum -a berlaku ke depan (prospekz~. Hal ini, antma Iain 
bertalian dengan salah satu prinsip negara berdasarkan atas 
hukum.Hukum hanya a k a  mempunyai akibat hukum batbarkan 
aturan hdcm @osiitf) yaug ada pada smt hubuqp atau peristiwa 
hukum itu terjadi.Walupun dimun- penerapan h h  berlaku 
swt ,  antara lain : 

" Bagir Manan, Dasm-&sar Perundangmdangan Indonesia, Jakarta, Ind. Hill. Co, 1992, Hlm. 
3. 

Bagir Manan, H u h  Positif Indolsesia,FH UII Press, Yogyakarla, 2004, Mm. 52. 



(1) Penerapan hukum secara berlaku surut akan memberikan manfaat 
(menguntungkan)-seperti keringanan hukuman, penerimaan 
pendapatan bagi yang terkena aturan hukum. 

(2) Penerpan hukum berlaku surut sebagi cara memulihkan dan 
menegakkan keadilan atas berbagai tindaan yang sangat 
merugikan atau melukai secara mendalam rasa keadilan dan 
kemanusiaan suatu lingkungan masyarakat. Misalnya penerapan 
atas pelanggaran HAM. 

(3) Memang diperintahkahkan atau berdmarkan perintah undang- 
undang. Undang-undang harus mengatur rinci obyek dan tata 
cara penerapan hukurn berlaku surut. 

c. Asas peralihan hukum 
Asas ini merupakan kebalikan dari asas berlaku surut, yaitu 
menerapkan hukum baru terhadap hubungan atau peristiwa hukum 
sebelum peraturan perundanag-undangan baru ditetapkan. 

d. Asas -tan peraturan perundanag-undangan (lex superior 
derogat Iegi infriori). Yang dimaksud dengan tertib hukum yaitu asas 
pertingkatan atau hirarki peratman perundang-undangan. Penerapan 
hukum positif hants memperhatikan dengan sungguh-mggug sistem 

atau tat aunztan peratwan pmndang-undangan. Peraturan 
pertmdnag-undangan lebii tinggi mengesampingkan perahran 
perundnag-undnagan tingkat rendah, kecuali apabila substansi 
pemturm penmdmg--an lebih tin& mengatm hal-hal ymg OM 
undang-undaug ditetapkm menjadi wewenang peratwan yang lebih 
rendah. Asas pertingkatan hanya b e t l h  untuk bkum perundang- 
undangan dan aturan kebij- hukum-hukum lainnya ti& berlah 
katena tidak ada ukuran pertingkatan. 

e. Asas lex specidis derog* legi generalis 
Mengandung mak;na bahwa hukum yang khusus 
akanmengesampingkan aturan hukum yang umum. 

J: Asas lex posterior derogat legi priori 
Aturan hukum yang baru mengesamphgkan atau meniadakan aturan 
hukum yang lama, dengan memperhatjkan prinsip-prinsip : 
(1) Aturan hukum yang baru harus sed"ajat atau Iebih tinggi dari 

aturan hukum yang lama 
(2) Aturan hukum baru dan lama mengatur obyek yang sama 

g. Asas mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulk dari hukum 
ti& tertulis. 

h. Asas kepatutan, keadilan, kepentiagan umum, dan ketertiban umum 
Apabila penerepan aturan hukum bertentangan dengan kepatutan, 
kedlan, kepentingan umum, atau ketertiban umum, hakim memilih 
kepatutan, keadilan, kepentingan mum, dan ketertiban umum. Asas 
ini menunjukkan hakim ti& boleh semata-mata mencari dan 
menemukan kebenaran formal k d a n  tetapi harus mncari dan 
menemukan kebemmm materiil. 



Dari beberapa ketentuan di atas akhirnya dapat dipahami bahwa 

sebuah produk peraturan perundang-undangan yang baik (Undang-Undang 

tentang Pernilihan Legislatif) adalah sebuah produk hukum yang marnpu 

menjamin hak asasi setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih 

untuk menggunakan haknya dalam berdemokrasi. Tingkat partisipasi 

masyarakat akhirnya dipengaruhi oleh sebuah Undang-Undang yang 

disusun berdasarkan ketentuan dalam membuat sebuah undang-undang 

yang baik. Bagimanapun juga keakmatan data pemilih berpengaruh 

terhadap partisipasi plitik warganegara dalam proses Pemilu, 

terpenuhinya hak memilih bagi setiq warga negara berimplikasi politik 

yang luas, dan kealruratan data pemilih dalam Pemilu merupakan 

konsekuensi dari konsistensi jaminan hukum negara pada setiap warga 

negara dalam kehidupan berdemokrasi. 

E. IMETODE PENELITIAN 

1. Obyek penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah lmplementasi Peraturan Perundang- 

Undangan dalam proses pen- pemilih Pemilu Legislatif tahun 2009 

di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul. 



2. Sumber Data : 22 

a Bahan hukum primer: yaitu produk hukum tertuliis yang diperoleh dari 

lembaga yang berwenang, bersifat otoritatif serta mengikat. Bahan 

hukum hi dapat berupa: 

1. Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 

2. Peraturan dasar yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1045 

dan Ketetapan MPR. 

3. Peraturan pemdang-undangan yakni undang-undang dan 

peraturan yang setara peraturan pemerintah, keputusan presiden, 

keputusan menferi clan peraturan daerah. 

4. Bahan hukum yang tidak d i k a i k a n  

5. Traktat 

6. Yurisprudemi 

7. Bahan hukum lainnya. 

b. Bahan sekunder: bahan hukum ymg memberikan penjelasan mengenai 

bahan bukum primer, yakni mcangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya. 

I' Peter Mahmud Manuki, Melode Penefifian Hukum, Kencana Ptenada Media Group, 2008, 
Hlm. 141-162 



F. TEKMK PENGUMPULAN DATA 23 

1. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara mengkaji literatur, jurnal hukum, media internet 

serta bahan tertulis lain yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian 

ini. 

2. Dokumentasi, adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan 

cara mencatat arsip-arsip, surat-surat, penciapat clan dokumen lain yang 

mendukung. 

3. Depth interview, yaitu wawancara secara mendalam. Adapun sumber data 

intenview adalah anggota PPK Kecamatan Sedayu, anggota PPS se 

Kecamatan Sedayu, Lurah , Pamong Desa dan Dukuh di Kecamatan 

Sedayu. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian kepmtakaan dianalisa dengan metode : 

a Analisis Induktif : d i s i s  ini bekerja dengan cara pola pikir yang 

mendasarkan pada hal-ha1 yang b a & t  khusus kernudian &tar& 

kesimpulan yang bersifat umum 

b. Analisis deskriptif - intepretatif : analisis ini ditujuhan untuk 

menggambarkan clan menjelaskan data yang dipemleh dilapangan dan 

dibandiagkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh. 

23 Pefer Mahmud Mamki, Md& PeneIitb Enhm, Kemana Prenada Media Group, 2008. 



G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini dipaparkan dalam 5 ( lima ) Bab dengan perincian sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I, Sebagai Pendahuluan, memuat Latar Belakang Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian 

Bab 11, Pemilu dan Demokrasi Dalam Negara Hukum. Dalam bab ini 

dikemukakan pendapat para ahli tentang Kedaulatan dan 

Demokrasi. Dalam konteks negara hukum dibahas pula Konsepsi 

Negara Hukum. Untuk mengetahui wacana Pemilu, maka ddam 

paparan terakhir akan dibahas tentang Pemilu dalam Negara 

Hukum yang Demokrtis. 

Bab Hi, Perlindungan Koastitusional Terhadap Hak Pi& Warga Negara 

dalam Pemilu. Daistm a d  bab k m  dibdms tentang Hak Mend& 

dalam Pemilu ditinjau dari Perspektif Konstitusi Perbetban 

konsepsi antara penduduk dan warganegara dalm penenttmn hak 

pillh dijadhn acuan pembahasan tentang hak mernilih dalam 

tinjauan hukum kewarganegaraan. Terakhir dalam bab ini akan 

dibahas tenntang Tahapan Pendaftaran P e d h  Dalam Pemilu 

Legislatif 2009 den* kdasar pada Undang-Undang h o r  10 

Tahun 2009 tentang Pemilu. 



BAB IV, Merhbahas Implementasi Pendaftaran Pemilih &lam Rangka 

Pemilu tahun 2009 di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, 

Propinsi Daerah Istirnewa Yogyakarta Istimewa Yogyakarta. Tabap 

awal dari bab ini akan dipaparkan Deskripsi Wilayah Kecamatan 

Sedayy Kabupaten Bantul. Selanjutnya juga dikemukakan 

Organisasi Pelaksana Pemilu clan Implementasi Pendaftaran 

Pemilih Dalam Rangka Pemilu Legislatif Tahun 2008. 

Diungkapkan juga tentang Upaya Hukum yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Sedayu dalam rangka 

Pendahran Pemilih Pemilu Legislatif Tahun 2009. Terakhir 

berusaha untuk dipaparkan secara preskriptif tentang Format 

Perundaug-Undangan yang baik untuk Menjamin Hak Pilih Warga 

BAB V, addah Kesimpulan dan Saran 



BAB II 

KAJIAN TEORITIS PEMILU DAN DEMOKRASI 

DALAM NEGARA HZTKUM 

A. KEDAULATAN DAN DEMOKRASI 

Banyak orang yang berpendapat bahwa munculnya demokrasi adalah 

pada yaman Yunani Kuno. Hal itu dibuktikan dengan konsep demokrasi 

berasd dari bahasa dan masa tersebut. Walaupun secara subtansial 

demokrasi pada masa itu masih banyak k e h g a n  karena hanya 

memberilcan hak berpartisipasi politik pada kaum laki-laki dewasaa 

Sedangkan Yves Schemeil sebagahma dilcutip oleh Anis Ibrahim, 

menyatakan bahwa nilai-nilai demokrasi Mesir dan Mesopotamia Kuno 

sesmgguhnya lebih kaya ketimbang nilai-nilai d e m o h i  pada masa Yunani 

Kuno. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya dewan kota dan majelis 

yang jauh lebih demohtis daripada polis Yunani. Mereka lebih bebas dan 

banyak berbicara yang dihdungi yang terkadang sampai membuat merab 

telinga pemimpinnya Majelis lebih demokratis sebab dim-ya 

kaurn perempuan menjadi anggota (assemblywomen), suatu ha1 yang 

tidak terjadi di Yunani Kuno karena kaum perempuan tidak dianggap 

sebagai c i t i ~ e a ~ ~  

Memang konsep dan pemikiran demolcrasi sampai pada t .  

praksis cenderung lebih rinci clan jelas dilaksanakan pada zaman Yunani 

" Anis Ibd@ LegPhi don DeawRtarI, Cetakan 1, In-TRANS Publishing, Matang, E f h  41 
25 Ibid, Hh. 42-43 



Kuno dengan polis Athenanya. Sehingga perkembangan demokrasi Yunani 

Kuno inilah yang menjadi momentum kajian dari berbagai literatur. Namwl 

dalam perkembangan yang ditandai kehidupan politik diiana terjadi 

perebutan kekuasaan diantara para bangsawan di Inggris (1215 M), 

munculah Magna Charta sebagai sebuah awal dari demokrasi dengan 

membawa misi sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Kekuasaan pemerintahan adalah terbatas 

2. Hak asasi manusia lebih daripada raja 

Munculnya zaman renaisancce dan masa aujkarung di Eropa, maka 

pemikir dan filsuf seperti John Locke, Montesqiau maupun Rousseau 

merupakan pemikir yang menjadi tonggak bag- pola pernikiran yang 

mional. Pola pola hubungan absolutisrne raja dan rakyat p& saat itu 

dinilai tidak rasional. Tidak ada pengakuan hak sama sekali bagi rakyat 

terhadap raja. Dengan kondisi ini, maka pemikiran mereka berorientasi pada 

bagaimana agar hak-hak &at terutama hak politiknya dapat d i e  dan 

dihormati oleh penguasa (raja). Ide trim politika merupakan upaya bagi 

ketdbatan rakyat dalam pengawamn kekuasaan negara. 

Konsep kedaulatan pada awalnya digagas oleh Jean Bodin (1530- 

1596) dalam bukunya Republique dengan menyebutnya " Summa in cives at 

subditod legibusque soluta potetas" (kekuasaan tertinggi yang mengatasi 



warga negara, anak buah dan Undang-Undang). Konsep kedaulatan menuut 

Jean Bodin ada tiga unsur yaitu:27 

1. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi, 

dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersurnber kepada kekuasaan 

lain yang lebih tinggi. 

2. Mutlak dm sempurna dalam arti tidak terbatas d m  tidak ada kekuasaan 

lain yang membatasinya 

3. Utuh, Bulat dan abadi dalam arti tidak terjxcah-pecah dan tidak terbagi- 

Sedangkan menurut J.J. Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat 

kerakyatan dan didasarkan pada kemauan mufn ( volunte generaze) rakyat 

yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu menurutnya 

kedaulatan mempunyai k ~ n s e p : ~ ~  

1. Kesatuan, Wit monistis. Aainya semangat *at dan kemauan 
mum rakyat adalah suatu kesatuan di mum mereka selragai kesatuan 
berhak memerintah dan berhak menolak perintah. 

2. Bulat dm tak terbagi, maksudnya rakyat &ah satu maka negm juga 
satu 

3. Talc dapat dbHbn, siapapun yang berdaulat raja atau &at maka 
raja atau rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. 

4. Tak dapat berubah. Kedadatan adalah milik setiap bangsa sebagai 
kesatuan yang bersifat turun temurun. 

Pengertian kedaulatan diatas digolongkan pada pendapat klasik 

tentang kedaulatan. Yang juga termasuk pencetus teori kedaulatan klasik 

adalah Jeremy Bentham maupun John Austin Pandangau klasik tentang 

'' J a y  Asshiddiqie, Konstftusi don K o n s ~ i o n a l i s m  Indonesia, Cetakan I ,  Kerja Sama 
Mahkamah Konstitusi FU dan Pusae Studi Hukum Tata Negara FH. LJi Jakar@ Jakarta, 2004, Hlm. 
101 
-~bld, m. 102 



kedaulatan bersifat absolut. Untuk menganalisis kekuasaan pada abad 12 

pandangan di atas masih relevan. Paham kedaulatan pada saat itu lebih 

bersifat pembenaran dari kekuasaan negara Tetapi ketika sejak zaman 

renuisance yang dirnotori oleh Montesqieou yang juga merupakan 

pendahulu Rousseou, sifat kedaulatan yang bersifat absolut mulai 

dipertanyakan. Kendati demikian yang dapat disimpulkan dari paham 

kedaulatan klasik adalah bahwa dalam setiap negara pasti ada kekuasaan 

tertbggi yang dipatuhi oleh rakyat yang mendiami suatu wilayah negara. 

Kedaulatan sebagai pembenaran dari kekuasaan yang absolut mulai 

rnenuai kritik, ketika kekuasaan pemimpin agama dan raja sudah tidak &pat 

dibedakan lagi. Kekwsaan raja / pemirnpin agama demikian besamya 

sebhgga pada jaman aufklamng justru dianggap membatasi hak politik 

rakyat. Oleh karena itu pemikiran Montesqiuou merupakan jawaban 

tehadap absolutnya kedaulatan. Bagaimauapun kedaulatan hams dikontrol 

untuk meminimallcan penyimpaugan kekuasaan. Untuk menjamin 

demokrasi, kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan dipisah-pisahkan 

kedalam beberapa fimgsi yang saling mengendalikan satu sama lain ( cheks 

and balances). Kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga hgs i  yang 

disebut dengan triaspolitica yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutf 

dan j~dikitif .~~ 

Dari paparan di atas, maka konsepsi demokrasi modern mulai 

diperkenh .  Sistem pembatasan kekuasaan oleh Montesqiou merupakan 



tonggak bagi konsepsi bagaimana hak-hak rakyat diakui dan dihormati, 

sedangkan di lain sisi kesewenw-wenangan kekuasaan perlu untuk 

dikontrol oleh rnekanisme trias politica 

Sesuatu yang tertinggi yang dipatuhi oleh rakyat dalam sebuah 

negara dalam perkembangannya menimbulkan berrnacarn-macam 

pandangan yaitu:30 

1. Yang tertinggi dalarn negara itu adalah Tuhan. 

2. Yang terthggi dalam negara itu adalah negara itu sendiri. 

3. Yang tertinggi dalam negara itu adalah hukum. 

4. Yang tertinggi dalam negara itu adalah ralcyat. 

Dari bermacam-macam kedaulatan atau kekuasaan terthggi di atas, 

ada kecendenmgan bahwa yang tertinggi dalam negara adalah ralcyat 

merupakan pilihan yang banyak dianut oleh negara. Kedaulabn tertinggi 

adalah *at merupakan asas dalam pemerhkb yang disebut dengan 

demokrasi. Sistem kedaulatan rakyat itu kelcuasaan tertinggi dalam suatu 

negara dianggap berada di tangan d y a t  itu sendiri. Kekuasaan itu pada 

hakikatnya berasal dari *at, dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan 

seluruh rakyat ~endii .~'  

Berdasarkan paparan di atas maka, kedaulatan mempakan sebuah 

konsepsi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sedangkan demokrasi adalah 

sebuah sistem pemerintahan yang mengimplementasikan dan menjamin agar 

kekuasaan selalu berada di tangan &at. 

30 Dahlan Thaib, K-an Rakyal, Negwu H n h  tkn Konslitusi, Cetakan ke 2, Liberty, 
Yogyakarta Hlm. 6. 
31 J i i  Asshiddiqie, KomWsi dun K o ~ w n a l ~ ~ . ~ . . , ~ . ~ . ,  KZm. 1 14 



Berkaitan dengan ha1 tersebut maka perlu disampaikan pengertian 

demokrasi. Menurut Afan W a r  sebagaimana dikutip oleh. Anis Ibrahim 

pemahamm demokrasi ada dua macam yaitu: 32 

1. Pemahaman secara nomt i f  Dalam pemahaman ini, demokrasi 

merupakan sesuatu yang secara idiil hendalc diselenggarakan oleh suatu 

negara. Adanya konsepsi pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat biasanya diterjemahkan dalam konstitusi. Pemahaman ini sesuai 

dengan sejarah munculnya demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan 

hanu diatur sedemikian hingga mampu menjamin hak-hak politik 

rakyat. Pengaturan kekuasaan ini diatur dengan konstitusi. Meminjam 

konsep Jimly Asshidiqie, pola pikir tersebut merupakan suatu bentuk 

paham konstitusionaiisme, yaitu sebuah gagasan kesepakatan umum atau 

konsensus diantara mayoritas rakyat mengenai ban- yang 

diidalkan berkeman dengan negara. Ada tiga elemen konsensus dalam 

a. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama 
b. Kesepakatan tentang the rule of law s-ai landasan gemerintahan 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpdkm bahwa konsepsi atau 
penyelengg- negara 

c. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dm prosedur-prosedur 
ketatanegamm 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpullran bahwa konsepsi 

demokrasi mempakan bentuk aktuafisasi keterlibatan dan perlindungan 

rakyat dalam kehidupan bernegara. Keterlibatan rakyat ini akan 

32 Anis Ibrabim, Legishi dim ..... ..., OpCit, Hlm. 59 
33 J d y  Asshiddiqie, K m  dm ,,..@Cit., Hlm. 21 



diberikan dalam bentuk mandat kekuasaan kepada negara. Oleh karena 

itu mandat kekuasaan ini disebut kedaulatan karena merupakan 

kekuasaan yang tertinggi dimiliki sebuah negara. Agar mandat 

kekuasaan ini tidak disalahgunakan oleh pemegang mandat maka, 

melalui sebuah konsensus rakyat &an dituangkan dalam sebuah 

konstitusi. Dalam tatam praktik gagasan kekuasaan tertinggi 

sebagaimana dikemukakan J.J. Roussou maupun Jean Bodin tidak 

sepenuhnya relevan.. Artinya bagaimana pengaturan kekuasaau tertjnggi 

sangat tergantung pada generale agreement ( konsensus) rakyat suatu 

bangsa masing-masing. Tetapi bahwa kekuasaan hams dibatasi dan 

diatur sedemikian Npa merupakan kebutuhan setiap bangsa dalam suatu 

negara. 

Pemahaman demokrasi secara empirik (procedural demokrasi). 

Pemahaman demokrasi secara empirik akan dapat dilihat dari beberapa 

indikator. Sebagai ajaran u n i v d ,  d e m o h i  paling tidak ditunjukkan 

oleh 5 prinsip utama sebagai berik~t . :~~ 

a. Adanya hak yang sama clan tidak dibedakan antara rakyat yaag 
satu dengan rakyat lainnya.. 

b. Partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan 
kesempatan yang sama bagi &at untuk mengekpresikan 
preferensinya dalam keputusan-kepurusan yang diambil 

c. Adanya pengertian yang te- yang menunjukkan bahwa 
rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputwm ymg 
diambil negara. 



d. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang 
menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesempatan istimewa 
membuat keputusan, membatasi materi yang &an diputuskan dan 
dilakukan melalui proses-proses politik, yang dapat diterima dan 
memuaskan berbagai pihak. 

e. Inclusiveness, yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang 
berdaulat adalah seluruh rakyat, yakni semua anggota masyarakat 
dewasa terkecuali orang-orang yang terganggu mentalnya. 

Dari indikator parameter demokrasi tersebut dapat dipahami bahwa 

subyek demokrasi adalah individu warga negara. Demokrasi bukanlah 

sebuah konsep yang statis, akan tetapi merupakan sebuah proses yang 

melibatkan seluruh individu warga negara dalarn menentukan masa depan 

mereka. Dengan keterlibatan seluruh individu warga negara ini, 

konsekwensinya adalah bahwa keputusau akhir proses demokrasi hams 

didukung oleh semua indivictu warga negam T a W a  akan ada pentbahan 

terhadap keputusan, maka mesin demokrasi secara prosedural kan bergerak 

-sesuai dengan tata aturan yang melandasi p s e s  demokiwi tersebut. hip 

yang penting &dam demokrasi addah bahwa tidak boleh ada satu 

individupun warga negara dihambat dalm mengikuti proses demokrasi. 

B. KONSEPSI NEGARA HUKtTM 

Dari kesepakatan bernegara di atas, maka ide negara hukurn sudah 

sem& jelas dimana landasan dalam pemerintahan adalah the rule of law. 

Konsespi negara hukum merupakan pengembangan dari konsep d e m o h i  

dm nomokrasi. Demokrasi adatah adalah kekuasaan tertinggi atau 

kedaulatan ditangan rakyat. Sedang nomokrasi dimaksudkan untuk 

penyelenggaraau kekwmu berdasarlcan hukum. 



Kaitannya dengan kekuasaan , menurut Aristoteles suatu negara yang 

baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan 

hukum. Ada tiga wsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu perfamu 

pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan urnurn; kedua pemerintahan 

dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-kstentuan 

mum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang 

menyarnpingkan konvensi clan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi 

berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan 

paksaan-paksaan yang dilaksanakaan pemerintahan 

Menurut F. Lassdle sebagairnana dikemukakan oleh. Dahlan Thaib, 

membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu:36 

1. Pengertian sosiologis atau politis, konstitusi adalah sinthese War- 
faktm kekuatan yang nyata dalam masyarakat Jadi konstitusi 
menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut 
dimtaranya: raja, paderna kabinet, pressure groups, partai poiitik 
dan lain-& itulah seamg&nya. 

2. Pengertian yuridis. Konsthsi adalah suatu naskah yang memuat 
bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 

Selanjutnya Dahlan Thaib menyatakan bahwa dari aspek pengertian 

sosiologis dan politis, k d t u s i  sesunggubnya rnengandung pengextian 

yang lebih luas daripada sekedar undang-undang dasar. Sedangkan dalam 

pengertian yuridis konstitusi terpengaruh oleh paham kod3ikasi dan 

menyamakan &ngan undang-undang dasar. 

35 Ridwan )IR, Hukum A&nb&hasi Negura, PT. Raja Gmfhdo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 2 
36 Dahlan Thai%, &edmulorcur Rakyat, N ~ ~ I Z M  H u h n  dan 3-i, Qtakm ke 2, Liberty 
Yogyakarta,hlm16 



C.F. Strong mengatakan bahwa konstitusi dapat dika@kan sebagai 

suatu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah dan 

hak-hak yang diperintah serta hubungan keduannya. Oleh karena itu Strong 

rnenyirnpulkan bahwa posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan 

untuk membatasi wewenang pemerintah clan penguasa, mengatur jalannya 

pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat. Hal ini senada dengan pendapat 

Sri Soemantri tentang tiga macarn materi muatan konstitusi yaitu:37 

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi (clan kewajiban-kewajiban asasi 

rnanusia dm warganegara) 

2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. 

3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat 

mendasar. 

Dari pendapat di atas, maka yang perlu digarisbawahi dengan 

relevansi tulisan ini adalah bahwa konstitusi mempunyai peran yang sangat 

pentkg dalam membatasi kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan 

hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara. Dengan demikian 

keberadaan konstitusi bukanlah sebuah bangunau yang membatasi 

demohsi, tetapi merupakan sebuah sistem agar d e m o h i  dapat berjalan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan mtuk rakyat. Konstitusi dalam pengertian 

yuridis ditempatkan sebagai sebuah tatanan yang benar-benar mampu 

mencernainkan kehendak rakyat, sehingga sifatnya bukanlah represif atau 

memaksa. Pada akhirnya dengan mendasarkan komtitusi tersebut rakyat 



dalam sebuah negara dapat menjalankan kehidupannya untuk mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan. 

Adapun alasan, mengapa kekuasaan hams diatur dalam sebuah 

hukum ada beberapa ha1 yang melandasinya. Pertama, menurut teori 

kedaulatan rakyat, kekuasaan ham dibatasi dan dikontrol rakyat secara 

demokratis melalui kemauan umum (volonte generale). Kedua, Perlunya 

kekuasaan dibatasi menurut seorang pyangga Inggris bernama Lord Acton, 

karena kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak 

pasti disalahgunakan. 

Bagaimana agar negara hukum mampu mewujudkan keadiian dan 

kesejahteraan e a t ,  mash menurut SF. h w u n  perlu adanya 

keseimbangan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Dengan 

d d a n  pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak 

b e d s d m  hukum dan atau bertentangan dengan hukum, @at dil- 

oleh kekwsaan yudikatif melalui badan-badan peradilan.38 

Perkembangan awal pemikiran negara hukum, dilontarkan oleh 

Immamel Kant, yang mendeskripsikan negara haoya sebagai penjaga 

malam. Artinya tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat jangan 

diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmwan rakyat negara tidak boleh 

camput tangan, negara sebagai nachtwachterstaat. Akan tetapi pandangan 

ini tidak dapat me-ti dinamika masyarakat. Peran negara pada akhirnya 

masuk dalam beberapa urusan kepentingan masyarakat, akan tetapi maih 

SF. Marbun, Peradih A&nhistmsi &an Upaya Adinin~a&fdiIndonesky Cetakan ke ,UII 
my Yogyakarta, Hhn. 6-7 



sebatas pada aturan hukum. Sehingga memunculkan pandangan negara 

hukum fo r~n i l . ~~  

Menurut Utrecht sebagaimana clikutip oleh Jimly, yang dimaksud 

negara hukum formil atau negara hukum klasik adalah negara h u h  yang 

mendasarkan hukm dalam artian yang sempit yaitu mendasarkan pa& 

peraturan perundang-undangan saja, sehingga sifatnya kaku40 

Adapun ciri-ciri negara hukum formil (rechtsstaat) sebagaimana 

dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah sebagai berik~t:~' 

1. Perlindungan hak asasi manusia 

2. Pembagian kekuasaan 

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang 

4. P e d a u  tata usaha negara. 

Negara Sedangkan A.V. Dicey men- dengan tiga ciri penting 

&am setiap negara hukum yang disebt dengan d e  of law:" 

1 .  Supremacy of law. Artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan 
tertinggi dalam negara adalah hulcum ( kedaulatan hulnrm) 

2. Eqyality before the law. Artinya persamaan kedudukan h h  bagi 
samua warga negara, baik selaku pribadi maupun daiam Wfikasinya 
sebagai pejabat negara 

3. Constitution based on fndividuaI rights, artinya konstitusi itu tidak 
mempakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi 
manusia diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai p e n e m  
bahwa hdc asasi itu hrus dilindungi.. 

Dari konsep negara h u b  di atas maka dapat diambii pengeaian 

kedudukan yang kuat dibandingkan dengan kekuasaan. Rakyat tidak boleh 

39 Dahlan Thai%, Kedaulatan RaQal, Negar~ Hukum .... .. .... Op.C&, Hlm. 22-23 " J* Asshiddiqie, Konst&& &n Konstilmhn- .,.,,Op.C%, Hha 123 
'' Dahlan Thaib, K e d a u h  Rahya4 Negara Hukum .,...,,..@. Cit., Hlm. 23 
" &I, Hbn 23 



tersubordinat oleh kekuasaan negara (pejabat), karena secara subtansial 

rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu dalam 

penyelenggaraan negara dimana kekuasaan memegang peran pentingnya 

hams mendasarkan oleh a t m a  yang dibuat oleh rakyat. Dengan deinikian 

rakyat marnpu mengontrol pemerintah sebagai mandat kekuasaan negara. 

Setiap sengketa baik antar warga negara, antar lembaga penyelenggara 

negara rnaupun warga negara dengan lembaga negara harus mendasarkan 

pada hukum. Mi penting adalah adanya pengakuan dan penghormatau 

serta jaminan hukum terhadap hak dasar negara yang terwujud dalam 

perliidungan hukum atas hak asasi manusia. 

Dimrqing negara h u b  formil di atas, di era modem mengemuka 

pandangan negara hukum materiil. Menurut Friedman sebagaimana &tip 

oleh Jimly Assiddiqie, negara hukum mated mempakan pengembangan 

dari konsepsi rechstaat dan d e  of law. Pemikiran ini dikenal dengaa the 

rule just law dimana dalam. pengertian ini tujuan dari hukum adalah 

dua belas pokok prinsip negara hukwn yaitu:43 

1. Supremasi hukurn. Yaitu adanya pengakuan normatif dan ernpirik akan 
prinsip supremasi hukum. Semua masalah diselesaikan dengan hukum 
sebagai pedoman teainggi. 

2. Persamaan &lam hukum. Yaitu adanya permmaan kedudukan setiap 
orang dalam hukum dan pemerintahq yang diakui secara nomatif 
dan d i l h a k m  secara ernpirik. 

3. Asas legalitas. Dalam setiap negara hulcum segala tindakan hukum 
pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan 
yang sah dan tertulis. 



4. Pembatasan kekuasaan. Kekuasaan selalu hams dibatasi dengan cara 
memisahkan kekuasaan kedalam cabang-cabang yang bersifat cheks 
and balances &lam kedudukan yang sederajat dan saling 
mengimbangi clan mengendalikan satu sama lain. 

5. Organ-organ eksekutif independen. Dalam mgka membatasi 
kekmwn itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan 
kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen seperti Komnas 
HAM, Komisi Pemilihan Umurn, Komisi Penyiaran dan sebagainya. 
Independensi lemhaga ini sangat penting agar mampu menjaga i k l i i  
demokrasi dan tidak disalahgunakan oleh eksekutif untuk 
melanggengkan kekuasaan. 

6. Peradilan bebas dm tidak memihak. Dalam menjaladcan tugasnya 
hakim independen. Tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan maupun 
-go 

7. Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan peradilan ini apabila ada 
keputusan pejabat negara yang sewenang-wenang dapat diselesaikan 
melalui peradilan ini. 

8. Peradilan Tata Negara 
9. Perbdungan Hak Asasi Manusia Adanya perlindungan konstitusional 

terhdap hak asasi tnanusia dengan jamihan hukum bagi tuntutan 
penegakkannya melalui proses yang adil. 

10. Bersifat demokratis. Hukum dibuat untuk kepenthgan rakyat, sehingga 
peransertarakyatctatmpyusmhuktnnmerrjadipenrtjng. 

1 1. Berbgs i  sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara. Hukum 
adalah sarana untuk m e n w  tujuan yang diidealkan bersama. Cita- 
cita hukum sendirt baik pmg dilemlxgahm 'melalui gagman negm 
demoW maupm yang diwujudkan meIalai gagasan negara hnkum 
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteman umum. 

12. Tmparausi dan kontrol sosial. Adanya tranparmsi dan kontrol sosial 
yang terbuka kddap setiap pross pembuatan dm penegakan hukum, 
sehingga kelemahan dan kekumngan yang terdapat dalam mekanhne 
kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran 
serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan 
kebemran. 

Pemikiran di atas semakin membawa pada pola pikir yang jelas 

hubungan antara negara hufnun dan demoBrasi. Demokrasi merupakan 

sebuah proses kehidupan bernegara yang melibatkantkanselw& warga negsva. 

Agar proses demokrasi dapat d a l u  dikontrol oIeh warga negara, maka 

dibutuhkan sebuah instrumen yang mampu menjamin bahwa warganegara 

sebagai pemilik kedaulatan terlindung clan terjamin lzak-bknya dalm 



rnengikuti proses demokrasi. Instnunen ini dinamakan dengan hukum, atau 

senada dengan pendapat Hans Kelsen disebut dengan tata aturan. Dengan 

adanya sebuah tata aturan ini maka ide dernokrasi yang bersendikan 

kebebasan dan persamaan dapat diimplernentasikan secara terukur. Artinya 

sejauhmana dan bagaimana warga negara terjamin hak-haknya dalam proses 

demokrasi dapat selalu dikontrol dan dievaluasi melalui sebuah tata aturan 

ini. Dengan demikian dalam sebuah negara hukum yang berbasis demokrasi, 

tidak ada kekuasaan apapun yang akan melampaui kehendak warga negara, 

atau lebih ekstrim lagi pembahsan atau penghilangan hak-hak warga negara 

dalam proses berdemokrasi. 

C. PEMILU DALAM NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS 

Pertanyaan yang sering mengemuka dalam kehidupan berbangsa clan 

bernegara adalah apakah sistem d e m o h i  merupakau pilihan yang paling 

tepat?. Agus Wahyudi dalam Seminar Wawasan Kebangsaan Dan Pemilu 

yang diselenggarakan oleh Ditjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Depdagri, 

pada tanggal 25-6-2009 bertempat di Kampus Universitas Mercu Buana, 

Bantul, Yogyakarta menyatakan bahwa memang d e m o b i  ti& dapat 

diharapkan menyelesaikan segala permasalahan bangsa, demokrasi b W a h  

panacea, tetapi tampaknya benar bahwa demokrasi menrpakan sistem paling 



aman dan paling baik, diantara sistern lain yang pemah dicoba oleh manusia 

dalam sejarah kebangsaan dan kenegaraan.44 

Penerapan demokrasi tidak terlepas dari negara hukum. Demokrasi 

konstitusional merupakan wujud nyata dari penerapan negara hukum dalam 

kehidupan berdemolcrasi. Dalam demokrasi, penyelenggaraan negara itu 

hams bertumpu pada partisipasi dan kepentingaa rakyat. Demolcrasi tanpa 

pengaturan hukum akan kehilaagan bentuk dan arah, sedangkan hukum 

tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi yang bukan negara 

hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi 

m e r u p h  cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas 

negara hukum. Dengan demikian, llegara hukum yang bertopang pada 

sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis 

(dernoc~a~sche rechtsstaat) sebgai perkembangan lebih lanjut dari 

demokrasi konstitusionalP5 

Demokrasi konstitusional lebih banyak dibatasi oleh rule of law yang 

mengutamakan kepentingan individu dan membatasi peran negara, sedang 

negara hukum demohatis let& banyak ditentukan oleh peran negara yang 

tidak sekedar penjaga mdam (nachtwachterst~~t). Negara pada 

pefkembangannya juga hams bertanggungjawab atas kesejahteraan &at 

dan karenanya hams aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara 

senxicam ini disebut negara kesejahteraan (weZjive state) atau negara yang 

memberi pelayanan kepada masyankat (social sewice state).Oleh karena itu 



dalarn negara kesejahteraan ini sistem demokrasinya didefinisikan sebagai 

suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan- 

keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil 

yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka 

melalui suatu proses pemilihan yang b e b a ~ . ~ ~  

Dalam tatarau praktik demokrasi yang dianut oleh tiap negara dapat 

berbeda-beda. Oleh karena itu pengertian demokrasi sebagaimana 

disampaikan oleh Carter clan Herz yaug dikutip oleh Mahfud bersifat relatif. 

Tidak ada suatu negarapun yang sepenuhnya demokratis dm tidak ada yang 

sepenuhnya otoriter. Carter dan Herz mencirikan demolaasi ditandai oleh 

adanya pembatasan-pembatasan t e r w  tin& pemerintahan untuk 

memberikan perlindungan bagi individu dm kelompok dengan menyusun 

pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan darnai melalui alat-alat 

pawakilan rakyat yang bekerja efektif. Demokrasi juga memberhn 

toleransi terhadap sikap yang berlawanan, menuntut keluwesan, dan 

kesediaan untuk berkesperimen. Pembatasan 7nrewenang pemerintah tidak 

boleh turut campw dalam segi tertentu kehidupan warganya yang berarti 

pula bahwa pegawai pemerintah hams tunduk pada ruZe of law sebagai 

tindakan orang biasa dan hanya melaksanakan wewenangnya sesuai yang 

diberikan oleh undang-undang. Pencalonan dan pemilihan anggota lembaga- 

lembaga perwakilan politik berlangsung fair dan lembaga-lembaga itu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk membahas persodan- 

'' Miriam Budiardjo, ~-~ Ilmu ..,..,Op.C&, 1 15-1 17 



persoalan, mengkritik, dan mengkristalisasikan pendapat umum. Dengan 

demikian kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, clan berkurnpul 

merupakan ha. politik dan sipil yang paling da~ar.~'  

Pendapat di atas yang perlu digaris bawahi adalah dalam sistem 

demokrasi baik demokrasi konstitusional maupun negara hukurn demokratis 

(democratische rechtsstaat) selalu ditandai dengan adanya pergantian 

pimpinan secara berkala, tertib dan damai serta p e m i l i i  anggota lembaga- 

lembaga perwakilan politik secara terbdca. Pemilihan pimpinan dan anggota 

lembaga-lembaga perwakilan politik ini biasanya dengan pemilihan umum 

(Pernilu). Hal ini mengacu pada pendapat Ramlan Surbakti, bahwa salah 

satu fungsi sistem pemilihan umum ialah mengatur prosedur seseorang 

untuk dipilih menJ'adi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala 

Hal tersebut juga senada dengan pendapat Henry B. Mayo bahwa 

sistem bernegara yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum 

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif 

oleh e a t  Qlam pemilhn-pemilhu berkala yang didasarkan atas prinsip 

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan 

politik.qg 

- 

47 Moh. Mahfud MD, P o w  Hukm di Indonesia, Cetakan -3, LP3ES, Jakartzt, 2006, HIm. 
16-17. 

~amlan Surbakti, MernolcMli llmu Po&%, PT. Gmwk, Jakarta, 1992, Hlm. 176. 
49 Miriam Budiardjo, Dasw-Dasar ..,.,.., ...., t@Clt., Him. 1 15-1 17. 



Eksistensi pemilu dalam negara hukum demokratis juga senada 

dengan pendapat Koesnadi Hardjasoemantri yang dikutip oleh 

Fajlurrahrnanjurdi yang menyatakan prinsip-prinsip negara hukum yang baik 

adalah negara hukum yang dibangun di atas kepedulian untuk menegakkan 

hukum secara konsisten dan sekaligus sebagai kunci bagi tegaknya otoritas 

hukum yang akomodatif bagi masyarakat. Adapun indikator negara hukum 

yang baik antara lain sebagai berikut: 'O 

1. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara 
dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 
lembaga-lembaga perwakilan yang sah rnewalcili kepentingan mereka, 
Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan 
berkumpul clan. mengungkapkan pendapat, serta kepastian mtuk 
berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Tegakmya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan 
diberlalcukau tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-huburn 
yang menyangkut hak asasi manusia. 

3. TransparanSi: bransparaasi &bangun a&s dasar idbnmsi yang bebas. 
Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan i n f o 4  perlu 
dqat diakses oleh pihak-pW yang berkepentingan, dan informasi 
yang tersedia harus mernadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

Dari berbagai pendapat di atas, maka pemilihan umum yang 

dilaksanakan secara reguler merupakan &ah satu indikator dalam suatu 

negara h h  yang demokratis. P e d i  mum harus dimalcnai sebagai 

rakyat, rakyatlah yang berkuasa atas negara. M e l a  pernilihan umum 

rakyat terlibat secara langsung untuk menentukan kebijaksinaan umum dari 

negara yang diatur dalam sebuah hukum. Dengan instrumen hukum ini 

maka akan memudahkaa fungi kontrol rakyat atas penyelenggaran negam 

- - 

Fajlunaham Jmdi, KomM YudW dari Delegitimosi Rmggcr Revilalisosi M .  E- 
CeCakan pertama, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007, Hlm. 26. 



Dengan demikian indikator sebuah negara hukurn yang demokratis 

dipengaruhi oleh tingkat partisipasi warga negara dalam menggunakan 

haknya yang bersifat mendasar seperti menggunakan hak berpendapat atau 

berpolitik. Selanjutnya penjarninan hak tersebut oleh penyelenggara negara 

akan diikuti dengan suatu penjaminan secara legal formal dalam suatu 

bentuk peraturan perundang-undangan mengatur mekanisme hak warga 

negara tersebut dan akhirnya semua itu dilakukan dalam kerangka 

mewujudkan sebuah pertauggungiawaban yang bersifat terbuka, trans- 

clan akuntabel antara warga negara dengan penyelenggaa negara, 



BAB IUI 

PERLINDtTNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAK PILIH 

WARGA NEGARA DtlLAM PEMILU 

A. Hak Memilih dalam Pemilu Ditinjau dari Perspektif Konstitusi 

Hak memilih dalam Pemilu mempunyai kaitan erat dengan konsep 

kedaulatan, demokrasi d m  negara hukum, sebagaimana sudah diulas dalam 

Bab II. Kedaulatan berhubungan erat dengan kekuasaan negara, demokrasi 

berhubungan dengan sumber kekuasaan dan bagaimana memperoleh 

kekuasaan, sedangkan negara hukum berhubungan dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur penggunaan kekuasaan dan pelaksanaan 

dari demokrasi. Salah satu indikator dari negara demokrasi adalah adanya 

pemilihan mum. Ddam pemilihan umum rakyat mempunyai kedudukan 

istimewa katena me* ha .  untuk mernilih wakil-wakdnya yang akan 

dud& dalam lembaga perwakih &at. 

Proses pemilihan wakil-wakil rakyat ini didasarkan pada sistem 

permusyamratad perwakilan. Prinsip ini berkaitan dengan paham 

kmakyatan atau kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam sila 

keempat Pancasila, yaitu " Kemkyatan yang dipimpin oleh hikinat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratau/ perwakilan. Berdasarkan konstruksi 

sila keempat hi, maka siste~p pengambilan keputusan di Indonesia dilakukan 



berdasarkan prinsip perrnusyawaratan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat 

yang dilaksanakan melalui perwakilan atau lembaga-Iembaga perwakilan.51 

Pada rnasa reformasi ini, konsepsi perwakilan dalam sistem 

ketatanegaraan menjadi penting. Pemilu dalarn rangka memilih wakil-wakil 

rakyat yang duduk dalarn lembaga DPR, DPD maupun DPRD mendudukkan 

pemilih atau warga negara pada posisi yang optimal. Setiap individu dapat 

secara langsung mengatakan siapa calon anggota parlemen dan DPD yang 

mewakili kepentjngan dan suara nuraninyaZ 

Dalarn sistem Pemilu yang berbasis pada sistem perwakilan maka 

akan terjadi pemberian mandat kekuasaan dari terwakil (nkyat) kepada 

wakil. Tranformasi kekuasaan ini segaris dengan apa yang di- oleh 

konnitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedadatan 

adalah di tangan rakyat clan dikhaakan menurut W. Hal ini sejalan pula 

dengan penclapat Dahlan Thaib bahwa prinsip kehidupan ketatanegaraan 

yang berkedaulatan &at (demokratis) ditandai W w a  setiap warga negara 

berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. 

Pemilu merupakan proses pengambilan keputusan oleh rakyat dalam 

kehidupan ketatanegaraan sebagai saraua pengemban kedaulatan rakyat. 

Tentu saja pemilu juga mempunyai fimgsi rekruitmen perhimpin dan 

51 Aidul Fitriciada Azbari, Sism PengambUan KquaUSan Demobatis Menurut Konst&si, 
Muhammadiyah University Pres, UMS, 2000, Hlm. 1 
52 Paimin Napitupulu, Menju Pemednhzhan PenuaRU4n, Cetakan ke-I, P.T. Alumni, Bandung,, 
2007, Hlm. 10 
53 W a n  Thai, &etaanqmaan Ldonesia Paspehif Komii&siona?, Cetakan I,  Total Media, 
Yo- 2009, Hlm. 103 



Selanjutnya yang perlu diperjelas adalah konsepsi perwakilan seperti 

apakah yang rnarnpu mendudukkan rakyat atau warganegara sebagai 

pemegang kedaulatan rakyat?. Sebuah kenyataan bahwa Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang bersifat majemuk, terdiri dari suku, 

bangsa dan agarna memun- terjadinya distorsi terhadap pemaknaan 

dari perwakilan. Menurut Arbi Sanit ada dua sifat perwakilan yakni 

pemusatan fungsional dan pemusatan regional. Ada tiga kemungkinan dari 

proses perwakilan yaitu:54 

1.  Pemusatan pemakilan tedmlap kelompok merupakan pilihan yang 
tersedia berhubungan dengan sifat masyarakat yang pluralistis. Dalarn 
mengambil keputusan wakil dapat memusatkan perhatian kepada opini, 
aspiratG, kepentingan ataupun tuntutan satu atau beherapa kelompok 
yang dianggapnya tepat dan sesuai dengan keadaan atau sitwsi yang 
ada. 

2. Pernusatan pmmkilan terhadap partai. Dalam pengambilan keputasan 
wakiI lebih berorientasi p@ partai, karena partai sebagai org@sasi 
politik yqng berjasa mendulrungya menjadi wakil dm ymg 
W i p a t i ,  mendthug ataupun menjadi anggota partai yang 
--. 

3. Pemusatan perwakilan ttx* wilayah. Pengambilan keputwm 
didasarkan pada tempat dimaraa wakii terpilih. 

Pendap* diatas menun'ukkm bahwa Icehidupan politik sebuah 

negara tidak terlepas dari pldtas .  Apabila phmditas ini tidak dikelola 

dengan baik maka membawa potensi disintegrasi. Dalam konteks Negm 

Kesatuan Republik Indonesia, realitas plitik ini dip* dengan baik, 

artinya addah bahwa negara mengakomodk adanya p l d t a s  ini. Konsepsi 

pemerintahan perwakilan dalam menunjang dm mengakomodir adanyst 

p l ~ t a s  disusun dab h h  ketatanegaram Hal ini dapat d i h t  pada 

5" Arbi Wt, PemuWzn Po= diIndones&, CV. Rajawali, Jakartit, 1985, Hhn. 141 



konstitusi UUD 1945. Konstitusi UUD 1945 mengakomodir keberadaan dari 

perbedaan kelompok, ras, agama suku, wilayah sebagi sebuah potensi 

kekuatan bangsa untuk selalu dapat terlibat dalam proses penyelenggaraan 

negara. 

Pada Pemilu tahun 2009, konsepsi perwakilan memenuhi ketiga 

unsur di atas. Untuk melaksanakan amanat pasal 1 ayat (2) UUD 1945, 

penyelenggaraan Pemilu diatur ddam Bab VILB, Pasal 22E tentang 

Pemilihan Umum sebagai berikut: 

1. Ayat 1, disebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara 
langsung, mum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekaIi. 

2. Ayat 2, disebutkan bahwa PemIlihan Umum dise1enggmka.n untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden d m  W d  Presiden dan Dewan Perwalcilan Rakyat 
Daerah 

3. Ayat 3, disebutkan bahwa Peserta Pemilihan Umum untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat DaePah tidalah partrti politik. 

4. Ayat 4, disebutkau bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Daerah aAdah pemtmrangan. 

5. Ayat 5, disebutkm bahwa Pezdibm tunurn diseEenggmkm oleh smlu 
komisi pemilihan umum yang bersifat w i d ,  tetap dau mandiri. 

6. Ayat 6, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemdhn 
umum diatur dengan undang-undaug. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka Pemilu 

merupakan proses penyelenggaraan p e m i l i i  wakil-wabil rakyat yang 

berorientasi pada partai plitik dan tempt dimana wakil terpilih. Dengan 

her-kan hasil judicial review terhadadap UU Pemilu, maka Keputusaa 

Mahkamah Konstitusi yang menyahkan bahwa dalam penentuan calon 

legislatif terpilii ditentukan berdasarkan s u m  terbanyak membawa akibat 

wur perwakilan dengan berdasarkan partai politik menjadi berkembang 



dengan sistem perwakilan dengan mendasarkan pluralitas masyarakat yang 

memberikan dukungan terbanyak. 

Dengan adanya keterwakilan baik partai politik, kelompok 

kepentingan dan kewilayahan dalam pemilu maka eksistensi hak memilih 

setiap warga negara menjadi penting. Hak memilih merupakan pra syarat 

terselenggaranya pemilihan umum yang menjunjung tinggi kedaulatan 

rakyat. Artinya dengan implementasi asas demokrasi dalam sistem 

ketatanegaraan akan menghasillran sistem pemilu yang berbasis pada sistem 

perwakilan untuk mendukung asas kedaulatan &at. 

Hak memilih merupakan hak yang amat mendasar. Hak ini 

merupakan hak pertama yang diperjuangkan umat manusia. Merujuk 

pendapat Sup- Marzuki dkk, hak memilih dalam pemilu menrpakan 

kebebasau atau hak-hak generasi pertama. Hak-hak generasi perZama adalah 

hak-hak asasi m u s i a  yang Masik. Hak-hak ini mmcul dari tunMan untuk 

melepaskan diri dari kunglcungan kekwsaan absolutisme negara dan 

kekuatan-kekuatan sosial lainnya, s e b a g h a  yang muncd dalam revolusi 

hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke 17 dan ke- 

18. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi 

manusia atau menghomti otonomi setiap orang atas dirinya sendiri 

(kedaulatan. individu). Termasuk dalam hak-hak ini antara lain adalah hak 
' 

kebebasan berpikir dan hak kebebasau untuk berhmpul dan menyatakan 



pikiran. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu 

sendirilah yang berhak menentukan dirinya ~ e n d i r i . ~ ~  

Ada dm teori tentang ha., pertama adalah teori kemauan (will theory) 

yang dipegangi adalah bahwa hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari 

berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Kedua adalah teori 

kepentingan, yaitu lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi 

atau mengembangkan kepentingan pernili hak. Teori kemauan aka. 

melahitkau hak hukum yaitu hak yang dapat ditarik kembali atau dialihkan 

sesuai dengan ketentuan lawmakers. Sedangkan teori kepentingan akan 

melahitkan hak alami. Hak ini tidak bisa ditanggalkan oleh siapapun 

termasuk negara56 

Bedasarkan dua teori di atas, maka hak rne rdh  merupakan hak 

alami yang dirniliki oleh individu. Atas dasar kemanusiaan( inalienable 

rights) hak memilih ini tidak pernah terfialangi oleh suku, ras, agama, status 

sosial dan lain sebagainya. Hak memilih sebagai bagian dari hak sipil dan 

politik merupakan hak yang menekankan sisi alamiah manusia (natzurally 

human king). 

Konseptualisasi hak asasi manusia mencapai puncaknya dituangkan 

dalam DUJX4M. Perkembangan dan dialektika tentang HAM akhirnya 

dibahas &lam Sidang Umum PBB. Hak sipil clan politik pada akbirnya 

bb dalam Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 yang 

- 

55 Suparman M d  dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, PUSHAM at, 
Yogphta,  2008, Hlm. 15 
56 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Mimush dakm Komthsi Indonesia, Cetakan -2, Kencana 
Prenada Media Group,, Tahun 2005, Hlm. 40 



menghasilkan convenant International Covenant on Civil and Political 

Rights. Hak alami sebagaimana hak hukurn, yang didalamnya HAM tetap 

membutuhkan legalitas formal untuk dapat berlaku dan diberlakukan secara 

kongkret dalam kehidupans7 

Secara formal hak- hak sipil dan politik di Indonesia mulai 

diakomodir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Tap MPR 

Nomor XVII/MPR 1998, sebagai hasil sidang istimewa yang 

diselenggarakan pada tanggal 13 November 1998. Inti dari ketetapan MPR 

tersebut menugaskan pada Lembaga-lembaga Tinggi Negam dan seluruh 

Apamtua Pemerintab, untuk menghormati, menegakkan, dan 

menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. 

Disamping itu, Kektapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan Dewan 

&gsa-Bangsa ( PBB) tentag HAM, sepanjang tidak -tangan dengan 

Pancasila dan UUD 1945. Berlandaskan ketetapam tersebut, pada tanggal 23 

September 1999 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

manusia yang ditetapkan dalam UU HAM ini antara lain meliputi:58 

1. Hak untuk hidup; 
2. Hak berkeluarga clan melanjutkan keturunan; 
3. Hak mengembangkan diri; 
4. hak memperoleh k d a r g  
5. Hak atas kebebasan pribadi, 
6. Hak atas msa aman; 
7. Hak atas kesejahteraan; 

- - - - -- - - 

57 Ibid, lam. 49 
58 Satya Arinanto, Hak Asasi Manmi0 ddam Trollski P O W  lii Indonesia, Pusat Studi Hukum 
Tata Negara, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003, Hlm. 14-17 



8. Hak turut serta dalam pemerintahan; 
9. Hak wanita; 
lo. Hak anak. 

Ketentuan tentang hak memilih setiap warga negara diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian 

kedelapan tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Pasal 43 sebagai 

1 .  Ayat 1, setiap warga negara berhak untuk dipilih clan memilih dalam 
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara 
yaag langsung, mum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Ayat 2, Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan 
dengau langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengaa 
bebas, menurut cara ymg ditentukan cialam peraturan perundang- 
undangan. 

3. Ayat 3, Setiap warga negara dapat diangkat dalarn setiap jabatan 
pemerintahn. 

B e r W  ketentuan di atas, maka hak memilih secara yuridis 

merupakrm hak asasi. Adapun pengeaian hak asasi menurut Pasall ayat (1) 

UU Nomor 39 tahun 1W &ah sepermgkat hak yang melekat pada hakikat 

dan keberadaan manusia sebagai makkduk T h  Yang Maha Esa dan 

menyakan an--Nya yang wajib dihormati, dijuojung hggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang &mi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan 

deidian hak memilih sebagai dab satu insbumen dari hak asasi musia, 

dalam implementasinya harus d i l inbg i  oleh hukum. P e r h b g a u  ini 

bukan karena tuntutan hukum semata, tetapi lebih mengedepankan aspek 

untuk menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia 

59 U-On&= Nimor 39 Taham 1999 tenlrm(g HeR Asod M d a ,  CV Eko Jaya, Jakarta, 1999. 



Pemilu sebagai sebuah instnunen dalam negara demokrasi, tentunya 

juga harus mengedepankan hak memilih pada setiap warganegara. Eksistensi 

hak memilih warga negara merupakan conditio sine qua nun dalam 

ketatanegaraan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Perlakuan diskriminasi 

baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap hak memilih, sehingga 

warganegara kehilangan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi 

manusia. 

Dalam perkembangan selanjutnya hak memilih yang tercantum dalam 

W Nomor 39 Tahun 1999, juga mulai diakomodir dalam amandemen kedua 

UUD 1945. Pada Sidang Tahunan MPR tahm 2000, telah tercapai 

kesepakatan me- perlindungan hak asasi manusia kedalam Undang- 

Undang Dasar.Arnandemen keduii terhadap UUD 1945 in. ditetapkan pada 

tanggal 18 Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari 

kategori hak-hak sipil politik hingga hak-hak ekonomi, sosial dan b ~ d a ~ a . ~  

Dengan demikian maka rqtifksi hak asasi manusia dalam konstitusi 

telah didahului dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. W Nomor 39 Tahun 

1999 tetap berlaku, walaupun ada kaidah "kefentua~ yang baru menghapus 

ketentuan yang lama ". Alasannya adalah kaidah tersebut hanya berlaku 

untuk norma yang setingkat. Kedudukan kedua ketentuau tersebut tidak 

setin& dan s e h  dengan swenbau fhwrie des rechis, nonna konstitusi 

lebih tinggi daripada undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 itu tetap berlaku dan dapat dipandang sebagai 



ketentuan organa dari ketentuan hak asasi manusia yang terdapat pada 

amandemen ked~a.6~ 

Hak mernilih dalam pelaksanaan Pemilu diatur dalam p a d  28D, ayat 

3 UCTD 1945 yang berbunyi " Setiap warga negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintaha11~~.6~ Ketentuan dalam pasal 43 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sama sekali tidak bertentangan 

dengan pasal28D ayat 3 UUD 1945. Artinya bahwa hak mernilih merupakan 

hak yang dijamin oleh konstitusi. Hak memilih sebagai derivasi dari hak 

konstitusionat sebagaimana dijamin dalam pasal28DY ayat 3 mempakan hak 

setiap warganegara, bukan hak individual. Impzikasinya adalah hak memilih 

sebagai hak konstitusiod pemberlakwmya hanya terbatas pada warga 

negara. Hak memilih dalam pelaksanaannya terkait dengan hubungan 

konstitusionat (constitutionsl and political relatiom). Penegakan hak 

ko-ional ini b y a  dapat dijalnia melalui konstitusi yaitu UUD 1945. 

Sehingga apabila ada sebuah p e r a m  pemdangan yang diindikasikan 

melanggar hak warga negara dalam kebebasan me* maka upaya hukum 

yang paling relevan adalah dengan mdalui uji konstitusionalitas ddam 

Mahkamah Konstitusi. 

Hak memilih sebagai elemen dari hak asasi maflusia, dalam peraturan 

perundang-wdangan di Indonesia penegakan liukmmya mas& lemah. Tidak 

ada sanksi pidana yang jelas bagi pelanggaran hak memilih, ketika pelaku 

pelanggaran tersebut adalah organ negara, misalnya Komisi Pemilihan 
- - - 

Ibid, Hh. 244 
" Uajelis Permusyawamtan Rakyat RI, Pmrdurm Pemasyarakatan UUD Negara Repub& 
IndonesSoTtuhun 1945, Selrretariat Jenderal MPR RI, 2006, Hh. 113 



Umum. Padahal bila dilihat pada ketentuan pasal 281, ayat 4 UUD 1945 

dinyatakan bahwa " Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 

hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". 

Ketentuan ini juga dipertegas W Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut: 

1. Pasal 2, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjmjung tinggi 
hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang 
secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang 
harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkm demi peningkatan martabet 
kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 
keadilan. 

2. P a d  100, Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga 
kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, 
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. 

Dari ketentuan di atas maka yang paling bertanggung jawab terhadap 

perlindungan, pemajuan, penegakan hak asasi manusia actalah negara 

(pemerintah). Akan tetapi untuk lebii berhasil guna juga dibuka peluang dari 

seluruh elemen masyarakat imtuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Akan 

tetapi selain pe1anggara.n HAM berat, belum ada peratman p e m h g -  

undangan yang mengatur seam l i m i W  tentang hukum acara dan sanksi 

terhadap pelaaggatan HAM sebag- diatur dalam konstitusi W D  1945 

dan W Nomor 39tahun 1!B9. 

Ketentuan pasal281, ayat 4 UUD 1945 maupun pasal2 dan 100 UU 

Nmor  39 tahun 1999, d a b s  jud&d wSIC dari negara dalam penegakan 

pelaksaman hak asasi manusia yang Mam tulisan ini konteksnya addah hak 

memilih dalam pemilu. Kasus banyaknya warganegara di Kecamatan Sedayu 

yang tidak terdaftar Mam Dafb Pemilih Tetap tidak dapat 

diakomodir dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009, ti& terseksahm 



melalui mekanisme ketentuan UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang HAM. Padahal secara normatif jelas sekali bahwa 

hak mernilih merupakan hak asasi yang keberadaannya dijamin oleh 

konstitusi ( hak konstitusional). 

B. Hak Memilih Ditinjau dari Hukum Kewarganegaraan. 

Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur 

konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara. Tidak mungkin ada negara 

tanpa warga negara.63 Penclapat tersebut merupakan refleksi dari beberapa 

teori tentang munculnya negara. Teori tentang munculnya negara antara lain 

sebagai berikut: 

1. Teori Kenyataan : Timbulnya suatu negara adalah soaZ kenyataan. Apabila 

pada suatu ketika terpemhi unsur-unsur negara (daerah, rakyat, dan 

pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu sudah 

menjadi suatu kenyataan. 

2. Teori Ketuhanan : Timbulnya negm adalah kehendak Tuhan. Segala 

sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankannya. 

3. Teori Perjanjian : Negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara 

orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain 

tanpa ikatan kenegaraan. Perjaajian ini diadakan supaya kepentingan 

bersama @at terpelihara clan terjamin. 

" Bagir Manan, Hukm Kewaqanegmaan Indonesiu, Cetakan Pertma, FH UII Press, 2009, 
Hlm. 1 



4. Teori Penaklukan : Negara timbwl karena serombongan manusia 

menaklukan daerah dari rombongan manusia lain. Agar daerah/ 

rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi 

berupa negara. 

Selain itu suatu negara dapat pula terjadi disebabkan karena hal-ha1 

1. Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajahnya. 
2. P e l e b m  ( h i )  antara beberapa negara menjadi satu negara baru. 
3. Suatu daerah yang belum ada rakyatnyal pemerintahnya 

d i d u d u k i / U  oleh b-negara lain. 
4. Suatu daerah tertentu rnelepaskan diri dari yang m y a  menguasainya 

dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara baru. Upaya melepaskan 
diri ini bisa secara damai maupun kekerasan (revolusi ). 

Dari betbagai teori terbentuknya negara, maka salah satu unsur yang 

sangat penting adalah keberadaan *at Oleh karena itu defiuisi tentang 

negara sebagalmana dikutip dalam bukunya Efrisa SIP berikut ini selalu 

menekankaneksistensi rakyat Aalam sebuah negara: 65 

1. Menurut Wodrow Wdsm : Negara adalah orang-oraag yang diatur 
menurut hukwn dalam suatu batas wilayah teritorial terkmtu. 

2. Menurut Soenarko : Negam adalah organisasi masyarakat yang 
mernpunyai daerah teritori tertentu, di mans kekuasaan negara berlaku 
sepenuhnya shagai berdaulat. 

3. Menurut Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau 
kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahm 
Yang sfmla 

Selanjutnya oleh E m  dijelaskan bahwa negara berdasarkan 

politik. Suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang bersangkutan 

64 S.S.T. Kansil, Sislenr Pemmiathan I.&nesh, CCetakan -3, JT. &mi Aksara, ,2008, Hb. 2-3 
" Efiiza, ihnu Potitik-Dari IZmu Potitik sampai Sistem PemerintaImn, Cetakan 1, CV. AlfabeCq 
2008, Hlm. 4647 



dengan apa yang disebut alat kelengkapan negara termasuk segala hal yang 

berhubungan dengannya atau hal mengenai kedudukan, kekuasaan, 

wewenang, tugas pembentukan, serta hubungan antara alat-alat perlengkapan 

negara itu satu sama lainnya. Segala ketentuan dalarn suprastruktur politik 

secara teoritis diatur dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan insh- 

politik addah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepartaian, 

golongan kepentingan, kelompok penekan, komunikasi politik dan Pemilu. 

Dewasa ini pemilu juga diatur dalam undang-undang dasar. Antara 

supmstmktm dan hfh&n&m itu ada hubungan timbal balik. 

,Dari pendapat di atas, maka eksistensi rakyat dalam negara akan 

menjadi jelas karma pada hakekatnya pondasi infrast.ruktut politik sebuah 

negara adalah rakyat. Rakyat dengan berbagai kemajemukamya akan 

berinkraksi diatur dalam sebuah tatanan hukum untuk mempengaruhi 

supmtrdctm politik. Hubungan ini h i t k t  timbal balik d n g  

mempengaruhi. Dalam negara yang menganut paham demokrasi eksistensi 

&at atau wmganegara diatur dalam konstitusi. Hubungan antara 

suprastruktur detlgan warga negara akan selalu diatur dalam konstitusi. 

Konstitusi ini merupakan general agreement dari setiap warga negara untuk 

hidup bemegara. 

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, konstitusi yaitu UUD 

1945 sebagaimana terakhir diubah pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai 

tahun 2002 merupakan kesatuan mgkaian perurnusan hukum dasar di rnasa 

depan. Konstitusi di Indonesia tidak hanya memuat dasardasar demokrasi 



politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Hal ini merupakan 

konsekuensi dari tujuan negara yang menganut negara kesejahteraan 

sebagaimana tercantum dalarn Pembukaan UUD 1945. 

Eksistensi warga negara berdasarkan perspektif demokrasi politik 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1 945, terdapat dalam 

Pasal 1, ayat 2 yang berbunyi " Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang ~ a s a r . ~ ~  Ayat ini merupakan 

penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara t e p  dmyatakan 

pa& Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, alinea IV. Kedaulatan *at dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, 

dipahami sebagai kedaulatan yang riil dirniliki olehrakyat, bukan oleh organ 

negara manapun. Kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui sebuah 

pemilu. Pelaksanaan pemilihan langsung dari anggota DPRD, DPD dan DPR 

merupakan bentuk penggunaan hak kedaulatan rakyat diberikanoleh undang- 

mdang dasar melalui sebuah undang-undang. Dengan kata lain hak memilih 

warga negara dalam plaksanaan pemilu merupakan sebuah amanat 

konstitusional, sebagaimana diatur &dam pasall ayat 2 UUD 1945. 

Pemilu dalam UUD 1945 pasca amandemen dkitur dalam Bab VIIB, 

P a d 2 2  E ayat 1 yang menyatakan bahwa 'Temilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun 

sekali." Ketentuan ini merupakan subtansi pelaksanaan dari jaminan negara 

ter-p hak memilih dari setiap warga negara. Setiap warga negara berhak 

Majelis Permusyawamtan Rakyat RI, Undmtg-Undang Dasw Negara Repiiblik Indonia 
Tahun 1945, Selcretariat Jenderai MPR RI, 2006, Mm. 50 



untuk terlibat dalam pemilihan langsung secara bebas dengan tanpa ada 

paksaan serta intervensi dari manapun. Telah dikemukakan di sub bab 

sebelumnya bahwa hak memilih merupakan elemen hak asasi yang dijarnin 

konstitusi, oleh karena itu pelaksanaan secara bebas, rahasia, jujur dan adil 

juga merupakm upaya untuk melindungi dan menghormati hak politik dan 

sipil setiap warga negara dalam hukurn dan pemerintahan. 

Di Indonesia, siapakah yang mempunyai hak memilih dalam pemilu 

menjadi diskusi me& tatkala dalam Pemilu Legilatif tahun 2009, telah 

terjadi polemik yang berkepanjangan tentang daftar pemilih tetap. Merujuk 

pada ko~stitwi pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, maka rakyatlah yang 

mempunyai hak memilih, dimana rakyat Indonesia merupakan pemegang 

kedaulatan kxtinggi. Untuk merealisasikan kedaulabn rakyat ini, dengan 

merujuk pasal 19 ayat 1 yang berbunyi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

dipilih melalui pemilihan Umum, serta pasal 22E UUD 1945, maka dapat 

diarnbil sebuah pemahaman bahwa rakyat mempunyai landasan yuridis 

konstitusional dalam pemilu. Dalam ketentuan tersebut tidak ada batasan 

yang bersifat disk?rmtnatrf . . terhadap rakyat dalam pelaksanaan Pemilu 

Keberadaan rakyat untuk secara non diskriminatif ini juga dipertegas dalam 

pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bermaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Ada dua terminologi yang berbeda antara pasal 1 ayat 2 dan pasal27 

a p t  1 UUD 1945. Pada pasall ayat 2 pemegang kedaulatan tertinggi adalah 



rakyat, sedangkan pada pasal 27 ayat 1 menyebut warga negara. Pada 

prinsipnya antara rakyat dan warga negara menunjuk pada subyek yang 

sama. Pasal 1 Montevideo Convention 1933, menetapkan empat syarat 

keberadaan negara yang salah satunya adalah adanya penduduk tetap (a 

permanent population). Penduduk tetap maksudnya war'ga negara bukan 

sekedar penduduk. Tidak mungkin ada negara kalau penduduknya 

berkewarganegaram lain (orang asing). Dalam ketentuan ini baik warga 

negara atau rakyat disebut dengan permanent popltion.67 

Kesamaan konsepsi warga negara dan &at, ini d i k k a n  pada 

pengertian bahwa penyusunan konstitusi merupakan kesepakatan dari seluruh 

&at atau warganegam Warganegara atau rakyat tidalc diposisikan sebagai 

hamba sahaya, tetapi sesuai asas kedaulatan mempwnyai kedudukan sebagai 

peserta, anggota atau warga dari suatu negam Peserta dari suatu persekutuan 

yang didirikan dengan kekuatan basama, atas t a n g d a w a b ,  untuk 

kepentingan bersatna. Untuk itu setiap warga negara atau rakyat mempunyai 

persamaan hak dihadapan hukum. Semua warga negara metdiki kepastian 

hak, privasi, dan tanggung jawah6* 

Pengertian warga negara atau rakyat berbeda dengan penduduk. 

Ddam hubungamya dengan negara yang didiaminya, keduanya mempunyai 

6' Bagir Manan, HuRum K ~ W U ~ ~ M ~ ~ Q I P M ,  Op.Cit, Hlm. 1 
6% k Ubaiditlah dkk, PendMihn Kewargaan, Demokrasi, f U M  dan M ~ w a R a d  Madani, 
&taka pertama, IAIN Jakartabs, 2000, Hlm.59 
69 Bid, Hlm, 59 



1.  Setiap warga negara atau rakyat memiliki hubungan yang tidak terputus 
dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya, walaupun misahya yang 
bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak 
memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukurn 
internasional, misalnya seoarang wanita Indonesia yang kawin dengan 
orang Amerika, maka ia otomatis mengikuti kewarganegaraan 
suarninya. 

2. Penduduk yang bukan warganegara (orang asing) hubungannya 
hanyalah selama yang bersangkutan hertempat tinggal dalam wilayah 
negara tersebut. 

Senada dengan pendapat diatas, Bagir Manan mengemukakan bahwa 

sebuah negara, tidak cukup kalau hanya mempunyai penduduk, melainkan 

warga negara. W-arga negara sebagai subyek adalah pendukung hak clan 

kewajiban dalam dan terhadap negara. Warga negara dalam suatu negara 

kebangsaan adalah bangsa dari negara yang b e r s a n ~ . ~ ~  

Eksplauasi tentang konsepsi kewarganegaraan dibentuk oleh tiga hal 

yakni civil, political and social dimana setiap elemen me* sejumlah hak 

dasar yang harus dipenuhi. Civil terkait dengan eksplanasi ekspresi 

kebebasan individu. Politik terkait dengan eksplauasi warga negara &dam 

proses politik, baik sebagai pemilih dalam p d u  maupun terpilih dalatn 

pemilu. Kemudian social terkait dengan hak-hak sosial untuk men- 

kesejahteraan sosial dan keama~~an.~' 

Dari pendapat di atas maka dapat diarnbil pengertian bahwa 

kebemdaan warga negara mutlak adanya dalam sebuah negara. Warga negara 

secara konsepsional hams dipenuhi hak politik, sipil maupun sosialnya oleh 

negara. Adanya hubungan timbal balik antara negara dan warga n e w  maka 

70 Bagir Uanan, RuRum Kewrugmegaram ..... ,..,Op.Cit., Hlm. 18 
71 Moh. Hasyim, dan Erwin Endiuyanto, Re Arah Kewaqmregrn(~4~ Berbasir Hak: Sebuah 
Agendo Tnsnfonnasi Peloyonan Publa, Jurnal Ombudsman Daerah, Propinsi Daerah Istimewa 
YO- 2008, Hhn. 6-7 



ketiga hak dasar di atas, tidak terbatasi oleh sebuah teritori atau wilayah 

administratif. Hubungan antara warganegaral ralcyat selalu terjamin oleh 

konstitusi dimanapun berada. 

Termasuk dalam kontek tulisan ini adalah bahwa tiap warga negara 

atau &at mempunyai hak konstitusional yang disebut dengan hak memilih 

dalam pemilihan umum. Hak memilih tiap warganegara menurut pemikiran 

di atas akan selalu dijamin oleh konstitusi dimanapun keberadaan warga 

negara. Di luar negeripun, hak memilih ini melekat d i i i k i  oleh setiap 

warga negara. Dengan demikian tatkala ada warganegara menjalani 

perpindahan dari satu antar wilayah administrasi, atau di era otonomi daerah 

ada mindahan antar wilayah pedukuhan, desa, kecamatan, kabupaten 

maupun antar propinsi dalam NKRI, hak memili. tetap melekat dimiliki oleh 

warga negara tersebut 

Dalam UUD 1945 p a d  26 ayat 1 dinyatakau bahwa " Yang menjadi 

warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 

Sesuai d e w  ketentuan -but maka yang dimakaud dengan ware  

negara adalah: 

1. Orang-orang bangsa Indonesia asli 

2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. 

Penjelasan tentang orang-orang bangsa Indonesia asli, merupakan 

pemyataan dari penduduk tetap atau permanent population. Penduduk tetap 

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, UndangUndang Dasar-0p.Cit. Hlm. 64 



adalah warga negara (citizens), bukan penduduk dalam arti mum. Penduduk 

tetap inilah yang merupakan unsur dari pendirian sebuah negara, dirnana 

dalam UUD 1945 ( secara konstitusional ) ditetapkan sebagai warga negara. 

Keteniuan orang-orang bangsa Indonesia asli dalam pasal 26 ayat 1 di atas 

juga mencenninkan kehendak dan cita-cita membentuk negara Indonesia 

adalah untuk melepaskan orang Indonesia (asli) dari penjajahan dan 

mengangkat derajat mereka menjadi bangsa yang terhormat, sejahtera, adil 

dan makmur. Dalam praktiknya dimungkinkan bahwa orang-orang bangsa 

Indonesia asli memilih kewarganegaraan lain. Hal ini terjadi baik karena 

perjanjian internasional yaitu KMB maupun karena ditentukan oleh undang- 

~ n d a n ~ ' ~ .  

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa 

warga negara adalah w g a  suatu negara yang ditetapkan her* 

peratman perunw-undangan. Sedangkan pasal2 disebutkan bahwa " Yang 

menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli 

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai 

warga negata Penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan " orang-orang 

bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara 

sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaman lain atas 

kehendak sendiri. Dengan demikian setiap orang yang lahir sebagai warga 

negara adalah orang bangsa Indonesia asli tanpa melihat lagi asal 

Bagir Maoan, H'k Kewarganegaraan ,,QP.CI~., Hlm. 19 



keturunannya. Adapun yang dimaksud " warga negara sejak kelahiran" 

adalah warga negara Indonesia atas dasar asas ius sanguinis maupun asas ius 

solli. 

1. Asas sanguinis. Adalah asas yang rnenentukan kewarganegaraan 

seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat 

kelahiran Termasuk kedalam kelompok ini adalah orang-orang 

sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b,c,d, e, f,g, 1 UU Nomor 12 

tahun 2006. 

2. Asas ius solli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseomg 

berdasarkan negara tempat kelahiran. Dalam W Nomor 12 T&un 

2006, asas Ini diatur dalam p a d  4, huruf i dan j. 

3. Penjelasan tentang " ti& pernah menerima kewarganegaraaa lain atas 

kehendak s e n W  hkaitztn dengan seseorang dapt  kehilangan 

kewarganegamn atas kehendak se& atau b & n  kehendak sen&. 

Atas kehendak sendiri dapat terjadi seperti memilih kewarganegaman 

lain atau seorang wanita melepaskan kewarganegaraan Indonesia 

mengikirti kewearganegamn suami (orang asing). Bukan atas kehendak 

sendiri dapat terjadi akibat adopsi maupun mengikuti kewarganegaraan 

orang tuanya. 

Warga negara Indonesia dari wur " orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan unclang-hg* menurut W Nomor 12 Tahuu 2006, 

mengacu pada pasal 1 angka 3 yang berhubungan pewarganegaman sebagai 

tata cara bagi orang as@ untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui 



permohonan. Dalam undang-undang ini untuk dapat menjadi warga negara 

Indonesia tidak hanya melalui naturalisasi tetapi juga dapat karena ketentuan 

undang-undang, perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan, pernyataan 

atau atas inisiatif pemerintah. Pewarganegaraan juga dapat dilakukan oleh 

orang-orang tanpa kewarganegaraan. Perihal pewarganegaraan ini diatur 

dalarn pasal4,6,7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 .~~  

Dari paparan ini maka dapat disimpulkan bahwa hak memilih dalam 

pemilu merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Kriteria 

orang-orang yang menjadi warga negara didasarkan pada asas ius sanguinis 

dan ius soIIi serta mereka yang telah disahkan oleh ketentuan undang- 

undang. Umhg-Undang Nomor 12 tahun 2006 ten- Kewargamgaman 

RI merupakan ketentuan organik dari pasal 26 UUD 1945 tentang warga 

negara. Konsepsi pembentuk warga negara dari perspektif politik, yang 

d8lam kontek ini adalah hak memilih rlsllsm pemilu harm mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tentunya hak memilih dalam 

pemilu yang dimiliki oleh warga negara harm memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu yaitu UU 

Nomor 10 tahun 2008 tentang P e d i  Umum. 



C. TATA CARA PENETAPAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM 

LEGlSLATIF 

Dalam tataran penetapan pemilih pada pemilihan umum anggota 

legislatif, mekanisme penjadualnya telah ditetapkan seusai dengan Peraturan 

KPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadual 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Pewakilan Rakyat, 

Dewan Pewakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Berdasarkan rnekanisme tersebut, satu ha1 pertama yang sangat 

penting dan erat kaitannya dengan tahapan pemilihan umum &ah siapa 

saja yang bisa ditetapkan sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Angggota 

Legislatif. Harus ada pemahsunan dengan cermat apa saja yang terkalt 

dengan hak mimilih itu. Baikut disampaikan pemahaman terkait ha1 tersebut 

sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tahapm, 

Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, I)ewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, sebagai berikut :75 

1. Hak Memilih 

Hak memilih adalah hak untuk rnemilih yang dirniliki oleh &tip 

Warga Negara Indonesia yang pada hari pernungutan suara telah genap 

berumur 17 (tujuh) belas tahun atau lebih atau W p e d  kawin, 

'' Petunjuk Pelakwwm Undang-Undang Tentang Pemilihan Unnnn Anggota Dewan Perwakhn 
-at, Dewan Perwakilan d a d  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemtumn KPU Nomor 
9 Tahun 2008 temimg Tahqan, Program, dan Jirrlurrl Pslyeknggaman PenuWan Umum 
Anggota Dewan Perwakih Rakyat, DeWan Perwakilan Doerah dan Dewan Penvakiian Rakyol 
D d ,  CV. Novindo Pustaka Man- Jakarta, 2009. 



dengan ketentuan hams terdahr sebagai pemilih di PPS pada Kelurahad 

Desa sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas 

kependudukan (KTP). 

Ketentuan mengenai Hak Memilih, telah diatur sebagaimana 

dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan D a k  Pemilih untuk Pemilihan Umurn Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa yang mempunyai hak 

memilih adalah : 

(1) Warga Negam Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah 

genap b e m w  17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudahlpemah 

kawin mmepunyai hak memilih. 

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud jmda ayat (1) 

didaftar oleh penyelenggam P e d u  dalam d a f h  pemilih. 

Selaajutnya dalm Pasal4 Peratwan KPU Nomor 10 Tahun 2008, 

untuk dslpat menggunakan hak m e m i  warga Negara Indonesia harus 

terdaftar sebagai pedih.  Dalam ketentuan Pasal5 Peraturan KPU lebh 

lanjut disebutkan bahwa :76 

(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali &dam daftar p e d i  

di PPS jmda setiap Kelurahan/Dea atau sebutan lain. 

76 Pefimjuk Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilasl daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemfuran KPU Noncor 
10 Tahua 2008 tentang Toto Cara Peny(csu#an DMar PemUIh untuk PaniWm Urnrun 
Anggota DPR, DPD, dm DPRD, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2009 



(2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat 

tinggal, pemilih tersebut hams menentukan satu diantaranya yang 

alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas 

kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang 

dicafltumkan dalam d a h  pemilih. 

Apabila penentuan mengenai Hak Memilih telah benar-benar 

difahami dan sesuai ketentuan, maka menentukan hak memilih bukan 

suatu masalah yang rumit. Kenyataan berkata lain, dalam praktik di 

lapangan penetapan hak mernilih tidaklah semudah dalam ketentuan 

tersebut. Secara rinci penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

sebagaimana dalam ketentuan Pasal5 Ayat (2) cenderung membatasi hak 

Warga Negara yang telah mempunyai hak mernilih. Di mana KTP tidak 

identik dengan indentitas Warga Negara Indonesia -yang telah berusia 17 

(tujuh) belas tahun atau s u d a h l ~  kawin. 

Kesadaran tertib administrasi di bidang kependudukan selalu 

menjadi masalah dalam setiap event penentuan hak memilih. Pemerintah 

Kabupaten Bantul sebetulnya telah mmeberikan banyak kemudahan untuk 

mewujudkan tertib abinistrasi kependudukan, sebagai bukti adalah 

dengan keluamya Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 

2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun tetap 

saja KTP baru menjadi kebutuhan jika ada kepentingan mendadak dm 

mendesak. Masyarakat belurn semua sadar dalam mendukung kebijakan 

temebut. 



Permasalahan berikutnya adalah ketentuan h a s  terdaftar sebagai 

Pemilih di TPS Kalurahan/l3esa. Berdasarkan kenyataan di lapangan 

seorang WNI yang secara administrasi telah memenuhi kriteria sebagai 

pemilih, tetapi justru tidak masuk dalam daftar pemilih. Rumit dm kadang 

membingunkan warga masyarakat. 

Dari beberapa pengalaman di lapangan tadi ternyata Pemerintah 

belum mampu memberikan solusi yang terbaik bagi pemilih, sehingga 

masih dijumpainya pernilih yang belum bisa menggunakan hak pilibnya 

dalam pemilihan umum anggota legislatif. Sehingga hak warga negara 

yang telah mmepunyai hak pilih tadi, tidak berjalan sesuai konstitusi. 

2. Tahapan Dalam Penyelenggaraan Pe- Umum 

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraau Pemilihan Umun 

Anggota Dewau Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa dalam Tahapan, 

Program, clan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 

meliputi :77 

a. Tahapan Persiapan 

Dalarn Tahapan Persiapan ini meliputi kegiatan : 

1). Penataan Organisasi; 

17 Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Tentang P e r n i b  Umum Anggota Dewan Perwakilan 
-at, Dew8n Penmkib daePah dau Dewan Perwakilan -at Daerah, PemZumn gPUN&tmr 
9 Tahun 2008 tenlang T-ant hogmint darP Jadnal Peny&ggaraan PemUikan Umum 
An- Dentan P m a k i h  RaRpcrt, Dewan Penvukih Doerrrk &an Dewan PerrPaRd[wr Rakyui 
DBerak, CV. Novindo Pustaka Mandm, Jakarta, 2009 



2). Birnbingan Teknis, sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan 

Pemilu; 

3). Pengelolaan data clan infonnasi Pemilu; 

b. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

Ddam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi kegiatan : 

I). Pemutakhiran data pemilii dan penyusunan daftar pemilii, 

2). Pendafkuan peserta pemilu; 

3). Penetapan peserta pemilq 

4). Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan; 

5). Pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD 

KabupatenKota; 

6). Masa kampanye; 

7). Masa tenang 

8). Pernungutan suara dm pengitungan suara, terdiri dari : 

Pernungutan dan pLN, 

R-itulasi has3 penghitungan suara di PPK, PPLN, KPU 

Kabupaten/Kota dan KPU frovisinsi; 

9). Penetapan hasil Pemilu, terdiri dari : 

Penetapan hasil Pemilu; 

Penetapan perolehan kursi dan d o n  terpllih; 

10). Pengucapan sumpah1 janji anggota : 

r DPRD Kabupated Kota; 

DPRDProvinsi; 



DPRdanDPD. 

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penyusunan D a f b  Pemilih untuk P e m i W  

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa Pemutakhiran 

Data Pemilih dilakukan dengan dua kegiatan, yaitu : 

1. Penyediaan Data Kependudukan 

Berdasarkan ketentuan dalam P d  6 sampai dengan Pasal 

10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, disebutkan bahwa 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah KabupatenKota 

menyediakan dadatau menyiapkan data kependudukan-Penyediaan 

Data Kependudukan tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan 

kepada KPU, KPU bvins i ,  dan KPU Kabupaten/Kota paling Iambat 

12 (dua belas ) bulan sebelm hadtanggal pernungutan suara. 

B e r k l c m  data dari Pemerintah Kabupated Kota, 

seIanjutnya KPU KabupatenKota akan menyusun daftar pemilih. 

Dalam daftar pemilih tersebut s e b g - h g n y a  memuat nomor 

Induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamiu, dm damat 

Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak mernilih. SeIain itu 

juga meinuat status perkawinan dan keterangan berupa antara lain 

jenis cacat yang disandang oleh pemilib 

Secara Iengkap ketentuan penyediaan data k e p e n c t u h  

&pat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 

P- KPU Nomor 10 T a b  2008 tentang Tata Cara Penyusunan 



Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD, sebagai berikut : 78 

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
KabupatenJKota menyediakan dadatau menyiapkan data 
kependudukan. 

(2) Data Kependudukan sebagairnana diaksud pada ayat (1) 
harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU, KPU 
Provinsi, dan KPU KabupatenlKota paling lambat 12 (dua 
belas ) bulan sebelum Wtanggal pemungutan suara. 

Penyerahan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal6 ayat (2) diIakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
dan Pemerintah KabupatedKota Kepada KPU, KPU Provinsi dm 
KPU KabupatedKota yang ditumgkau dalam berita acara serah 
terima dan dilampiri data kependudukan dalam bentuk cetakan 
(hardcopy) dan data e l h n i k  (softcopy). 

KPU, KPU Provinsi, ddn KPU KabupatedKota dalam 
penyusuuau data pemilih mengadakm koordinasi teknis dengan 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
K a b p M o t a  sebelum penyerabau data kepenhdukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal7. 

(1) KPU KabupatenKota menggunakan data kependudukan 
sebagai bahan penpunan daftar pemiiih. 

(2) Daftar pemilih sebagabma dhwksud pada ayat (I), 
sehg-kuraugnya memuat nomor Induk kependudukan, 
narna, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara 
Indonesia yang mempmyai hak memilih. Selain itu juga 
memuat status perkawinan dan keterangan benzpa antara lain 
jenis cacat yang disandang oleh pemilih. 

'8 Petmjuk Pelaksauaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwsddlan 
Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Ralqat Daerah, PerrrLuran KPU Nomor 
10 T h  2008 tentong Tota Cam Penyusunan Dq%u PerniUlr mtuk P@ihan Umwn 
Anggoio DPR, DPD, &n DPRD, CV. Novindo h d c a  Mandiri, J a k e  2009 



(3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), KPU KabupatenfKota dibantu oleh PPS. 

(1) Untuk kelancaran pemutakhiran data pemilih dan 
penyusunan daftar pemilih, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, PPK clan PPS mengadakan bimbingan 
teknis dan sosialisasi secara berjenjang sesuai dengan 
tingkatannya. 

(2) Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), dilaksanakan secara berjenjang dan 
dilaksanakan sebelum pemutakhiran data pemilih 
diselenggarakan oleh KPU KabupatentKota. 

2. Pemutakhiran Data Pemilih 

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih ini lebih bersifat 

admhistmtif, yaitu dengan mdakukan pengolahanlpemin~ data 

kependudukan menjadi data pmd& yang berbasis RTRW termasuk 

pernilahan setiap TPS sampai dengan kegiatan pencocokan dim 

penelitian (coklit) PPDP. 

Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU 

b e r h k a n  data kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah, dilak&an dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

data kependudukan tersebut diterima. Pemutakhiran data ini 

dilakulcan KPU Kabupatdota dengan dibantu oleh PPS dan PPK. 

Tabapan terakhir dalam pemntakban data pemilih 

selanjutnya dipergunakan untuk menyusun daftar pemili. sementara. 

Sdanjutnya daftar p e d i h  sementara ini akan dikirim ke PPK dan 



PPS untuk dilakukan perbaikan terhadap data pemilih, dengan 

kegiatan meliputi :79 

a. meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia pemilih 
sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 atau 
mencoretfmengurangi yang tidak memenuhi syarat sebagai 
pemilih; 

b. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak 
terdaRar dalarn data kependudukaddata pemilih; 

c. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia; 
d. pindah domisili ke daerah lain, 
e. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia d m  

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau 
pumatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi 
status sipillpurnabakti, dibuktikan dengan surat keputusan 
pensiudpengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak 
mengangkat dan memberhentikan anggota TNI clan POLRI, 

f. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisii Negara Republik Indonesia, dibuktikan 
dengan surat k e p m  pensiudpengmgkatan dari pejabat TNI 
clan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan 
auggota TNI dm P O W  atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; atau 

g. perbajkan penulisan identitas pernil& 

Dengan demikian dari beberapa raugkaiaan kegiatan &dam 

tahapan pemutakbkm data tersebut, pernasalahan pemilih yang tidak 

terdafk dapat dikmmgi. Setelah tahqan pemutakkan data hi 

selesai, maka data pemilih yang ada di PPS disesuaikan dengan basil 

pernutalchiran data pemilih. 

data pemilih tehh diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 

Peratwan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan 



Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umurn Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD, sebagi berikut 

a. Pasal 11 

(1) KPU KabupatenlKota melakukan pernutalchiran data pemilih 
berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dm 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pernutalchiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah data kependudukan diterima 

(3) Dalam pemutakhiran data memilih digunakan sebagai bahan 
penyusunan daftar pemilih sementara. 

Waktu pernutalchiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 1 ayat (2), diatur sebagai berikut: 

a Kegiatan di K a b u p W o t a  dan Kecamatan oleh KPU 
KabupatedKota dan PPK berlangsung selama 60 (enam 
puluh) hari, antara lain: 
1) Pengolahadpeanhdahan data kependudukan menjadi 

data pemilih yang berbasis RTIRW termasuk pernilahan 
mtuk setiap TPS; 

2) Penga&an fmulir-fonnulir untuk pemutakhimn data 
pemilih dan pyusunan claftar pemilih, 

3) Bimbingan teknis PPK, PPS dan operator sistem 
informsi. 

4) Pengiriman data pemilih termask soft copy dm 
fmulir-fomulir kepada PPK untuk disampaikm 
kepada PPS. 

b. Kegiatan di Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya oleh PPS 
dan PPDP berlangsung selama 30 (tiga puluh) hi, antara 
lain: 
1) Pembagian tugas kepada masing-masing PPDP untuk 

setiap TPS di wilayah kerja PPS; 
2) Pelaksanaan pemtrtakhiran data pemilih dengan 

pencocokan dan penelitian (coklat)_ PPDP sesuai 
dengan tugas sebagairnm dimaksud pada angka 1); 



3) PPDP dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian 
(coklat sebagaimana dimaksud pada angka (2) masing- 
masing mengelompokkan paling banyak 500 (lima 
ratus) orang yang diperkirakan untuk setiap TPS. 

KPU KabupatenKota menyusun data pemilih berdasarkan 
data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1). 
KPU KabupatenIKota memindahkan data kependudukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke daiam data pernilih 
dengan menggunakan formulir (model A). 
~en&dah& data kependudukan dalam bentuk data - 
elektronik sebagaimana dimaksud d a m  Pasal 5 ke Mam - 
data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2j 
menggunakan sistem komputeris;asi. 
KPU KabupatedKota melakukan bimbingan teknis 
pemutakhkm data pe& kepada PPK, PPS dm tenaga 
operator. 
KPU KabupatedKota memmdatangani data pemiEih (Model 
A) sebelum disampaikau kepada PPS. 
KPU KdnqatedICota menyampakin data pemllih kepada 
semua PPS di wilayah kerjanya melalui PPK. 
Data pemilih yang disampaikan sebagaimma dimaksud pada 
ayat (5) dibei-km sebmyak 3 (tiga) mgkap dengan 
ketentusm: 
1 (satu) rangkap untuk arsip di PPK; 
2 (dm) rangkap untuk PPS, masing-masing 1 (satu) rangkap 
sebagai arsip di PPS dan 1 (satu) rangkap untuk penc0coka.u 
dan penelitian (coklat) data pemilih oleh PPDP. 
Data pemilih yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota 
kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai 
dengan blanko f m u l i r  Daftar Pemilih Semmtara @PS) 
Model Al, Da fk  Pernilih Sementara Hasil Perbailcan 
(DPSHP) Model A2.1 dan D a f k  Pemilih Sementara Hasil 
Perbailsan Akhk @SHP A k b )  Model A.2.2 yang 
jumlahnya ditentukan oleh KPU KabupatedCotzi sesuai 
dengan kebutuhan, 



(1) PPK melakukan bimbingan teknis pemutakhiran data 
pemilih kepada PPS dan PPDP di wilayah kerja PPK. 

(2) PPK menyampaikan Data Pemilih (Model A) beserta 
formulir DPS (Model Al), DPSHP (Model A2.1) dan 
DPSHP Akhir (Model A2.2) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal13 ayat (7) kepada PPS. 

e. Pasal 15 
- ,  

(1) PPS setelah menerirna data pemilih dari PPK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melakukan 
kegiatan sebagai berikut: 
a menyusun data pemilih yaag berbasis RT/RW atau 

sebutan lain yang dibagi ke dalam setiap TPS, dengan 
ketentuan paling banyak 500 @ma ratus) orang untuk 
setiap TPS; 

b. melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih 
melalui PPDP kepada penpus RTRW atau sebutan 
lain; 

(2) PPS dalam menyusun data pemilih sebagaimana dimakclln 
pada ayat (1) dibantu oleh PPDP. 

(1) Dalam pemutakhhm data pemilih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, PPS dibantu oleh PPDP yaag terdiri atas 
perangkat KelurabadDesa, Rukun Warga, Rukun Tetangga 
atau sebutan lahiya (1) diangkat dan diberhentikan oleh 
PPS. 

(2) PPS melaksanalcan bimbiingan teknis pencocokan dan 
penelitian (coklat) dalam pemilih kepada PPDP. 

(3) PPS mengeluarkan surat tugas bagi PPDP untuk 
melaksanakan pencocokan dan penelitian (coMit) data 
pemilih. 

Dalam kegiatan pencocokan dan penelitim (coklat) dalam pemilih, 
PPS dan PPDP mengadakan perbaikan terhadap data pemilih, 
antara lain meliputi: 



(1) meneliti usia pemilih apakah telah memenuhi syarat usia 
pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 3 clan Pasal 4 atau 
mencoret/menguangi yang tidak memenuhi syarat sebagai 
pemilih; 

(2) mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak 
terdaAar ddam data kependudukaddata pemilih; 

(3) mencoret pemilih yang telah meninggal dunia; 
(4) pindah domisili ke daerah lain; 
( 5 )  perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil 
atau pumatugas. Perubahan status auggota TNI dan POLRI 
menjadi status sipillpurnabakti, dibuktikan dengan surat 
keputusan pensiudpengangkatan dari pejabat TNI clan 
POLRI yaag berhak mengangkat dan memberhentikan 
anggota TNI ctan POLRT., 

(6) perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dibuktikan dengan swat keputusan pensiudpengangkatan 
dari pejabat TNI dan POIXI yang berhak mengangkat d m  
m e m b e r h m  anggota TNI dan POLRI, atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; atau 

(7) perbaikan penulisan identitas m. 

(1) PPDP dalam melaksanakan pencocokan dm penelitian 
(coklat) data pemilih berkoordinasi dengan pengurvs RTIRW 
atau sebutan lainnya setelah mendapat pengarahau dari FPS. 

(2) PFDF melakukan pencocokan dan penelitian (coMit) data 
pemilih dengan menggunakan formulir data pemilih (Model 
A). 

(3) Apabila Mam pencocokan dan penelitian (coklat) 
sebagaimana dimaksud pada a p t  (2), terdapat pernilii yang 
belum terdaibr dalam data pemilih belum mempunyai NIK, 
agar dicatat untuk dilaporkan kepada KPU KabupatenKota. 

(1) Perubahan data pemilib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (2), ditulis atau diketik Mam fomulir data pemilih 
(Model A) dengan memberi paraf PPDP pada setiap 
halsrmannya. 

(2) Pencocokan dan penelitian (coklat) data pemilih yang 
dilaksanakan oleh PPDP b e r l q m g  sejak data pemilih 
diterima dari PPS. 



(3) PPSPPDP menandatangani data pemilih (Model A) yang 
sudah diteliti dan dicocokkan. 

(4) PPDP menyerahkan hasil pemutakhiran data pemilih (Model 
A) berdasarkan pencocokan dm penelitian (coklat) kepada 
PPS. 

(5) PPS menghimpun hasil pmutdhkan data pemilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari seluruh PPDP di 
wilayah kerja PPS. 

(6) Data Pemilih yang ada di PPS disesuaikan dengan h i 1  
pemutakhkm data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 

Kegiatan pemutakhiran data pemilih oleh KPU KabupatedKota 
yang dibantu oleh PPK dan PPS tennasuk PPDP, hams 
memperhatikan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12. 

3. Penyusunan Dab Pemilih Sementara 

a. Daftar P e d  Sementara 

Penyusutaan Daftar Pemilih Sementara disusun 

berdasarkan hasi Pemutakbiran Data Pemilih yang telah 

dil* &dam tahapan sebelmya. DPS tersebut oleh PPS 

&dam waktu 7 (tujuh) hari akan diumumkan kepada masymkat 

untuk mendaptkan masukan clan tanggapan dari masyarakat. 

Selanjutnya PPS juga berkewajiban menyampailcan 

salinan DPS tersebut kepada peserta Pemilu baik yang mewakili 

Partai Politik maupun pemorangan (Calon Anggota DPD) untuk 

untuk mendapatkan masukan dan tanggapan, yang meliputi : 

a. tidak terdaftar dalam DPS, tetapi telah memenuhi syarat usia 
pemilih, sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 3 dan Pasal 4 
atau rnencoret yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; 

b. telah meninggal dunia; 
c. pindah domisili ke dax& lain; 



d. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil 
atau pumatugas. Perubahan status anggota TNI dan POLRI 
menjadi status sipiVpurnabakti atau sebaliknya, dibuktikan 
dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat 
TNI dan POLRI; 

e. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional 
Indonesia d m  Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dibulctikan dengan surat kepu- pensidpengangkatan dari 
pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan 
memberhentikan anggota TNI dan POLRI; 

f. perbailcan pendisan identitas pemilih. 

Berikut ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur 

(1) Has3 pemutakkan data pemilih (Model A) sebanyak 2 
(dua) rangkap sebagahana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (5) digmakan oleh PPS lrntuk menyusm DPS 
menggunakan formulir (Model Al), dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dinmksud Padai 
15 ayat (1) huruf a. 

(2) DPS disusun oleh PPS dibantu PPDP berdasarkan basil 
pernutakhiran data pemilih =bagaimam dimaksud pada 
ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak l>erakhimya 
pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam 
P d  18. 

(3) DPS yang klah disusun sebagaimana nimak.rmd pada 
ayat (2) dihdahngani oieh Ketua PPS. 



(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) 
diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS pada tempat 
yang mudah dijangkau masyarakat untuk rnendapat 
masukan dan tanggapan dari masyarakat. 

(2) DPS bagaimana diiaksud pada ayat (1) berupa 
salinannya hams diberikan oleh PPS kepada Peserta 
Pemilu baik yang rnewakili Partai Politik maupun 
perseorangan (Calon Anggota DPD) di tinglrat 
Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagai bahan 
untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. 

(3) PPS menyerahkan salinan DPS sebagaimana dimaksud 
ayat (2) kepada peserta Pemilu atau yang mewakili 
peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara tertulis 
dari peserta pemilu. 

(4) Salinan DPS yang diberikan kepada Peserta Pemilu baik 
yang mewakili partai Politik maupun perseorangan 
(Calon Anggota DPD) sebagaimana dhaksud pada ayat 
(2) oleh PPS diberikan tanda terima penyerahan. 

(1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta 
P e e  se- dimaksud dalam Pasal22 ayat (2) 
an ayat (3) sudah diterima PPS paling lama 14 (empat 
belas) hari sejak hari pertama DPS d i m e  

(2) PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan m a s h  dan 
tanggapan clari masyadcat dan Peserta Pemilu 

(3) PPS menerima masukan dan tanggapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) secara tertdis maupun lisan yang 
dib* dalam satu catatan yang ditandatangani oleh 
PPS dan pemberi masukan dengm mencantumkan nama 
masingmasing secara lengkap dan jelas. 

(4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana 
dimalmd pada ayat (I), antara lain meliputi: 
a tidak terdaftar dalam DPS, tetapi telah memenuhi 

syarat usia pemilih, sebagaimana dimaksud &dam 
Pasal 3 dan Pasal 4 atau mencoret yang tidak 
memenuhi syarat sebagai p e a ,  

b. telah meninggal dunia; 
c. pindah domisili ke daerah lain, 



d. perubahan status anggota Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia menjadi status sipil atau pumatugas. 
Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi 
status sipiYpurnabakti atau sebaliknya, dibuktikan 
dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari 
pejabat TNI dan POLRI; 

e. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, d i b W a n  dengan surat keputusan 
pensidpengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI 
yang berhak mengangkat dan memberhentikan 
anggota TNI dan POLRI, 

f. perbaikan penulisan identitas pemilih. 
Apabila tidak ada masukan dan tanggapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), PPS membubuhkan tulisan 
NMIL pada formulir DPSHP (Model A2.1). 

b. Daftar Pemilih Sementara Hasii Perbsikan 

Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, 

maka disusunlah DaRar Pemilih Hasil Perbaikan, yang 

selanjutnya selama 3 (tiga) hari akan diumumkan oleh PPS mtuk - 

mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyaralcat dan peserta 

pemilu. Apabiia ada masukan dan tanggapan maka akan 

disusunlah Daftar Pemilih Semmtara Hasii Perbaikan, dengan 

cam PPS membubuhkan satu catatan yang ditandatangani PPS 

dan pemberi masukan dengan mencantumkan nama masing- 

masing secara lengkap dan jelas dalm DPSHP Akhir. 

Berikut ketentuan yang mengatur D& Pemilih 

Sementara Hasil Perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 24 

sampai dengan P a d  27 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 



tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagai berikut :82 

(1) PPS memperbaiki DPS berdasarkan rnasukan dna 
tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (1). 

(2) DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh PPS disusun 
ke dalarn DPSHP (Model A2.1). 

(3) DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditandatangani oleh Ketua PPS). 

(4) DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diumunikan oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk 
mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat 
dan Peserta Pemilu. 

(5) ApabiIa DPSHP yang tdah dim& sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (4) mendapatkan masukan d m  
tanggapan dari masyarakai dan Peserta Pemilu, PPS 
wajib melalcukan perbailcan terhadap DPSHP sejak hari 
pertama DPSHP diwnumkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4). 

(6) Apabila tidak ada masukan dm tanggapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), PPS m e m b u b m  tulisan 
NMTL pada formulit DPSHP (Model A2.1). 

(1) PPS melakukan perbaikan terhadap DPSHP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal24 ayat (5) berdasarkan masukan 
dan tanggapan dari masyadcat dan Peserta Pemilu 
paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya 
pengum-. 

(2) PPS menerima masukan dan tanggapan sebagaimam 
dimaksud pada ayat (1) secara tertulis maupun lisan yang 
dibukdcan dalam satu catatan yaug ditandatangani oleh 
PPS dan pemberi masukan dengan m m c a n ~  nama 
masing-masing secara lengkap clan jelas. 

(3) Perbaikan DPSHP se- dimaksud pada ayat (1) 
disusun ke dalam DPSHP Akhir (Mode1 A2.2). 

(4) DPSHP Akhir sebagaimana dhaksud pa& ayat (3) 
ditandatmgani oleh Ketua PPS. 



(5) PPS hams memberikan salinan DPSHP A .  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Peserta 
Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun 
perseorangan (Calon Anggota DPD) di tingkat 
KelurahanDesa atau sebutan lainnya. 

(6) PPS menyerahkan salinan DPSHP Akhir sebagahina 
dimaksud ayat (5) kepada Peserta Pemilu atau yang 
mewakili Peserta Pemilu setelah mendapat mandat secara 
tertdis dari Peserta Pemilu. 

(7) Salinan DPSHP Akhir yang diberikan kepada Peserta 
Pemilu baik yang mewakili Partai Politik maupun 
perseorangan (DPD) sebagaimana dimaksud pa& ayat 
(5) oleh PS d i b e h  tanda terima penyerahan. 

Penulisan DPS (Model Al) sebagaimana dimaksud ddam 
Pasal 21 ayat (2), perubahau DHSP (Model A2.1) 
sebagahana dimhud dalam Pasal24 ayat (2) dan DHSP 
Akhir (Model A2.2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal25 
(3), dilakukan dengan diketik menggwLakan mesin 
ketikflromputer. 

(1) PPS mengirim DPS (Model Al), DPSHP (Model A2.1) 
dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebanyak 1 (satu) 
rangkap kepada KPU KabupaknJKota melalui PPK 
digunakan sebagai bahan penpun  DPT. 

(2) PPS menyimpan DPS (Model Al), DPSHP (Model 
A2.1) dan DPSHP Akhir (Model A2.2) sebagai 
dokumenlarsip. 

4. Penyusuamn Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan 

a. Daftat Pemilih Tetap 

Tahapan berikutnya yang dilakukan oleh KPU 

KabupatedKota adalah men- dan Menetapkan Daftar 

P& Tetap @PT) berdasark DPS, WSHP dm DPSHP &, 

yang ditatpkan Mam Rapat Pleno KPU dm ditanhgani Kehra 



KPU paling larnbat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya DPS, 

DPSHP, clan DPSHP Akhir dari PPS. 

Selanjutnya DPT tersebut akan diditribusikan kepada 

KPU, KPU Propinsi, PPK dan PPS juga kepada Partai Politik di 

tingkat Kabupaten. DPT tersebut oleh PPS akan dipergunakan 

untuk pengumuman di PPS dm oleh KPPS dipergunakan dalam 

melaksanakan pemungutan suara dm penghitungan suara di TPS. 

Berikut disampaikan ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 

29 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penpunan D& Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD, dan D P m ,  sebagai berikvt :83 

I). Pasal28 

(1) KPU Kabu-ota menyusun dan rnenetapkan DPT 
dengan menggmakan fomulir (Model A3) ber-an 
DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir yang disunpdm d& 
PPS meMui PPK sebagabana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (1). 

(2) DPT s e b a g a h m  nimaksud pada ayat (1) disusun dalam 
satuan TPS. 

(3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dik$apkan dalam Rapat Pleno KPU dan ditandatangani oleh 
Ketua KPU. 

(4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetaplcm 
paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak dikrkanya DPS, 
DPSHP dan DPSHP Akhir dari PPS. 

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan 
oleh KPU Kabupatdota kepada KPU, KPU Provinsi, 
PPK, dan PPS. 



(2) Penyampaian DPT kepada KPU dan KPU Provinsi 
sebagaimam dirnaksud pada ayat (1) dala,m bentuk copy 
berarti lunak (softcopy), cakram padat (compact disc), atau 
foto copy. 

(3) DPT yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada 
PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dm) 
rangkap untuk keperluan pengumuman di PPS dan yang 
akan digunakan oleh KPPS dalam melaksanakan 
pernungutan sum dan penghitungan sum di TPS. 

(4) KPU Kabupaten/Kota harus memberikan dinan DPT 
sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Partai Politik 
Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, dalam bentuk 
copy peranti lunak (softcopy), cakram dapat (compact disc), 
atau fob copy. Salinan DPT atau fob copy DPT dapat 
diperoleh di Kantor KPU KabupatenKota. 

(5) KPU KabupatenKota dalam menyerahkan dinan DPT 
s e b a g a b  dimaksud ayat (4) kepada parhi Politik 
Peserta Pemilu yang telah menciapat mandat secara tertulis 
dari Partai Politik Peserta Pemilu dan diberikan tanda 
terima penyerahan. 

b. Pengumman Daftar Pemilih Tetap 

Dalam pelaksanaan pengumuman D a b  Pemilih tetap ini 

akan dilakukaa oleh PPS sejak diterimanya DPT dari KPU 

Kabupaten mpai dengan Wtanggal pernungutan suara, DPT 

tersebut oleh PPS akan dipergunakan untuk penmuman di PPS 

dan oleh KPPS dipergunakan dalam melaksanakan pernungutan 

suara. 

B&t disampajka~~ ketentuan dalam Pasal30 Peraturau 

KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penpunan 

Daftar Perqilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD clan 

DPRD sebagai berikut :&I 



(1) DPT yang diterima dari KPU KabupatenKota sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 29 ayat (3), oleh PPS diumumkan 
sejak diterima dari KPU KabupatedKota sampai 
hariltanggal pernungutan suara. 

(2) PPS dalam mengum- DPT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan cara menempelkan salinan DPT di 
papan pengumuman ddatau  di tempat yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat. 

(3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS 
untuk digunakan dalam melaksanakan pemungutan sum. 

b. Daftas Pemilih Tambahan 

Dafhr Pemilih Tetap dapat dilengkapai dengan DPTB 

sampai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum W t a n g g d  

pemungutan suara. DPTB ini terdiri atas data pemilih yang 

terdaftar dalarn Dpt suatu TPS, tetapi karena kondisi tidak 

terduga di law kemauan clan kemampuan, misalnya sakit, menjadi 

tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat 

rnexggwhn hak suaranya di TPS yang -. 

Adapun prosedur untuk bias menggunakan bal pilihnya 

tersebut barus dengan menunjukkan identitas djri dan bukti yang 

bem&a&m telah di d& sebagi pemilih dalam DPT di TPS 

asal. 

Secara lengkap ketenuan yang mengatur mekanisme 

tersebut diatur dalam Pasal3 1 sampai dengan Pasal34 Peratman 

KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan 



Daftar Pernilih utuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dm 

DPRD, sebagai berikut :85 

(1) DPT sebagaimana dirnaksud Uarn Pasal 30 ayat (1) 
dapat dilengkapi dengan DPTB sampai dengan paling 
lambat 3 (tiga) hadtanggal pernungutan suara. 

(2) DPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
data pemilih yang terd&ar dalam DPT di suatu TPS, 
tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan 
haknya untuk memilih di WS tempat bersangkutan 
terdah. 

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah keadaan karena m e n j a l d  tugas pada 
pernungutan suara atau karma kondisi tidak terduga cli 
luar kernauan dan kemampuan yang bersangkutan, 
rnisalnya katena sakit, rnmjadi tahanan, terthpa 
bencana alam sehingga tidak dapat menggunahan hak 
suaranya di TPS yang bersangkutan. 

(1) Untuk dapat dimwukkan dalam DPTB sebagabam 
dimaksud dalam Pasd 31 ayat (2) seseoraug harus 
menunjuklcan buM identitas diri dan bukti yang 
b e m q b a n  telh ter& sebagai pemilih dalam DPT 
di TPS ad. 

(2) Pemilih sebagahana d i m k d  pada ayat (I), 
melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkau Surat 
Pemberitahuan DP7B (Model A5) yang alcan digunakan 
hak memilih di TPS lain. 

(1) PPS berdasarkan laporan pemilih sebagaimana 
dim- dalam Pasal32, meneliti apakah pemilih yang 
bersangkutan terdaftar dalam DPT. 

(2) W i l a  pemilih sebagahma dim;iksud pada ayat (1) 
terdah sew pemilih dahn DPT, PPS mencatat 
atau memberikan catatan dalam kolom keterangan pada 

- DPTB (Model A5) dan memberikan Surat 
Pemberitahuan DPBT (Model A5) dengan ketentuan 
lembar ke satu untuk pemilih yang bemmgkutan dna 
lembar kedua sebagai arsip PPS. 



TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEWILU 

? Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar 
Pemilih. 
a. Peyerahan Data Kependudukan (Data Penduduk dan Data 25 Apr 2008 Dati Mendagri dan Menlu ke KPU, 

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dan Data Kependudukan dafi Pempm ke KPU ProvinsiIKota, 
(Data Penduduk dan Data Penduduk Potensid Pemilih) bagi ke KPU Kawpatenl Kota. 
WNRl di Luar negen 

b. Pidato Ketua KPU rnengenai Tahapan Awal Penyelenggraan 5 Apr 2008 Disampaikan oleh Ketua KPU 
Pemilu: melalui media elektronik clan media 

1) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penywunan Dafar cetak 
Pemilih; 

2) Pendaftaran Peserta Pemilu 
c. Pemutakhiran clan penelitian Data Pemili 6 Apr - 6 Jul2008 Dilaksanakan deh KPU 

KabupatenlKota dibantu PPK, PPS 
serta PPLN 

1) Pemindahan Data Kependudukan menjadi data pmilih 6 Apr - 6 Jun 2008 Dilaksanakan deh KPU 
berdasarkan rencana per-rancangan KabupatenKota dan PPLN 

2) Penyediaan dan penginman formulir Pemutakhiran Data 
Pemilih dan Penyusunan Oaftar Pemilih; . . 

3) Bimbingan teknis Pemutakhiran data pemilih kepada WU 
Provinsi, KPU KbaupatenWXa, PPY PPS, PPLN, dan 
Petugas PermrtaWliran Data Pemilih; 

4) Pencocokan dan penelban data pemilih. 7 Jun - 6 Jul2008 Dilaksanakan deh PPS/PPLN 
dibantu PPDPIPPDPLN 

d. Penyusunan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara 7 Jul - 7 Agt 2008 Dilaksanakan deh PPS dan PPLN 
(DPSYDpS LN 
1) Pengumoman DPSIDPSLN 8 - 14 Agt 2008 S a r i  DPS d*ampaikan Icepada 

Wakil Peserta Pemilu c6 XngW 
DesalKelurahan 

2) - - m l w p a n n = m  Mhksanekan dah PPWPLN 
a) T w D P S  8-21 m2008 
b) TemadapDPSLN 8-14Agt2008 

3) Perbaikan DPS awal dan pe&ikan DPSLN 8 - 21 Agt ZOOs Dilaksanakan deh PPDRPLN ' ' 

4) Pengumurn DPSlDPSLN Wail Perbaitcan (DPStlPI 22 - 24 Agt 2008 Difaksanakan oleh PP- 
DPSHPLN) awal 

6) PeWkan CWHlWPSM awal menj& DPSHPI 25-27Agt2008 SalinanDPSHPaktwclisempelikan 
PPSHPLN M r  d s h F P S k e p a d a w a i d t ~ ~  

P m i u  dl lingkat Desan<elurahan 

6) Pengiriman DPSHPA)PDHPlN akhir (tcmasuk data 28 Agt - 10 Sep 2008 PPS ke KPU KabupabMbb via 
pemilih, DPS/DPSLN dan DPSHPlOPSHPLN awal) dari PPY PPW ke KFV via KanW 
PPDIPPLN kepada KW KabupatenlKota P~m~ki lan  RI-di LusrkiNqeri dan 

W u .  
7) Penyrrsunan dan penetapan DPTIDPTLN dengan basis 11-30Sep2008 DPTdWapkanICPU 

TPSrrPSLNdehKPU-W - m v  
8) - KPU KabupatenlKota menyarnpaikin DPT kepada I - 6 Oktober 2008 a. Sal im OPT kepada KPU, KP 

KPU, KPU Pmvim, PPK dan PPS serta PPLN ProvMi dEln Pertai Pditi 
mengirim DF'TLN kepada KPU dengan ternbusan Peserta Pemilu &lam Bankrk 
kepada Kepala Pewmkh RI. -(-disc) 

- SaJinan .DPT untuk Partai P d i i  Peseria Pemilu di b. Winan DPT krpada PPK dar 
XqW-*dapatdiploWdiKPU PPS d a h ~  M ~. . . 

WpatenlKata -. 
KW dan PPW mer@a&kan/ 
menggamdakan S a l i  DPT dan Daftar Pmeilii 
Tambahan untuk 7PS(TPSLN) sesuai dengw, 7PS 
dan TPSLN 



9) BBPR)PTW dapat dilengkapi dengan daftar Pemilih 1 0kt 2008 sCd paling bmbat Ditaksanakan deh KPU 
Tambahan~Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri 3 hari sebelum h a r i g g a l  KabupatenKolalPPS/KPPS, dan 

pernungutan suara. PPLN 

10) Rekapitulasi DPT di KabupatenW 1 - 6 OM 2008 Dilaksanakan oleh KPU 
KabupatenKotaPPSMPPS, dan 
PPLN 

11) Rekapitulasi DPT di Prwinsi 7 - 13 Okt 2008 Dilaksanakan oleh KPU Provinsi 
12) Rekapitulasi DPT tennasuk DPTLN di Tingkat Nasional 7 - 20 Okt 2008 Dilaksanakan oleh WU 

2. Tahapan Pendaftaran Peserta Pmeilu dan Tahapan Penetapn 
Peserta pmilu. 
a. Partai Politik 

I )  Pengumuman Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 5 - 6 Apr 2008 Dilaksanakan deh KPU melalui 
media cetak, dan web site KPU 

2) PendaRaran Parpol Peserta Pemilu: 7 Apr - 12 Mei 2008 Oilaksanakan deh UPU 
a) Pengambilan formulir pendaftaran 7 Apr - 12 Apr 2008 Dilaksanakan pada jam kerja @ukul 

08.00 sld 16.00), hari liur pukul 
09.00 sld 15.00 WB. 

b) Penwhen berkes pendeftevn 8 Apr - 12 Mei a 0 8  Dil8ksanakcM pads jam kerja (pukul 
08.00 sld 16.00). hari liur pukul 
09.00 sld 15.00 WIB dan pada 
tanggal 12 Mei 2008 batas mktu 
p e n ~ e r a h o a n - m m  
tefakhir pada pukul24.00 WIB 

3) P e n e i i i  administratif dan pernberitahuan hasil 10 Apr - 30 Mei 2008 Dilaksanakan deh KPU 
penelnimedmi~si 

4) Raker KPU dengan KPU Provinsi dan KPU 31 Mei - 2 Jun 2008 Dilaksanakan deh KPU 
KabupatfflnCota tentang verifikasi W Parpol Peserta 

5) Verilikasi Faldual di : 3Jm-2Ju12008 V&ikasi dihlarkan secara 
bertahap. Dwkutian deh KF'U, UPU 
Privinsi clan KFU KakrptdlWa 

L 

a) Pmvinsi 3-9Jun2008 DilaksandcenokhKPUProvimi 
b) -a 3 - 20 Jun 2008 Dilaksanapan oleh KPU 

KabupabnlKota 
6) Raker KW dmgan KPU Provinsi clan KPU 26 - 28 Jun 2008 7 e n n a s u k . y  Berita 

~ ~ f a t e n m g h a ~ i l v a r i l i k a s i f a l d u ; r l  Acaa Vanfikasl 
7) PeneCdpanPartaiPdi~Pemilu2009 29 Jun - 3 Jul2008 D i i  deism Plm KPU 
8) Penetapan nomar unR Parpol Pemilu 2009 4Jrd2008 Ditakukandatamm1BUdan 

dihadiri seluruh Parpd peserta 
Pemlu denaan sistem undian 

9) Pengumurnan Parpd peser& Pemilu 2009 5 Jul2008 Dilaksanakan deh KPU 
b. Persaorangaa, pesetla PemUu 2009 calon Anggota Dm3 

1) RakerlKonreg KPU dengan KPU Pmvinsi tentang 14-20Jun2008 DilaksaMkandehKPU 
vailikasiEddualprseoranganpesertaP~2008Qlon 
Arrssota DPD 

2) Pengumurn pendaffaran 27 Jun - 3 Jul2008 Oitaksanakan oleh KPU melalui 
KPU Provinsi 

3) Pengambilan fonulir dan pendaban serta penyerahan 27 Jun - 10 Juli 2008 a. Dilaksanakan oleh KFU melalui 
berkas perspratan calm anggota DPD KPU Pmvinsi 

b. Dilaksanakan pada jam keja 
@Itloll 08.00 sM 16.00 WE), har 
llpw Qukut 09.00 sM 35.00 yw 
dan pads tanggal 10 Juli 2008 
--penyerahen- 
pendaftatan temkhir pada puku 
24.00 WB di KPU M m i .  



I 4) Penelitian administratif dan pemberitahuan hasil 2 - 15 Juli 2008 Dilaksanakan RPU Pmvinsi 

I penelitian administnrsi 
5) Penairian hasil oenelitian administratif dan daftar 16 - 18 Juli 2008 Oleh KPU Pmvinsi disam~aikan 
' dukingan pemilih ' kepada KPU ~abupatekota 

6) Veriflkasi faktual dukungan pemilih 18 Juli - 18 Agt 2008 Dilakukan oleh KPU Kabupatenl 
Kota dlbantu PPK dan PPS 

~dministrasi dan Faktual kepada K W  

9) Pemenksaan hasil peneliian administratif dm  venfikasi 26 Agt - 8 Sept 2008 D~laksanakan oleh KPU 
f a w  

10) Penyusunan clan penetapan Daftar Calon Sementara 8 - 22 Sept 2008 Dilaksanakan oleh KPU 
(DCS) Anggota DPD 

11) Pengumurnan, masukan dan tanggapan masyarakat 23 Sept - 6 OM 2008 Pengurnuman DSC Anggota DPD 
temadapM;SAngwtaRPD temrasukdi kantor KPU Provinsi -. . 

12) Penyusunan dan Daftar Calon Tetap (DCT) 9 - 26 OM 2008 Dilaksanakan oleh KPU 
Anggota DPD 

13) Pengumman DCT Anggota DPD - 27 Okt 2008 Dilaksanakan oleh KPU clan KPU 

Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Daarah Pemilihan 
a. Konrea KPU. KPU Provinsi dan KPU KabMetenn<ota tentang 1 - 13 Mei 2008 Dilaksanakan deh KPU 

jurntah ku& clan daerah pemilihan Anggota DPR. DPRD 
ProvinsidenDPROKabupaterdKote. 

b. Penyusunan dan penetapan jumlah alokasi kursi: 14 Mei - 5 Jun 2008 Dilaksanakan oleh KPU dibanh. 
1) Anggota DPR untuk setiap Provinsi (menrpakan lampiran oleh KPU Provinsi, dan KPL 

Wak hpisahkan dari UU Nomw 10 Tahun 2008 Q-h 

I 2) ~nsgota DPRD setiap Pminsi I -- 
3) Anggota DPRD setiap 

c. Penetapan jumbh kumi dan daetah pemilihan: 6 -  12 Jun2008 Dilaksanakan oleh KPU dibanhr 
1) Daerah pemilihan Anggota DPRD Pmvhsi bagi setiap deh KPU PmM'mi, dan KPU 

provhrr' Kah- 
2) Deerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi bagi M a p  - 

. Tduptn Anggota DpR, DpRD provlnri clan DpRD 1 -- 
a RapPt KW dan KPU Provill~i me- pemdorm 6-10.&1itUlmoe - oleh WU dempl 

A n s g o t a ~ R w i n s i ( t a r m 8 s u k ~ ~ )  pasertaKPUPron'nsi 
b. Rapat Kerja KPU Provinsi dan KPU w o t a  mengenal 15-21Ju12008 Dilaksanekan deh KPU 

Penalonan I\lggota DPRD Kakrpabmia peserta KPU Provinsi 
c Pencefonan Anggote DPR, DPRD Provinai d m  W R O  5t4#gt-3OMmOe Oaaksamkm oleh KFW, ((pu 

KabupaWlKota Pmvinsi, dan KPU KabupaW Kota 

1) P m b n  famulir pencalonan 5-9Agt2008 Dibksanaan oleh KPU. ' KPI 
a) W~WA~~~~E~DPRCRKPU Prauinsi,danKPUKabYpabenlKadE 
b) CalonAnggotaDPRDPmvinsidiKPURwinsi 
C) Cab AnggoM DPRD K&uphK& di KPU 

KabupatenMota 
2) Pengajuan bakal calon oleh Pengurus Parpol: 10- 15Agt 2008 Dllaksanakan oIeh KPU, KFW 

a) C a b  Anggbta DSPR kepada KPU. Pmvinsi, dan KPU Kabuoatenl Kota 

c) CafDn Anggoaa KabupmKota kepada KPU 
KbumWmb 

3) Vefifikasi kelengkapm administrasi bakal don: 11 &t - 3 Sept 2008 Untuk pem%rtian caton, KPUl KPL 
a) Anggota DPR, PmvimiiKPu Kabupaten/ ~ota 
b) AnggOta DPRD Pmvinsi, m e m b e n h r k M p o k ~ 8  
c) AngaOtaDPRD KabupatmMota 

A 



4) Benyampaian has11 verifikasi kepada Pami Politik peserta 12 Agt - 5 Sept 2008 Dilaksanakan oteh KPU. 
Pmeilu dan pihak twkai lainnya, termasuk bagi baka Provinsi, dan KPU Kabupatenl 
calon yang bermasalah. 

6 - 12 Sep 2008 Dilaksanakan oleh Parpol di masi 

7) Penyusunan dan penetapan daftar Calon Sementara 8 - 22 Sep 2008 Dilaksanakan deh KPU 
(DCS) anggota Dm,  DPRD Pmvinsi dan DPRD 
KabupatenlKota 

8) Pengumurnan dan penyarnpaiarl tanggapan masyerakat 22 Sep - 5 0kt  ZOO8 Dilaksanakan oleh KPU. UP 
atas daftar calm sementara (DCS) anggota DR DPRD Pmvinsi, dan KPU Kabupatenl KO 
Pmvinssi dan DPRD Kabupatenl Kota. 

9) KPUlKPU PmvinsilKPU KabupatenKota meminta 6 - 10 OM 2008 Klarifikasi d~laksanakan oleh Pa 
klarifikasi kepada Parpd atas masukan dan tanggapan sesuai dengan tingkat 
masyrakat temadap DCS anggota DPR, DPRD Pmnnsi 
clan DPRD KabupatdKota 

lo) Penqajuan pengganti DCS anggota DPR. DPRD Pmvinsi, 7 - 17 0kt 2008 Dilaksanakan oleh Par@ P 
dan DPRD Kabupatdota kepada KPUI KPU Pemilu 2009 sesuai dengan ting 
plovinsilKW- 

11) Verilikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, 8 - 20 OM 2008 Dilaksanakan deh Parpol 
dart DPRD lrspada KPUl KPU Pmifu 2009 sesuai &xigan ti 
RovinsilKPU w o t a  

12) Penyusunan dan pewkipan daftar calon tetap (DCT) 9 - 26 0M 2008 Dilaksanakan 
anggota DPR, DPRD Prwinsi dan DPRD 

13) Pengumumandafbv-6etrp(O~T)anggOta~, 
DPRD Provinsi clan DPRD KabopabsnMota 

pertemuan tatap muka, media massa ce4ak dan 
-k, penyebaran bahan -ye kepada 



pertemuan tatap muka, media rnassa cetak dan 
elekimnik, penyebaran bahan kampanye kepada umum. 

3) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum 13 Mart 2009 - 1 Apr 2009 Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 

6. Tahapan Masa Tenang 2 -4Apr 2009 Pembersihan alat petag 
kampanye oleh masingmasin 
Peserta Pemilu 2609 

DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD KabupatenIKota dibantu KPU Provinsi, dan KP 
KabupatenKota. 

hasil penghingan 
DPR, Anggda DPD, 



2) Rekapitulasi haisil penghiingan perdehan suara Parpol 
dan perolehan suara calon anggota DPRD 
KabupatedKota. 

3) Penetapan hasil Pemilu d o n  anggota DPRD Provinsi 
dan DPRD KabupatenfKota kepada KPU Provinsi 

penghitungan suara pernilu Anggota DPR, DPD, DPRD, 
Pmvinsi dan DPRD KbaupatenKota kepada KPU Provinsi. 

2) Rekapitulasi haisl penghitungan peotiehan suara Parpol 
dan pemlehan suara calon anggota DPRD Provinsi. 

Pemllu Angg0t.a DPR. DPD, DPRD PIovinsl an DPRD 
Kba- di Provinsi kepada KPU. 

5Mei2009 Apabilatarjadikarusyangbarka 
d e m  pdaM P m u  hanrs 
Wesi selambat-bmw tangga 

4) Dabm ha1 Oejedi perselisilm penetapan perdehan wara 
s-sMei2009 --r(ofd- 

Mi Pemilu secara nasional, Pemilu dapat 
mengajulcan -Ian paneg~an hasil 
penshihmaanperdehansuaradahKPUkepada 
Mahmakah Konstihrsi paling lama 3 x 24 jan (tiga kall d m  
puluh empat) ja sqjak diumumlcen pwwrtapan pemlehan 
suara hasil Pmilu secara Msionel oleh KW. 

1) DPRDK&ip&dbta 11-12Mei2009 CWQpkandehKPU 
13-14Mei2009 

13-14Mei2009 



3) Anggota DPR dan DPD IT - 20  el 2009 , Dnetapkan oteh KW 
d. Pemberitahuan kepada calon terpilih : 

1) Anggota DPRD KabupatedKota oleh KPU 15 - 20 Mei 2009 Surat pembeirtahuan calon terpilih 
KabupatenMota; Anggota DPR 

2) Anggota DPRD Pmvinsi oleh KPU Pmvinsi; 17 - 24 Mei 2009 DPRD disampeikm melalui 
3) Anggota DPD dan DPR oleh KPU 21 - 31 Mei 2009 pengurus Parpol yang 

bersangkutan. Sedangkan calon 
Anggota DPD dimpaikan kepada 
Yaw bersangkm 

. - . . . . - . . . . - - . - . . 
DPRD KabupatenMota 
DPRD Prwinsi 
DPR dan DPD 

Jun 2009 Peresmian pengangkatan: 
Jul, Agst 2009 1) Anggota DPRD KabupknKota 

Sep 2009 deh Gubernur atas nama 
Presiden RI*. 

2) Anggota DPRD Pmvinsi olel 
Mendagri atas nama Presidec 
R r  

3) Anggbta DPR den DPD det 
Presiden RI 

Pengucapan sumpahljanji 
PengucapanwmpaNianiiAnggota: 

Ju12009 Dibentuk Panitia SwnpahlJanji di 
a. DPRD KabupatenMota masingmasing tingkatan 
b. DPRDPrwinsi &st 2009 
c. .WRdanOPC, 1 OMZOO9 

umber : Pemtumn KPU Nomor 9 Tahun 2009 



BAB IV 

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PEMILIH DALAM RANGKA 

PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009 DI 

KECAMATAN SEDAYU, KABUPATEN BANTUL, PROPINSI DAERAH 

ISTIMEWA YQGYAICARTA 

A. DESKRIPSI WILAYAH KECGlMATAN SEDAYU, KABUPATEN 

BANTUL, PROWNSI D A E W  ISTIMEWA YOGYAKARTA 

Kecamatau Sedayu merupakan kecamatan yang berada di wilayah 

Kabupaten Bantul. Batas wilayah Kecamatan sebagai berikut: 

1. Ubra kecamatau : K m t a n  Moyudan clan Godean, Kab. Sleman 

2. Timur kecamatan : Kecamatan Gamping, Kab. Slernan 

3. Selatan kecamatan : Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul 

4. Barat kecamatan : Kecamatau Sentolo, Kab. Kulon Progo. 

Di Kecamatan Sedayu, terdiri dari 4 (empat) Desa, yaitu Desa 

Argomulyo, Desa Argosari, Desa Argorejo dan Desa Argodadi. Jurulah 

dusun seluruhnya ada 54 (ha puluh empat) dusun dengan jumlah RT 

sejumlah 333 (tiga ratus tiga puhih tiga) RT. Data kependudukan di 

kecamatan Sehyu terdapat 10.140 (sepuluh ribu seratus empat puluh) 

Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk di kecamatan Sedayu adalah 

46.163 (empat puluh enam ribu seratus enam puluh tiga) jiwa dengan rincian 

jumlah penduduk laki-laki 22.610 (dua puluh dua ribu enam ratus sepuluh) 



j iwa, sedangkan julah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 23.5 5 3 

(dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga) j i ~ a . ' ~  

Penduduk di Kecamatan Sedayu mayoritas beragama Islam, 

selanjutnya diikuti pemeluk agama Katholik, Kristen Prostestan, Hindu dm 

paling sedikit penganutnya adalah Budha Adapun distribusi pe~duduk 

berdasarkan agama yang dianut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 
Data Penduduk Kecamatan Sedayu 
Berdasarkan Agama Tahun 2008 

I I 1slam ( 41.694 I 

I I I I 
Sumber: Mmografi Ikamtan Sedayu, Tahun 2008 

4. 

5. 

Data penduduZE berdasarkan kelompok umur di kecamatan Sedayu 

paling banyak adalah usia @&if, yaitu usia antara 17 (tujuh belas) tahun 

Hindu 

Budha 

sampai dengan 55 ( h a  pduh lima) tahun. Secara rinci j d &  penduduk 

23 

20 

berdasaikan kelompok umur adalah sebagai berikut: 

'' Kantor Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Monograp Kecamatan Sedayu Kabupaten 
Bentul T d u n  2008, 2008 



Tabel 2 
Data Penduduk Kecamatan Sedayu 

Berdasarkan Umur Tahun 2008 

No 1 Kelompok Umur 1 Jumlah 
I I 

1. 

2. 

3. 

4. 

Menurut Said Rusli, dalam konsep demogruji terdapat konsep gerak 

penduciuk atau population mobility. Termasuk dalam gerak penduduk adalah 

5. 

gerak penduduk permanen maupun non pennanen. Migrasi merupakan 

gerak penduduk permanen, sdangkm sirkulasi dm komutasi merupakan 

gerak penduduk non permanen. 

Umur 0-5 tahun 

Umur 6-16 tahun 

Umur 17-25 tahun 

Umur 26-55 tahun 

Adapun yang djmaksud migrasi adalah suatu bentuk gerak penduduk 

geografis, spasial atau tentorial antma unit-unit geografis yang melibatkan 

perubahau tempat tinggal yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan. Orang 

yang melakukan migrasi disebut dengan mi- karena itu seseorang yang 

disebut sebagai migran dapat rnelakukan migrasi lebii dari satu kali. 

Sirhlasi dan komufasi secara umum dimaknai sebagai macam gerak 

penduduk yang biasanya b e ~ i r i  jangka pendek, repetitif, atau ssiklikal 

dimana punya dalam hal tak nampak niat yang jelas untuk merubah tempat 

tinggal yang jelas. Ciri pokok Sirkulasi clan komutasi addah tak terjadi 

pindah tempat tinggal permanen dari orang-orang yaug terlibat didalatnnya, 

Sirkulasi mmpakan gerak "berselang" antara tempat tinggal dan tempat 

tujuan baik untuk bekerja maupun untuk lain-lain tujuan seperti bersekolah. 

4.221 

7.935 

8.602 

17.705 

Sumber: Monografi Kemmatan Sedayu, Tahun 2008 

Umur 56 tahun keatas 7.700 



Seorang sirkulator tinggal di tempat tujuan untuk periode waktu tertentu, 

rnisalnya semimggu, sebulan atau dengan pola yang kurang teratur diselang 

dengan kembali dan tinggal ditempat asal untuk waktu-waktu tertentu pula. 

Dalarn sirkulasi ada periode waktu tertentu di mana para sirkulator 

menginap di tempat tujuan. Hal ini berbeda dengan komutasi yang semata- 

mata merupakan gerak penduduk harian yaitu: gerak berulang hampir setiap 

hari antara tempat tinggal clan tujuan." 

Dari pendapat di atas maka sejauh mana pergerakan penduduk di 

Kecamatan Sedayu? Pergerakan penduduk di kecamatan Sedayu dapat 

Tabel 3 
Data Mutasi Penduduk Kecamatan Sedap Tahm 2008 

2. 

3. 

4 

1 8. 1 Mati< 5 Tahun I " I o I o I  

5. 

6. 

7. 

I I I I I 
Sumk.  MonogMi Kecamatan Sedayu, Tahun 2008 

- 

Pindah Antar Kabupaten 

Pindah Antar Pmpinsi 

Datang Antar Kecamatau 

88 Said Rusli, Pengmtar Ihru KepnclirchRM, Cetakan kelima, LBES, Jakarta, 1989, Hlm. 106- 
107 

Datang Antar Kabupaten 

Datang Antar Propinsi 

Lahir 

44 

30 

44 

88 

61 

168 

61 

24 

62 

105 

54 

106 

94 

58 

184 

182 

119 

352 



Dari tabel di atas, pergerakan penduduk merupakan fakta yang 

terjadi di Kecamatan Sedayu. Pergerakan penduduk ini bisa disebabkan oleh 

pergerakan keluar maupun masuk ke Kecamatan Sedayu. Keberadaan 

pergerakan penduduk ini akan selalu berpengamh terhadap jumlah penduduk 

1 - di Kecamatau Sedajw. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penduduk selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh perpindahm 
.- 

penduduk. Berdasarkan data kependudukan diatas, maka apabila dikaitkan 

1 dengan pendapat Said Rusli, tergolong sebagai migrasi. Perpindahan 

1 penduduk baik yang datang maupun k e l w  bersifat permanen, artinya 

1 perpindahan di atas selalu diikuti dengan pemenuhan syarat-syarat 

ad-ministmsi perpindahan penduduk, sebagai bukti domisili secara sah dalam 

sebuah wilayah. Adanya sirkulasi dan komutasi di Kecamatan S&yu belum 

tercatat dalam dokumen mono@ Kecamatan Sedayu. 

B. ORGANfSASE PELWANA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN 

DPRD TAHUN 2809 DI KECAMATAN. SEDAYU, KABUPATEN 

Memaparkan organisasi pelaksana pemilu anggota DPR, DPD dan 

DPRD di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul tidak terlepas dari 

penyelenggara Pemiiu di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten. 

Hal tersebut terutama berkaitan dengan tugas, pokok dan bgsinya &am 

menyelenggarakan Pemilu Landasan yuridis penyelenggara pernilillan 

mum baik, DPR, DPD, DPRD maupun pilkada diatur Main Undang- 



Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum. Undang-undang ini merupakan irnplementasi dari Pasal 1 

ayat (2), Pasd 6A, Pasall 8 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4), Pasal20, Pasal21 

dm Pasal22E UUD 1945. 

Pasal-pasal yang menjadi landasan konstitusional dalam 

penyelenggaran Pemilu merupakan realisasi dari demokratisasi mulai dari 

tingkat nasional sampai dengan tingkat daerah. Pada prinsipnya demokrasi 

dalam menjalankan pemerintahan di setiap tin* mendudukkan rakyat 

sebagai pemilik kekuasaan.Rakyat selalu terlibat dalam proses-proses 

pernil'i wakil-wakilnya maupun dalam pemilihan pemimpinnya. Dengan 

demilrian pemerin- yang d i h a s i  melalui pemilihstn umum ini 

mempunyai legitimasi yang kuat dan akuntabel. 

Wdayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang 

ksar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas 

nasional dituntut adanya sebuah lembaga penyelenggara pemilihan ummh 

yang profesional dan merniliki kredibilitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini juga sejalan dengan amanah konstitusi 

UUD 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum 

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan U m m  yang bersiht nasional, 

Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional artinya bahwa komisi 

ini menurut Pasd 3 ayat (1) UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah negara 



kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung penyelenggaraan tugas 

Pemilu yang demikian luas menurut Pasd 4 dan Pasal5 Undang-Undang ini 

dibentuk pula KPU di tingkat Propinsi rnaupun Kabupaten. Kedudukan KPU 

ini bersifat hirarkis dan tetap. 

Kemandirian KPU ini, terlihat dalam Pasd 3 UU Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Penyelenggara Pernilihan Umum, yang menyatakan bahwa 

KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas dan wewenangnya. Kemandirian KPU ini berkait erat dengan asas 

penyelengara pemilu yang diatur dalam Bab ZI, Pasal 2 yaitu sebagai 

1. Mandiri; 
2, Jujur: 
3. Adil; 
4. Kepastian hukum, 
5. Tertib penyelenggara pemilu; 
6. Kepentinganumum 
7. Ke t ixhbm 
8. Pmporsiomlitas; 
9. Profesionalitas; 
10. Akuntabilitas; 
1 1. Efisiensi; dm 
12. Efektifitas. 

Dalam implementasai pendaftaran pemilih, menurut W Nomor 22 

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pe- Umum, disebutkm bahwa 

tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupated kota, dalam 

penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut: 

Himpunan Peratutan Penmdang-Undangan , Undang-Undang RI No- 22 Takun 2007 
tentang Penye(eggarn PemWan Umwn, CV Eka Jaya, Jakarta, 2008 



1. Tugas dan Wewenang KPU menurut Pasal8 me~i~u t i :~ '  

a. merencanakan d m  menetapkan program dan anggaran serta 
menetapkan jadwal; 

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU 
Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 

c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk 
tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

d. mengoordinasikEtn, menyelenggarakan dm mengendalikan semua 
tahapan; 

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 
menetapkannya sebagai daftar pernilih; 

f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi. 

2. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi menurut Pasal9 rndiputi: 

a. menjabarkan program dan m e l b a k a n  anggaran serta 
menetapkan jadwal di provinsi; 

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggamm 4 provinsi 
berdasarkan perturan perundang-un-w 

c. mengoordinasikan, menyelenggarstkan, dan mengendalikan bhapan 
penyelmggaraan oleh KPU Kabupatenl Kota; 

d. memutakbhbn data perm berdasarkan data kependudukan dan 
menetapkannya sebagai daftar pemilih; 

e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupated Kota dan 
menyampahmya kepada KPU. 

3. Tugas dan Wewenang KPU Kabupatenl Kota menurut pasall0 meliputi: 

a menjabarkan program dan mel-an anggaran serta 
menetapkan jadwal di kabupatenl kota; 

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/ kota 
berdasarkan peraturan perundang-undmgan; 

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 
d. rnengoordjnas- dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan 

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 
e. memutakhirkan data pernilih b e r m  data kependudukan dan 

menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; 
f. menyarnpaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. 



Berikut hirarki penyelenggara Pemilihan Umurn anggota DPR, 

DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta : 

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

Berdasarkan ketentuan diatas yaitu Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007, KPU Bantul telah membentuk Panitia Pemilihan 

Kecarnatan Sedayu yang semua anggotanya terdiri dari unsur tokoh 

masyarakat. Pembentdcan Panitia Pernilihan Kecamatan Sedayu ini 

dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. 

Bantul, Nomor 1 l/KPUNIV Tahun 2008, tertanggal 21 Juni 2008. 

-Dalam Bab I, Ketentuan Umum angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2007 

yang dixnaksud dengan Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya 

disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupatenl Kota 

untuk menyelenggamkan Pemilu di tingkat Kecamatan. Adapun sufllnan 

personalia PPK di Kecamatan Sedayu sebagai berikut MiiMur Rozaq 

sebagai Ketua, M. Syabid sebagai anggota, Kamisran sebagai anggota, 

Slamet Basuki sebagai anggota, Suhardjono sebagai anggota. 

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam 

pendaftaran pemilih merujuk pada Pasal44 UU Nomor 22 Tahun 2007 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sebagai b e r i l ~ u t ~ ~  

a membantu WU, KPU provinsi, dan KPU Kabupated Kota dalm 
melakukan pemutakhjran data peJnilih, daftar p d i h  sementara, dan 
d a .  pemilih tetap; 

b. membantu KPU Kabupaten I Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; 



c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaram Pemilu di tingkat 
kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPLJ, KPU Pmvki ,  dm KPU 
Kabupated Kota 

d. menerima dan menyarnpailcan daRar pemilih kepada KPU 
Kabupatenl Kota. 

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

Untuk pembentukan Panitia Pemungutan Suara tingkat desa 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengeluarkan Keputusan 

KPU Nomor: 121 KPUI VII/ Tahun 2008. Dalarn Bab I, Ketentuqn 

Umum angka 9 yang dimaksud dengan Panitia Pemungutan Suara, 

selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 

Kabupatenl Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau 

Ber-kan keputusan KPU Kabupaten Bantul diatas, di 

Kekanhtan Sedayu dibentuk 4 (empat) Panitia Pemungutan S m  atau 

PPS terdiri dari PPS Desa Argomulyo, PPS Desa Argosari, PPS Desa 

Argorejo, dan PPS Desa Argoddi. Keanggotaan PPS ini juga b e d  

dari tokoh masyamkit yang berdomisili dimasing-masing desa setempat. 

Tugas, wewemag, dan kewajiban PPS dalam pendaftaraa 

pemilib menmt Pasal 47 UU Nomor 22 Tahun 2007 teptang 

Penyelengara Pemilihan Umum 

a. membantu KPU, KPU Pmvinsi, WLJ K a b u p W  Kota, dan PPK 
dalam melakukan pemutakhkm data pernilill, daftar pemilih 
sementara, daftar pemilih has'i perbaikan, dan daftstr pemilih tetap; 

b. membentuk KPPS; 
c. mengangkat petugas pemutz&hhm data pernilih; 



d. mengumumkan daftar pemilih, 
e. menerirna masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih 

sementara; 
f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar 

pernilih sementara 
g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana 

dimaksud pada huruf f untuk menjadi d& pemilih tetap; 
h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada 

huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupated Kota melalui PPK, 
i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. 

3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 

Sedangkan untuk memenuhi Pasal 47 huruf c, UU Nomor 22 

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, setiap PPS tingkat 

desa di Kecamatan Sedayu dibantu oleh petugas pemutakhkan data 

pemilih. Hal ini jug& sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahm 

2008 tentang P-an Umum Pasal 35 ayat (I), yang menyatakan 

pemutakhiran data pemilih PPS dibantu 01eh petuga~ 

pemutakhim data pemilih yang terdiri atas peraqgkat desal kelurahan, 

rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lab, dan warga masyarakat. 

Pada pasal yang sama ayat (2) petugas pemutakhkan data p d i h  

dimgkatdan diberhentikan oleh PPS. 

PPK dan PPS dalam penyelenggm pernilihan umum bersifat 

ad hoc. PPK dan PPS nienurut Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) 

dibentuk oleh KPU Kabupatenf Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum 

penyelenggaran Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dm) bulan setelah 

pernungutan suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau disebut juga 

PPDP juga bersifat ad hoc. PPK clan PPS bekerja selama proses tahapan 



1 

pemilu DPR, DPD dan DPRD, sedangkan PPDP hanya bekerja pada saat 

proses pemutakhiran data pemilih. 

Di Desa Argosari untuk pemutakhiran data pemilih ditetapkan 24 

petugas. Petugas pemutakhiran data pemilih ini terdiri dari dukuh dan ketua 

RT. Penetapan PPDP di PPS Argosari dituangkan dalam Keputusan Panitia 

Pemungutan Suara Desa Argosari Kecamatan Sedayu Nomor 391 PPS-AS/ 

Tahw 2008 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran data Pemilih 

(PPDP) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPPRD. 

PPS Argomulyo mengangkat 28 PPDP dalam upaya pendaftaran 

pernilih untuk pemilu DPR, DPD dm DPRD. Pengangkatan PPDP ini 

ditwngkan dalam surat keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa 

Argomulyo Nomor 03/ tahun 2008 Tentang Pengangkatan Petugas 

Pemutakhha Data Pemilih (PPDP) Dalam Pelaksauqn Pemiliahan 

Anggota DPR, DPD dan DPRD. 

Di desa Argorejo, keputusan pengil11gkata.u PPDP dituangkan 

Mam Keputwan Panitia Pemungutan Suara Desa Argorejo, Kecamatan 

Sedayu, Kabupaten Bantul Nomor: 031PPSRahun 2008, tentang 

Penganglcatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ( PPDP) dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Jumlah PPDP yang 

diatlgkat dalam keputusan ini adalah 28 PPDP. 

Adaptin untuk desa Argodadi oleh PPS Argodadi diangkat 

s e j d a h  28 PPDP. Pengadcatan ini dituangkan Mam Keputusan Panitia 

Pemungutan Suara Desa Argodadi Kecamatan Sedayu, Nomor 03/ tahm 



2008 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Petugas Pemutakhiran 

Data Pemilih desa Argodadi Kecamatm Sedayu dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. 

Dari paparan di atas, maka jelaslah bahwa dalam implementasi 

pendakan pemilih di kecamatan Sedayu, melibatkan secara berjenjang 

mulai dari PPS, PPK yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten 

Bantul. Dalw pelaksanaannya, akibat jumlah anggota PPS yang hanya 3 

(orang), maka dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Jumlah 

petugas yang diangkat oleh tiap PPS masing-masing desa didasarkan pada 

jumlah d o n  pemilih. Semakin besar jumlah calon pemilih semakin banyak 

pula PPDP yang dibutuhkaa 

C. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di 

KecamaCsn Sedayu Dalam Rangks Pen- Pemilih Pemilihan 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. 

Upaya hukum penyelenggara Pemilu di Kecamatan Sedayu dalam 

pendafatarau pemiiih pemilihm anggota DPR, DPD clan DPRD tahun 

dilakukan oleh PPK, PPS maupun PPDP. Upaya hukum dalam pendaftaran 

pemilih ini mengacu pada Peraturan Komisi P e m i l h  Umum Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD clan DPRD. 



Ada dua (2) peraturan perundangan yang rnenjadi acuan KPU 

dalam membuat peraturan ini, yaitu: 

1. Pasal8 ayat (1) huruf e, Pasal9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 ayat (1) 

huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengamanatkan 

pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tentang tugas 

pokok dan fungsinya dalam rnemutakhirkan data pernilih berdasarkan 

data kependudukan dan rnenetapkan sebagai daftar pemilih yang 

merupakan jxngguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan 

diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

2. P a d  33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam hstl ini, 

KPU mendapat wewenang yang bersifat atributif untuk membuat 

peraturan KPU dalam melaksanakan tugas pokok clan m i u y a  dalam 

pemutakhiran data pemilih. 

Selanjutnya akan dipaparkan upaya h b  pen-an pemilib 

oleh penyelenggara Pemilu Legislatif di Kecarnatan Sedayu tahm 2009 

dengan mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008. Dengan 

paparan ini akan diketahui sejauhmana implementasi pendaftman pemilih 

ini mempunyai legalitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang- 

undangan. 

Sesuai dengan pasal 1 1 ayat (1) Peraturan KPU Nornor 10 Tahun 

2008, pemutakbkm data pemilih dilakukan oleh KPU Qtbupatenl Kota. 



Demikian pula untuk pelaksanaan pernutalchiran data pemilih di Kabupaten 

Bantul juga dilaksanakan oleh KPU Bantul. Adapun mengingat luasnya 

wilayah Kabupaten Bantul, maka pelaksanaan pemutakhiran data pemilu di 

bank oleh PPK ,PPS dan PPDP. 

Pemutakhkm data pemilih diawdi dengan penyediaan data 

kependudukan yang diserahkan oleh KPU Bantul kepada PPS Se 

Kecamatan Sedayu melalui PPK Kecamatan Sedayu. Data hi akan menjadi 

dasar dalam penentuan D a i h  Pemilih Sementara. Merujuk pada Pasal 1 

ayat (14) Pemturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, data kependudukan dari 

pemerintah d a d  disebut dengan data penduduk potensial pemilih pemilu 

(DP4). DP4 Kecamatan Sedayu dituangkan dalam formulir A. 

Dari KPU Bantul telah disaahkan data penduduk potensial p e a  

pemilu yang diserahkan pada PPS melalui PPK Kecamatan Sedayu sebagai 

Tabel.4 
Data Penduduk Potensial Pen$& P e d a  Dalam Rangka Pemiiu 

Legislatif di Kecamatan Sedayu Tahun 2009 

7747 pemilih 
11498 pemilih 
9352 pemilih 

Jumlah DP4 
8646 pemilih 

No ~ 

1. 
2. 
3. 
4. 

I I I I Jumlah 1 37243 pemilih 1 
SIunber : Dafa DP4 PPKKecamatan Se&yu 

, Panitia Pernungutan Suara Dew 
PPS Desa Argorejo 
PPS Desa Argosari 
PPS Desa Argomulyo 
PPS Desa Argodadi 

'' Kantor Kecamatan Sedayu, Panitia Pedihan K- Sedap, Data P&&k Potemlol 
PemiU;h, Bantul2009. 



1. Pemutakbiran Data Pemilih di Kecamatan Sedayu 

Pemutakhiran data pemilih di kecmtan Sedayu mengacu pada 

Bab 111, Bagian Kedua, Pernutalcban data Pemilih Pasal 1 1,12,13,14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008. Proses 

pemutakhhn data pemilu disajikan per desa. Dengan demikian lebih 

mudah memahami perkembangan jumlah pemilihnya. 

Berdasarkan DP4 yang diserahkan oleh KPU di atas, oleh PPK 

Kecamatan Sedayu diserahkan pada PPS. Sebelum dilakukan 

pencocokan dan penelitian oleh PPS dm PPDP, PPK melakukan 

bimbingan teknik. A&pm materi bimbingm teknik tersebut mengacu 

pada Pasal3,4,5 dan pasal 17 Pemiwan KPU Nomor 10 tahun 2008. 

Dalam pemutakhiran data pemilih di Kecamatan sedayu, secara teknis 

didasarkan pada bimbingan teknis PPK dan PPS yang diselmggarakm 

oleh KPU Kabupaten Bantul pl#la bari Kamis, tanggal 16 Juli 2008. 

3- bimbingan teknis diperoleh petunjuk sebagai ber&utg5 

a. Syarat Pemilih: 
1) Warga Negara Indonesia ( WNI ) 
2) Telah berusia 17 tahm pada hari H pernungutan sum atau 

sufah/pernah kawin 
3) Bukan sebagai anggota TNY Polri aktif. 
4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya deh pengadilan 

b. Pemilih yang barus didaftat oleh PPDP di Kecamatan Sedayu : 
1) TeIaIz Iahir pada tanggal 9 April 1992 atau sebeIumnya yang 

dibuktikm dengan akta kelahiran dan atau Kartu Keluarga (C 1) 
atau KTP. 

2) Sudah pemah menikah, meskipun usianya belum 17 tahun, 
dibuktikan dengan surat nikah. 

" Maten' bimtek PPB dan PPS se K&upam tertanggd 16 Juli 2008, KPU Bontul, 
2068 



3) Alamat yang tercantum di KTPI C1-nya sesuai dengan alamat 
tempat tinggalnyal berada di wilayah kerja PPDP. 

4) Tidak sedang berstatus sebagai TNV Polri ( telah pensiun ) 
5) Terdaftar sebagai penduduk di wilayah kerja PPDP meskipun 

secara faktual sudah tidak bertempat tinggal di wilayah 
tersebut 

6) Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. 
7) Jika pemilih memiliki lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, 

pemilih tersebut didaftar dalam daftar pemilih sesuai dengan 
alamat yang tertera dalam KTP. 

c. Pemilih ymg tidak perlu didaftar sebagai pemilih oleh PPDP: 
1) WMI yang memiIiki KTP yang berasal dari luar wilayah kerja 

PPDP, meskipun yang bersangkutan bertempat tinggal di 
wilayah kerja PPDP tersebut. 

2) WNI yang memiliki K T  yang berasal dari luar kohl kab, 
meskipun yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah 
Kabuapten I Kota 

Dalam bimbingan teknis juga dinyatakan bahwa untuk WNI 

yang memiliki KTP yang b e d  dari l w  wilayah kerja PPDP maupun 

memiljki KTP yang berasaI dari luar Kabupaten Bantul dicatat dan 

dilaporkan ke KPU Bantul dengan menggunakm formulir A- 1.5.1 dan 

A-1.5.2. Dalam coklit disampabn agat WNI yang tercatat dalam 

formulir tersebut mencatatkan pada PPS sesuai dengan alamat KTP 

masing-masing. 

Langkah awal dari PPK dan PPS se Kecamatan Sedayu dalam 

mengolah DP4 di atas adalah melakukan veriiikasi dan pengelompokan 

pe& dengan berbasiskan RTRW. Hasil verifikasi dan 

pengelompokan pemilih ini nantinya merupakan dasar dalam 



pembentukan TPS dan U P S .  Berikut ini hasil v e r i f h i  clan 

pengelompolcan DP4 pada masing-mqing PPS di Kecamatan ~ e d a ~ u : ~ ~  

Tabel 5 
Distribusi DP4 di PPS Argorejo Kecamatan Sedayu Tahun 2008 

Semampir 
Kepuhan 
Polaman 
Senowo 
Gunung Polo 
Sundi Kidul 
Bandut Lor 
Bandut Kidul 
Metes 
Pendul 
Pereng Wetan 
Ngenthak 

638 pemilih 
46 1 pemilih 
671 pemilih 
594 pemilih 
373 pemilih 
597 pemilih 
716 pemilih 
590 pemilih 

1 1 ~ 0 ~  
588 p d i h  

1150pedih 
602 pemilih 

638 pernilih 
I 461 pemilih 

671 pemilih 
594 pemilih 
372 pemiIih 
605 pernilih 
734 pemilih 
569 pemilih 

1094pemiLih 
588 pemilih 

1150 pemilih 
602 pemilih 

L 1 

I Jumlah 1 8646 pemilih I 8603 pemilih 1 
Suntber : Data DP'RRS Argorejo 

Berdasarkan &ta DP4 PPS Argorejo di atas, setel& d i w .  

peneermatan dan penelitian bersama dengan jajaran peme~tah  desa 

dan dukuh Argorejo ada 43 claf€ar calm pemilih dalam DP4 yang tidak 

memenuhi syarat. Sebanyak 43 daftar cdon pemilih ini , temyata ada 

yang nama ganda, meninggd, dan telah pindah dari desa Argorejo. 

Berikut disampajlcan W b u s i  DP4 di PPS Argosari Kecamatan Sedayu 

Tahun 2008, sebagi berikut : 

% Kantor Kecamatau Sedayu, Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu, Data Dhtribusi DP4 
Kecumatan Sedayu, Baantd, 2 W .  



Tabel 6 
Distribusi DP4 di PPS Argosari Kecamatan Sedayu Tahun 2008 

No 
1. 

Dusun 
Kalijoho 

2. 

3. 
5 16 pemilih 

722 pemilih 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

1 
12. 
13. 

668 pemilih 

Hangon 

Tapen 

5 1 5 pemilih 

443 pemilih 

5 19 pendih 
548 pemilih 
5 1 3 pemilih 
390 pemilih 
676 p e a  

7399 pemilih 
Samber : Data DP4 P B  Argosari 

Batokan 
Gunungmojo 
Jambon 

Tonalan 
Gayam 
Jaten 

Jurug 
Gubugl 

Sedayu 
Pedusan 

Jumlah 

Dalam wilayah kerja PPS Argosasri dari basil. pence- DP4 

836 pernilih 
480 pemilih 

535 pemilih 

735 pemilih 
653 pernilih 
536 pemilih 

450 pemilih 
550 pemilih 
605 pemilih 
555 pemilih 

390 p e d  
780 pemilih 

7747 pemilih 

yang juga melibatkan Pemerintah Desa Argosasari dan Dukub, 

mengalami penhgkatan jumlah calon pemilih yaitu sejumlah 452 calon 

p e d i h  atau me-t 5,s %. Adanya peningkatan calon jumlah 

pemilih ini, disebabkan adanya calaon pemilih yang belum mas& 

dalm DP4. Adanya penurunaa jumlah calon pemilih di beberapa dusufi 

disebabkan oleh nama ganda, telah m e g a l  maupun Mum mencapai 

usia 17 tahun per 9 April 20W.Berikut disampdan Distribusi DP4 di 

PPS Argomvlyo Kecarnatan Sedayu Tahun 2008, sebagi berikut : 

822 pemilih 

464 pemilih 



Tabel 7 
Distribusi DP4 di PPS Argomulyo Kecamatan Sedayu Tahun 2008 

1 2. 1 Kemusuk lor 1 575 pernilih 1 585 pemilih I 
No 
1.  

Kemusuk Kidd 
Smntakan 
Samben 
Sengonkarang 

watu 

panggang 
-go 
Pedes 
Surobayan 
Plawonan 
Kaiiurang 
Kaliberot 

Dusun 
Puluhan 

609 pemilih 
7 1 5 pemilih 
709 pemilih 
5 12 pemilih 
912 pemilih 
888 pemilih 
941 pemilih 

1036 pemilih 
979 pemilih 
811 pemilih 
750 pemilih 

994 pemilih 

Jumlah DP4 
1067 pemilih 

569 pemilih 
576 pemilih 
656 pemilih 
626 pemilih 
884 pemilih 
862 pemilih 
967 pemilih 
984 pemilih 
887 pemilih 

DPS 
947 pemilih 

875 pemilih 
655 pemiIib 
635 pemilih 

I I I 1 Jumlab 
I 

11498pemilih1 30726~1nilihI 
S&er : Data DP4 PPS Argomu&o . 

Di PPS Argomulyo, terjadi penunmau jumlah calon pedih setelah 

diad&m pencermatan antara PPS dengan Pemerintah Desa Argomulyo. 

Penunman jumlah calon pemilih srlalah 772 calon pemilih atau 6,7%. 

Perubahan agregat jumlah pemilih ini disebabkan oleh faktot-faktor yang 

vatiatif antara lain nama ganda, meninggal, belum tetdaibx dalam DP4 

maupun karena pindah. Berikut disampaikan Distribusi DP4 di PPS 

Argoddi Kemmtan Sedayu Tahun 2008, sebagi berikut : 



Tabel 8 
Distribusi DP4 di PPS Argodadi Kecamatan Sedayu Tahun 2008 

Dingkikan 
Ngepek 
Cawan 
Bakal 
Demangan 
Bakal Dukuh 
Sukoharjo 
Sumberan 
Selogedong 
Sungapan Dukuh 
Sungapan 
Kadibeso 
Brongkol 

Jumlah RP4 
5 12 pemilih 
694 pemilih 
432 pemilih 
693 pemilih 
647 pemilih 
71 9 pemilih 

545 pernilih 
532 pemilih 
770 pemilih 
743 pemilih 
907 p e m  
956 pemilih 
755 pemilih 
526 pemilih 

I I I 

I J m  1 9352 pemilih 1 
Sumber : data DP4 PPS Argodadi 

DPS 
484 pemilih 
647 pemilih 

422 pemilih 
580 pemilih 
648 pemilih 
688 pemilih 

- 510 pemilih 
500 pemilih 
644kmilih 

694 pemilih 
841 perrlirih 
913 pemilih 
708pemilih 

458 pemilih 

Di PPS Arg& terjadi p e n m a n  jWah calon pemilih 

sejumlah 615 atau 6,696. Data yang disajikan oleh PPS Argodadi relatif - 

rinci. Perubahan d o n  j d a h  pemilih Mam DP4 disebabkan sebagai 

berikut P7 

a. 292 orang meninggal dunia 

b. 145 orang pindah 

d. 12 orang belum cukup umur 

e. 6 orang anggota TNVPolri 

Dari pencematan dengan Pemerintah Desa Argodadi diperoleh 

8737 daftar pemilih sementara. 

97 Inierview ahgan Sdr. Sukirdjo selaRuKetua PPS Desa Argodadi path -aC 8 September 
2068 di DesaArgdItadi 



Dari deskripsi hasil pencermatan DP4 PPS se Kecamatan 

Sedayu diperoleh data sejumlah.35.465 calon pernilih sementara. 

Ditingkat kecamatan terdapat penurunan calon jurnlah pemilih sebesar 

1778 orang atau menurun 5 %. Dari hasil pencermatan ini, maka 

d i i a n l a h  data hasil pencermatan tersebut ke KPU Bantul. Oleh 

KPU Bantul data tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua 

KPU Bantul menjadi Daftar Pernilih Sementara. Pada akhirnya di 

Kecamatan Sedayu diperoleh jumlah DPS sejumlah 35465 orang. 

Adapun distribusinya per desa dapat dilihat pada tabel 5, 6, 7 dan 8. 

Secara teknis data pemilih sementara ini dimasukkan dalam formulir 

model A. 1. 

2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara 

P e n 7  d& pemilih sementara di Kecamatan Sedayu 

mengacu pada Bab IV, Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Pasd 

21,22,23,24,25, dm 26 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008. Berikut 

dipaparkan proses penpunan d a .  pemilih sementara di kecamatan 

Sedayu Dalam Penyusunan daftar pemilih sementara ada 2 (dua) 

tahapan penyusunan daftar pemilih, yaitu penyusunan daftar pemilih 

sementara hasil perbaikan awal (DPSHP Awal) dan daftar pemilih 

sementara hasil perbaikan akhir @PSW Akhir). 

DPS dalam formulir A.1. yang sudah ditandatangani oleh KPU 

dengan memuat calon pemilih 35465 orang diserahkan kepada PPK 

Kecamatan Sedayu untuk diteruskan kepada PPS. Dari DPS tersebut, 

oleh PPK dan PPS serta PPDP se Kecamatan Sedayu diumumkan pada 

masyarakat dengan berbasis RT, Pedukuhan dan Desa. DPS tersebut 



juga diserahkan pada peserta pemilu atau yang telah mendapat mandat 

dari partai atau peserta pemilu. Pengumuman DPS ini dilakukan 

selama 7 hari. Paling lambat 14 hari sejak diumumkan PPS harus 

menerima hasil masukan dari semua elemen masyarakat dan peserta 

pemilu untuk dilakukan rekapitulasi ulang terhadap DPS. Adapun hasil 

pemutakhiran DPS akan menjadi bahan penyusunan Daftar Pemilih 

Sementara Hasil Perbaikan Awal @PSHP A-ival ). DPSHP awal 

tersebut dituangkan dalam formulir A.2. Hasil dari pemutakhiran DPS 

yang telah diumumkan pada masyarakat adalah sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

Daftar Daftar Pemilih Sementara Awal Desa Argorejo Kecamatan 
Sedayu 

Sumber: Data PPS Argorejo Tahun 2008 

Berdasarkan hasil masukan dari masyarakat, pengunrs partai 

politik serta paserta pemilu di Desa Argorejo, diperoleh adanya 

penurunan maupun peningkatan jumlah pemilih dibeberapa pedukuhan. 



Terjadi penurunan jumlah pemilih sejumlah 45 pemilih atau 0,64 %. 

Adapun perubahan data pemilih ini disebabkan adanya beberapa faktor 

yaitu: 99 

a. Belum terdaftar 

b. Meninggal dunia 

c. Pindah 
a- 

d. Nama gaanda 

Tabel 9 
Daftar Daftar Pemilih Sementara Awal Desa Argosari Kecamatan 

Sedayu Tahun 2008 

Dusun 
Kalijoho 
Klangon 
Tapen 
Botokan 
Gunungmojo 
Jambon 
Tonalan 

Jaten 
Jurug 
Gub@ 
Seday 

I Jumlah 
Sumber: Data PPS Argosari 

-ah DPS I DPSHPAwal I 
603 pemilih 
822 pemilih 
464 pemilih 
516 pemilih 
722 pemilih 
668 pemilh 
515 pemilih 
443 pe* 
519 e l i h  
548 pemilih 
5 13 pemilih 
390 pemilih 
676 ~emilih 

7399 pemilih 
rahun 2008 

603 pemilih 
822 pemilih 
464 pemilih 
514 pemilih 
723 pemi@~ 
693 pemilih 
52lpemilih 
387pemilih 
508 pemilih 

549 pemilih 
521 p e w  

386 pemilih 

Penurunan sejumlah 59 calaon pemilih pada beberapa dusun di 

Desa Argosasri, disebabkan oleh adanya berbagai masukan magadcat, 

partai politik maupun peserta pemilu tentang adanya pemilih yang 

sudah meninggal dunia, nama ganda dan belum cukup umur. Tetapi di 

9P basil Interview dengun Sdr. Andri W-Ro setaku anggota PRY Desa Argorejo pa& 
.. . .. - - 

tanggal 10 S e p W  2008 di Desa Argorejo 



beberapa dusun misalnya Gubug dan Jambon masih ada beberapa calon 

pemilih yang belum masuk &lam dafiar pemilih sementara Oleh 

karena itu dalam pemutakbiran data pemilih ini dirnasukkan dalam 

rekapitulasi nama yang akan dirnasukkan dalam DPSHP awal. 

Tabel 10 
Distribusi Daftar Pemilih Sementara Has3 Perbaikan Awal Desa 

Argomulyo Kecamatan Sedayu Tahun 2008 

No 
1. 
2. 
3. 
4. . 
5. 
6. 
7. 
8, 
9. 
10. 
11, 
12. 
13. 
14. 

585 pemilih 
569 pemilih 
576 pemilih 
656 pernilih 
626 pemilih 
884 pemilih 
862 pemW 
967 pemilih 
984 pemilih 
887 pemilih 

875 pemilih 
655 pemilih 
653 pemilih 

I 
Jumlah ISPS 

947 pemilih 
Dusun 

Puluhan 
Kemusuk lor 
KemusukKidul 
Srontakan 
Samben 
Sengonkarang 
Watu 
panggang 
Jcariiiglo 
Pedes 
Surobayan 
Plawonan 
Kaliurang 
Kaliberot 

585 pemilih 
559 pemilih 
579 pemilih 
656 pemilih 
626 pernilih 
881 pemilii 
862 pem2i.h 
987 kmilih 

984 pemilih 
S?!! pemilih 

881 pemilih 
657 pemilih 
653 pe& 

DPSHP Awal 
949 pernilih 

1 I Jumlah 10726 pemiZih I 10749 pemilih 1 
Sunber : Data DP4 PPS Argomi&o 

justru meningkat yaitu 23 orang atau 0,2%. Peningkatan ini disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu meninggal, . . pindah, nama ganda dan belum 

terdafh. Apabial dicermati adanya peningkatan jumlah pemilih maka 

jumlah yang terdafhr lebih banyak dibandingkan dengan faktor-faktor 

yang &pat m e n d a n  jumlah pernilih, y i t u  meninggal dan pindah. 

Berikut disampaikan Data Dafh  Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 

Awal Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Tahun 2008, sebagi berikut : 



Tabel 11 
Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal Desa Argodadi 

Kecamatan Sedayu Tahun 2008 

Bakal Dukuh 

Sukoharjo 

Sumberan 

Selogedong 

Sungapan Dukuh 
Sungapan 

whew 
Brongkol 

DPSHP Awal 
500 pemilih 

668 pemilih 

422 pemilih 

4. 

5. 

6. 

580 pemilih 

648 pemilih 

688 pemilih 

Jumlah DPS 
484 pemilih 

647 pemilih 

422 pemilih 

No 
1. 

2. 

3. 

Cawan 
Bakal 

Demangan 
510 pemilih 

500 pemilih 
644pemilih 

694 pemilih 

841 pemilih 

913 pemilih 

?Opemilib 
458 pemilih 

Dusun 
Dumpuh 

Dingkikan 

Ngepek 
630 pemilih 

657 pemilih 

734 pemilih 

499 pemilih 

500 pemilih 
677pemilih 

730 pemilih 

868 pemilih 
931 pemilih 

72%- 
484 pemilih 

Jumlah 

Dalam pencermatan DPS yang melibatkan plasyarakat, partai 

8737 pemilih 

politik dan wakil peserta pernilu, jumlah pemilih di Desa Argodadi 

Sumber : Data PPS Desa Argo-. 

mengalami peningkatan yaitu sejumlah 292 orang atau 3,34 %. 

Hasil dari pemutakhiran DPS di atas kemudian ditandatangani 

PPS dan melalui PPK Kecamatan Sedayu dikirim ke KPU Kabupaten. 

Oleh KPU Kabupaten hasil pemutakhiran DPS di- dalam 

formulir A.2.1. Dari total DPS s e j d a h  35.465 orang setelah 

dilakukan upaya perbaikan melalui partisipasi masyarakat diperleh 

jumlah DPSHP awal sejumlah 35.666 orang. Ada pe-tan jumlah 



pemilih sebesar 201 orang yang tersebar di empat (4) desa di 

Kecamatan Sedayu. 

Dari sejumlah 3 5.666 data pemilih sementara perbaikan awal 

tersebut, kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Bantul oleh 

PPK Kecamatan Sedayu. Data tersebut setelah dituangkan dalam 

forrnulir A.2.1 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bantul 

diserahkan lagi kepada PPS melalui PPK Kecamataa Sedayu. Oleh PPS 

Argomulyo, Argosari, Argodadi dan Argorejo, dengan mengacu pada 

pasal24 Peraiman KPU Nomor 10 Tahun 2008 diumumkan lagi kepada 

m a s y d a t  dan peserta pemilu. Waktu untuk pengumman kembali 

dari DPSHP Awal ini adalah 3 hari. Paling lama 3 hari setalah 

bemkhitnya pengumuman, PPS tanggapan dan masukan dari 

masyarakat maupun peserta pernilu direkapitulasi oleh PPS. Hasil 

rekapitulasi ini ditxmqlan delam fonnulir k2.2. Data pemilih yang 

mwuk dalam formulir A.2.2. cbamakan dengan Data Pemilih 

Sementara Hasil Perbaikan Akhir. Adapun data DPSHP tiap -tiap PPS 

adalah sebagai berikut: 



Tabel 12 
Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir per Desa per 

TPS di Kecamatan Sedayu tahun 2008 

1 TPS 1 DPSHP 1 DPSHP I DPSHP ) D P S ~  ) 

1 3umlA ( 8627 7340 9029 I 10772 
Su?nber.. Rekapitdasi Data DPSEP Akhir PPK Kec. Sedayu Tahun 

01 
Ar orejo 

230 
8 

299 240 3 18 



Dari hasil partisipasi masyarakat untuk mencermati DPSHP 

awal sejurnlah 35.666 pemilih selama 3 hari diperoleh tanggapan dan 

masukan dari masyarakat dan pengurus partai politik di kecarnatan 

sedayu terdapat peningkatan jumlah pemilih sebesar 102 pemilih atau 

0,2 %. Dengan demikian jumlah pemilih yang tercantum dalam 

formulir A.2.2 yaitu DPSHP Akhir adalah 35768 pemilih. 

Sesuai dengan pasal27 dan pasal28, Peraturan KPU Nomor 10 

Tahun 2008, semua hasil proses pemutakhiran data pemilu diserahkan 

kepada KPU Kabupaten Bantul sebagai dasar untuk penetapan DPT. 

D. Format Peraturan Perundang-Undangan . . . .  yang . . .  Baik untuk Menjamin 

Hak Pilih Warga Negara Sebnah Telaah Kasus Implementasi 

Pendaftaran Pemitih datam Rangka . . Pemih'han Anggota . .. . DPR, DPD dan 

DPRD di Kecamatan Sedayu. 

Pada sub bab di atas telah dipaparkan proses pendaftaran pemilih 

dalam rangka pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan 

Sedayu. Pada prinsipnya ada beberapa tahapan yang harus dipenubi 

mengacu pada peraturan Kornisi Pernilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 

y aitu: 

1. Pemutakhiran data pemilih yaitu mdai dari menerima DP4 sampai 

dengan pencocokan dan penelitian sehingga diperoleh D a k  Pernilih 

Sementara (DPS) . 



2. Pengumuman DPS dan penerimaan tanggapan dari masyarakat, partai 

politik maupun peserta pemilu sebagai bahan penyusunan Daftar 

Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal ( DPSHP Awal ). 

3. Pengumuman DPSHP Awal dan penerimaan tanggapan dari 

masyarakat, partai politik maupun peserta pemilu sebagai bahan 

penyusunan D a h  Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir. 

4. Penpunan Daftar Pemilih Tetap dengan berdasar pada DP4, DPS, 

DPSHP Awal dan DPSHP Akhir. 

Dari hasil pelaksanaan pemutahiran data di atas, tepatnya pada saat 

tiga hari sebelum hari H, pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan 

DPRD yaitu saat dikhimkannya undangan, banyak warga masyarakat yang 

mengadu ke PPS, karena ti& dapat meggunakan h a .  pilhya. Tidak 

dapatnya men- hak pilih warga masyarakat ini disebaMcan tidak 

mendapat undaugan dari KPU Bantul. c.q. PPS Desa. Adapun j d a h  

rekapitulasi pengaduan warga masyarakat itu sebagai berikut: 

Tabel 13 
Data Pemilih Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Dalam 

Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu 

1\30 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sumber: Data PPK Kecamatan Sedayu 

Pemilih yang 
Tidak 

Terdafhr 
914 
130 
352 
3 1 

Desa 

Desa Argorejo 
Desa Argosari 
Desa Argomulyo 
Desa Argodadi 

Jumlah 
DPT 

Seharusnya 
9,541 
7,470 

11,124 
9,060 

RPT Pemilu 
Legislatif 

2009 
8,627 
7,340 

10,772 
9,029 



Dari data di atas ada sejumlah 1.427 (seribu empat ratus dua puluh 

tujuh) warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam 

pemilihan umum legislatif DPR, DPD dan DPRD di Kecamatan Sedayu. 

Adanya fakta-fakta inilah yang menarik dikaji dalam perspektif 

hukum. Lebih lanjut dipertanyakan sejauhmana peraturan perundang- 

undangan yang mengatur tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD 

dapat memberikan jaminan dan perlindungan memilih terhadap setiap warga 

negara. Dalam konteks ini, warga negara yang berdomisili di Kecamatan 

Sedayu yang tersebar di empat (4) desa meliputi desa Argomulyo, Argosari, 

Argorejo dan Argodadi. 

Pertamu perlu didiskusikan tentang siapakah yang mempunyai hak 

memilih dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Pernilihan umum 

di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan umum. Landasan konstitusional dikeluarkannya undang-undang 

ini adalah sebagai berikut:lo0 

1. Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa " kedaulatan berada di tangan e a t  

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari " 

kedaulatan berada di tangan rakyaty' ddam ha1 ini ialah bahwa e a t  

memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara 

demokratis memilih pernimpin yang akan membentuk pemerintahan 

guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih 

loo Himpunan Perundaq-undangan Pemilu 2009, W Nomor I0 Tabuq ZOOS tentang Pemilu, 
Biro Tata Pemerintahn Setda Propinsi DN,  2008, HZm. 304-305 



wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. 

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui 

pemilihan umum secara langsung sebagaoi sarana bagi rakyat mtuk 

memilih wakil-wakilnya yang &an menjalankan fhgsi  rnelakukan 

pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang- 

undang serta merumuskan APBN. 

2. Pasal22 E ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan dengan untuk menjamin 

prinsip keterwakilan yang artinya setiap warga negara Indonesia 

terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan 

men* aspirasi rakyat di setiap pemerintahan dari pusat hingga 

daerah. 

Dari landasan konstitusional di atas, dapat dipahami bahwa Negara 

Republik Indonesia yang berpaham kedaulatan rakyat, menduddhn rakyat 

sebagai subyek kekuasaan. Kekuasaan tertinggi adalah milik seluruh rakyat 

Indonesia. Konsekuensinya adalah dengan adauya sistem pemerintahan 

perwakilan, maka rakyat mempunyai hak dan tanggung jawab memilih 

dalam proses pemilihan umum. Perlu ditekankan bahwa landasan 

konstititusional ini mengamanatkan pada setiap warga negara terjamin 

untuk menyuarakan setiap aspirasinya 

Tatkala hak memilih setiap warganegara secara tegas dijamin oleh 

konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1045, 

bagaimanakah amanat ini mampu dijamin secara konsisten dalam UU 



Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umwn. Dalam BAB IV Pasal 19 

dinyatakan sebagai berikut:lO' 

(1) Warga Negara Indonesia yang pada bari pemungutan suara telah 

genap berumw 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudahl pemah 

kawin mempunyai hak memilih. 

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 

oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih 

Sedangkan dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa untuk dapat 

menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai 

pemilih. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dipahami sebagai berikut: 

1. Yang mempunyai hak memilih adalah Warga Negara Indonesia dengan 

batasan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/ 

pernah kawin. 

2. Yang mempunyai hak memilih harus didaftar oleh KPU dalam daftar 

pemilih. 

Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal20 UU Nomor 10 Tahun 2008, ini 

maka masih terdapa konsistensi terhadap jaminan hak memilih yang di 

miliki oleh setiap warga negara. Konsep &at dan warga negara 

mempunyai subtansi dan maksud yang sama sebagairnana sudah diulas 

dalam Bab JII. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam UU Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ini, bak memilih setiap warga negara 



atau rakyat masih dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Hanya 

ditekankan bahwa, untuk dapat menggunakan hak pilihnya setiap warga 

negara harus terdaftar dalam daftar pemilih. Daftar pemilih ini dibuat oleh 

penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umurn. 

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum ini secara eksplisit 

diamanahkan oleh konstitusi Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang dasar 

1945. Pasal ini kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggam Pemilihan Umwn. 

Berkaitan dengan hak mernilih warga negara, Komisi Pemilihan Umum 

mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam pasal 8 

h d  e. Adsy>un tugas, wewenang dan kewajibau KPU adalah 

memutakhirkan data pemilih berdasafkan data kependudukan dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih. 

Badasarkan Pasal 8 h d  e UU Nomor 22 tahun 2007, terdapat 

tiga pokok persoalan yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak warga negam 

1. Pemutakhhn data pemitih. Pemutakbkn data pemilh ini merupakan 
s e b d  abstmksi dari kondisi koagkFit bahwa j d a h  m g a  negm 
Indonesia bersifat dinamis. Artinya dari waktu ke waktu selalu terjadi 
perubahan jumlah warga negara. Dengau de* mtuk menjamin 
hak memilih setiap waga negara harus selalu dilakukan pemutakhiran 
data memilih. 

2. Data kependudukm Dari p a d  ini a& pemal.ramaa bahwa ninamika 
warga negam sama dengan dinamika kependudukan. Dengan kata lain 
bahwa setiap ada perubahan data kependudukan berakibat pada 
perubahan data warga negara. 

'OZ Himpunan Peraturan Penmdnag-undangan, Undang-Undang Nomor 27 Tdun 2W7 tentang 
Penyelenggara Pemilihan U i ,  CV Eko Jaya, Jalcuta, 2008 



3. Daftar pemilih. Daftar pemilih ini merupakan implementasi dari 
sinkronisasi dari pasal 20 unclang-unda@ Nomor 10  tahun 2008 
Tentang Pemilihan Umurn. 

Pemutakhiran data pemilih tersebut kemudian diatur secara lebih 

limitatif dalam BAB VI, tentang Penyusunan D& Pemilih Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 32 

ayat (1) dinyatakan bahwa " Pemerintah dan Pemerintah daemh 

menyediakan data kependudukan. Sedang ayat (2) dinyatakan " Data 

kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ham sudah tersedia 

dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum 

haril tanggal pemungutan suara. 

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan 

sebagai berikut:'03 

(1) . . 
KPU kabupatenl kota menggunakan data kependudukan sebagai . . 
bahan penyusman daftar pemiiih 

(2) Daftar pemilih sebagaimana pada ayat (1) sekurang--ya 
memuat nornor induk kependuduh, nama, tanggal lahir, jenis 
kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak 
memilih. 

(3) Dalam pen)szsimm d a i h  pemilih sebagaimaua dimaksud pada ayat 
(I), KPU kabupatenl kota dibantu oleh PPS. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih 
diataur dalam peraturan KPU. 

Pada akhirnya ketentuan ddam Unadang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, menjadi acuan bagi 

Komisi Pemilihan Umum Mam penyusunan peraturan KPU. Peraturan 

KPU ini dituangkan dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Uinum Anggota Dewan 



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Perlu dicermati adalah ada pemahaman yang berbeda antara Pasal 

19 clan Pasal20 dengan Pasal32 dan Pasal33 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008. Dalarn Pasal 19 dan Pasal 20 daftar pemilih adalah warga 

negara Indonesia yang berumur 17 Tahun pada saat hari H pemungutan 

suara dan atau pernah kawin. Sedangkan pada Pasal32 &I Pasal33, daftar 

pemilih berisi warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun pada saat hari 

H pemungutan suara dan atau pemah kawin ditambah dengan sekurang- 

kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 

Dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, hak memilih 

yang tertuang dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang nomor 10 

Tahun 2008, tetap membedcan pemmaan hak kepada semua waga negara. 

Tidak ada dislaiminasi terhadap warga negara dimanapun kebemdaamya. 

Artinya adalah sepanjang individu memenuhi pasal tersebut dijamin dan 

dilindungi undang-undang untuk mendapatkan hak pilih. 

Akan tetapi dalam pasal tersebut juga sudah mengatur bahwa yang 

mempunyai hak memilii harus didaftar dalam daftar pemilih. Penyusunan 

daftar pemilih d i m  dalarn Pasal32 dan Pasal33 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2008. Pada pasal ini yang menjadi bahan penyusunan d a k  

p e d i  adalah data kependudukan. Adapun yang dimaksud dengan data 



kependudukan mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:lo4 

Angka 2, Penduduk adalah Warga Negara Indonesia clan Orang Asing 
yang bertempat tinggal di Indonesia 

Angka 9, Data kependudukan adalah data perseorangan dad atau data 
agregat yang tersetruktur sebagai hasil dari kegiatan 
pendaftarm penduduk dm pencatatan sipil. 

Angka 10, P e n d a m  penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan 
pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta 
knerbitan dokumen kependudukan berupa kirtu identitas atau 
surat keterangan kependudukan. 

Angka 1 1, Peristiwa kependudukan &ah kejadian yang dialami 
penduduk yang harus dilaporkan kmna membawa akibat 
terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda 
penduduk dan 1 atau surat keterangan kependudukan lainaya 
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status %gal 
terbatas menjadi tingal tetap. 

Angka 12, Nemor hduk k e p d u d ~  selanj-a disingbt NM, adalah 
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau W, 
tunggal dan meldcat pada sesorang yang terdaftar sebagai 
penduduk Indonesia. 

Bedmarkan P a d  1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

diatas, maka setiap warga negara Indonesia secara normatif harus tercatat 

dalam data kependudukan. Semua jenis gerak . . kependudukan terutama 

rnigrasi dan sirkulasi kependudukan menurut undang-undang ini dicatat 

dalam data kependudukan. Dikaitkan dengan pendaftaran pemilih, apabila 

data kependudukan telah memenuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 diatas, maka dipastikau semua warga negara Indonesia terdafbr dalam 

daftat pemilih. Dengan demikian &pat disimpulkan bahwa yang 

'04 Undang-Undang Nornor 23 T d u n  2UU6 ten* Administrasi Kependudukan, CV Eko Jaya, 
Jakarta, 2007 



mempunyai hak memilih adalah semua warga negara yang tercatat dalam 

data kependudukan serta terdaftar dalam daftar pemilih. 

Dalarn implementasinya hak memilih yang dimiliki oleh warga 

negara Indonesia, harus terdaftar dalam daftar pemilih. Penyusunan daftar 

pemilih ini seperti diuraiakan diatas mendasarkan pada data kependudukan. 

Ketentuan lebih lanjut dalam pemutakhiran data pemilu ini diatur oleh KPU. 
.- 

Kedua, yang hams dicemati adalah wewenang atributif yang 

dimiliki oleh KPU dalam menyusun peraturan dalam penyusunan daftar 

pemilih. Salah satu ha1 yang perlu didiskusikan dalam penyusunan daftar 

pemilih adalah pada Pasal5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 10 Tahun 2008, yang menyatakan sebagai berikut " Apabila seorang 

pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu ) tempat tinegal, pemilih tersebut 

harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengau alamat 

yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan 

sebagai tempat tinggal yang dicantudcan dalam claftat pemilih. 

Ketentuan di atas membatasi individu dimana akan memberikan 

hak piljhnya. Padahal hak memilih merupakan hak yang dijamin oleh 

konstitusi UUD 1945. EKsistensi warga negara adalah disebabkan oleh 

adanya hubungan dengan konstistusi. Oleh karena itu ti& ada alasan bagi 

siapapun, termasuk penyelenggara pemdihan mum untuk membatasi warga 

negara untuk men- hak memilihnya Oleh karena itu ketentuan 

Pasal5 ayat (2) di atas ti& sesuai dengan ide kebebasan bagi warga negara 

untuk menggunakan hak pilihnya 



Dari paparan normatif di atas, baik tentang hak memilih dan proses 

penyusunan daftar pemilih dalam pemi l ih  mum anggota DPR, DPD dan 

DPRD, sejauhmanakah marnpu memberikan akses kepada semua warga 

negara di Kecamatan Sedayu untuk menggunakan hak pilihnya?. 

Di awal sub bab ini diuraikan bahwa dari hasil observasi terdapat 

1427 orang di Kecamatan Sedayu yang tidak dapat menggunakan hak 

pilihnya. Sejumlh 1427 orang tersebut adalah warganegnra Indonesia yang 

berdomisili di wilayah kecamatan Sedayu baik permanen maupun non 

pennanen, tetapi karena alasan tertentu mereka secara administratif belum 

dapat memenuhi persyaratan pindah sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. Merelca mempunyai identitas kependudukan 

berupa KTP . yang . .  beralamat luar wilayah Kabupaten Bantul. Akan tetapi 

dengan mengacu pada pasal5 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008, warga 

negara Indonesia tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih di Kecamatan 

Sedayu. Dengan demikian konsekuensinya adalah mereka tidak dapat 

menggunakan hak pilihnya. Disamping itu juga terdapat hak memilih dari 9 

warga Argosari, yang karena alasan pekerjaan merantau keluar Provinsi 

DIY tidak dapat d i e  dalam daftar pemilih karena pada saat pencocokan 

dan penelitian oleh PPS Desa Argosari ada keterangan dan pertinbangan 

dari keluargaya tidak mungkin kembali ke daerah asal pada saat hari H 

pemungutan suara ternyata tidak benar. Lima ( 5 ) hari sebelum pernungutan 



suara ke sembilan warga Argosari tersebut ternyata kembali ke domisili 

sesuai KTP. 

Dari data di atas dapat diambil pengertian bahwa ada fakta 

fenomena kependudukan yang disebut dengan sirkulasi di Kecamatan 

Sedayu. Sirkulasi kependudukan ini merupakan sebuah fenomena gerak 

kependudukan yang tidak diikuti dengan pemenuhan dokumen 

kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan. Adanya sirkulasi hi 

dibuktikan dengan adanya 1427 orang yang karena alasan tertentu 

melakukan perpindahan secara temporer mtar wilayah dengan tidak disertai 

dokumen kependud- sehingga tidak tercatat dalam data kependudukan 

di Kecamatan Sedayu. Individu-individu ini pada akhimya tidak dapat 

&catat Wam daftar pemilii 

Disinilah letak diskriminasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 

serta Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008. Sebuah fakta demografi yang 

sama yaitu migrasi dan sirkulasi, tidak mendapatkan jamjnan hukum yang 

sama dalam perihal hak memilih dalam pemilu. Individu ymg melakukan 

migrasi keluar negeri diberikan jaminan clan perlindungan hukum untuk 

memberikan hak pilihnya di wilayah tujuan migrasi. Hal ini dapat d i b t  

pada pasal 41, 42, 43, 45, 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 

P e r 1 h  yang berbeda diberlakukan pada individu yang melakukan 

sirkulasi Wam wilayah antar kabupaten dan atau antar propinsi. P e n m a n  

hak memilih dilakukan sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP. 

Kondisi ini membawa konsekuensi pada adanya kasw terabaikatmya hak 



memilih pada warga Kecamatan Sedayu yang melakukan sirkulasi ke luar 

wilayah. Hal yang sama juga terjadi dengan banyaknya warga yang berasal 

dari luar kecamatan yang berdomisili di Kecamatan Sedayu juga tidak 

terakomodir hak memilihnya dalam daftar memilih. 

Berdasarkan data di atas, maka ada fakta hukum bahwa ada 

kesenjangan antara hukurn sebagai sebuah tat. aturan yang "in abstract0 " 

dengan kondisi masyarakat (in concrefo). Peraturan perundangan yang 

mengatur masalah penyelenggaraan pemilu seharusnya mampu memberikan 

akses yang luas, tanpa membedakan ras, suku, agarna termasuk tempat 

tinggal pada setiap warga negara untuk dapat menggtlnakan hak pilihnya 

Peraturan perundangan di atas yang meliputi W Nomor 22 tahun 

2007, UU Nomor 10 tahm 208  dan Peratinan KPU Nomor 10 Tahun 2008, 

h y a  mampu memberikan akses pada warga negara yang relatif statis, 

&ya mobilitasnya rendah. Meminjam konsep dari ahli kependudukaa 

penmdangan di atas barn bisa memberikan jaminan dan perlindungan hak 

memilih pada warga negara yang melakukan m i m i  clan komutasi. Untuk 

warga negara yang melakukan sirkulasi belurn dapat diberikan jaminan hak 

pilihnya oleh peraturan perundangan ini. Untuk m i p i  baik dalam wilayah 

Mam negeri Indonesia maupun keluar negeri, masih dijamin hak 

mexnilibnya. 

Kondisi empiris di kecamatan Sedayu di atas senada dengan 

pendapat Agus Wibisono SIP dkk, yang menyatakan bahwa pemutakhiran 

data pemilih yang diatur Mam peratman perundangan tentang pemilihan 



wnum belurn mampu mencakup dinamika kependudukan yang salah 

satunya menyentuh aspek mobilitas penduduk. 

Lebih jauh pernutalchiran data pernilih dengan basis adrninistrasi 

kependudukan masih terkungkung dalam logika administrasi spasial dengan 

pijakan domisili perseorangan. Hal ini tidak mungkin menjangkau 

kelompok-kelompok rentan "gegar pemilu" yang terhadang kendala tidak 

memiliki kartu identitas resmi yang semestinya memiliki hak politik sama. 

Kelompok- kelompok rentan yang dapat teridentifikasi antara lain adalah 

kelompok anak jalanan, gelandangan, yang ti&& berdomisili tetap. Ada pula 

kelompok rentan yang lain yang juga terkendala kartu identitas yang karena 

sesuatu ha1 ti& dapat memasukkan data demografi sosial terkait status, 

keagamaan, jenis kelamin dan lain sebagainYa.'O5 

Pendapat di atas berbeda dengan realita adanya fenomena 

kependudukan yang dinamakan migrasi. Dalam deskripsi lokasi di atas, 

diutarakan bahwa yang tercatat dalam administrasi kependudukan di 

Kecamatan Sedayu adalah individu . yang . bermigrasi. . . Ada 228 orang yang . , 

melakukan migrasi ke luar wilayah Kecamatan Sedayu baik antar 

kecamatan, kabupaten maupun antar provinsi. Di samping itu ada 407 orang 

yang datang (migrasi ke dalam) baik antar kecamatan, kabupaten maupun 

provinsi ke wilayah Kecamatan Sedayu. 

Data h i  secara riil tercatat dalam data kependudukan kecamatan 

Sedayu. Hal ini dibuktikan dengan dokumen kependudukan swat 

lM~gus  WXsono, dkk, SZFtem Aclministrasi K e p e n d u h h  Sebagai h b k  Dasar HaR 
Pbm, hmd Ombu- Daetaft, %i 4/ Iahm W 2008, Lembaga Ombudsman D a d  
Istimewa Yogyakarta, Propinsi DIY, Hlm. 34-35 



keterangan pindah. Data seperti ini &pat terakses melalui proses 

pemutakhiran data pemilih. " Gegar pemilu " tidak terjadi pada individu- 

individu yang tercatat dalarn data kependudukan, walaupun mereka 

melakukan gerak kependudukan. 

Dengan dernikian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, hanya 

rnengutamakan jaminan dan perlindungan hak memilih bagi individu yang 

tercatat dalam data kependudukan. Deviasi inilah yang menyebabkan 

adanya ketiddcakuratan jumlah warga negara yang mempunyai hak memilih 

yang sehanrsnya terdaftar dalam hak memilih. 

Lalu seperti apakah format penyusunan peraturan perundang-undangan 

yang baik yang mampu mengakomodir hak memilih tersebut? Berdasarkan 

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan disebutkan bahwa, "Dalam 

membentuk Peraturan Perundang-undangan harus bedasarkan pada asas 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :Io6 

1. kejelasan tujuan; 
2. kelembagaan antara jenis dan materi tujuan 
3. kesesuaian antara jenis clan materi muatan; 
4. dapat dilaksanakan; 
5. kedayagunaan dan kehasilan; 
6. kejelasan rumusan; dan 
7. keterbukaan 

'* UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratwan Penmdang- 
undangrm, CV Eka Jaya, Jakarta, 2004, Hlm. 6 



Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 0 

Tahun 2004, Pasal5 disebutkan :Io7 

1. Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap 
Pembentuka-n Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan 
yang jelas yang hendak dicapai. 

2. Yang dirnaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentuk yang 
tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Pemdang-undangan harus 
dibuat oleh lembagdpejabat Pembentuk Peraturan Perundangg-undanggan 
yang berwenang. Perahran Pemdang-undangm tersebut &pat dibatalkan 
atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembagdpejabat yang tidak 
berwenang. 

3. Yang dimaksud dengan "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" 
adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan fiarus 
benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis 
Peraturan Perundang-undangaa 

4. Yang dimaksud dengan asas "dapat dil- adalah bahwa setiap 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus meperhitungkan 
efektiftas Peraturan Pemdang-uudangan tersebut di dalam masyamkat, 
baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

5. Yang dimaksud dengan asas "kaiayagunaan dan kehasilgunaan" adalah 
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang 
be=-benar dibutulhn dan berma&aat dalam mengatur kehidugan 
b e r m a s y e t ,  berbangsa elan bernegara. 

6. Yang dimaksud dengan asas ''kejelasaiz nunusan " adalab bawa setiap 
Pemtunm Pmdang-undaugan harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan Peraturan penmdang-undangan, sistematika dan pilihan kata 
atau terminologi, serta bahasa hulcumnya jelas dan mudah dirnengerti, 
sehingga tidak meninabulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pel&aannya. 

7. Yang dirnaksud dengan asas "keterbukaan" adalah dalam proses 
Pembetukan Peraturan Perundang-undanganmulai dari perenCanaan, 
persiapan, penyusunan, dan pembahsan bersifat transparan dan terbuka. 
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesernpatan 
yang seluas-luasnya unfuk memberikm masllkan dalam proses Pembuatan 
Perstturan Perundang-undangaa 

Lalu bagaimanakah . . dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pedihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 

tersebut? 



1. Kejelasan Tujuan 

Kejelasan tujuan dari swtu produk hukum, dalam ha1 ini Peraturan 

KPU dapat kita lihat dalam konsideran. Konsiderau memuat uraian singkat 

mengenai pokok-pkok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan 

pembuatan Peraturan ~erundan~-undaa~an.*~* Dalam konsideran 

menimbang disebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan &lam 

penyusunan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD 

dm DPRD addah' 

1.  Untuk m e l h a k a n  ketentuan Pasd 8 ayat (1) huruf e, Pasal9 ayat 

(1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 

Pe~yelenggara Pemilihan Umum, Komisi PemiUm Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum mempunyai 

tugas pemutdhirau data pemilih bedasarkan data kependudukan dan 

menetapkan sebagai daftar pemilih yang merupakan pengguna . . akhir 

data kependudukan yang disiapkan dm disembkm oleh Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah. 

2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal33 ayat (4) UU Nomor 10 T h  

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, perlu 

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara 

Penyusunan Daftar Pemilih untuk Anggota DPR, DPD, dan DPRD 



Berdasarkan ketentuan konsideran di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tujuan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 ini 

adalah untuk memberikan kepastian hukurn ketugasan KPU Propinsi clan 

KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemutakhiran data setiap warga 

negara yang telah mempunyai hak pilih agar dapat menggunakan haknya 

dalam pemilihan umum Legislatifi, selain itu juga memuat ketentuan 

pelaksanaan atas pendelegasian kewenangan dari UU Nomor 10 Tahun 

2008 kepada KPU untuk mengeluarkan Peratwan tentang penpunan 

d& pemilih berdasrkan data kependudukan. 

Dengan demikian seharusnya penyusunan Peraturan Komisi 

Pemiliban Umum Nomor 10 Tahun 2008 mengakomodir setiap 

penggunaan hak sipil dan politik warga negara Indonesia yang telah 

mempunyai hak pilih untuk ikut rnenggunakm haknya. Batasan syarat 

menggunakan hak pilih yang tidak fleksibel, kaku justnr menitnbulkau 

pengekangan yang merugikan masyarakat. Peraturan perundangan yang 

baik seharusnya mampu memproyeksikan kemungkinan pernasalahan 

yang terjadi, sehingga ditemukaa solusi hukumnya dan artinya akan 

meminimaiisir pernasalahan implementasi di setiap jenjang unsur 

pelaksana dan akhirnya produk peraturan perundangau sesuai dengau 

tujuan yang ditetapkan. 



2. Wewenang Pembuat Peraturan Perundang-Undangan . . 

Memperhatikan ketentuan dalarn Pasal 33 UU Nomor 10 Tahun' 

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 

disebutkan : 

(1) KPU Kabupatenkota menggunakan data kependudukan sebagai 
bahan penyusunan daftar pemilih. 

(2) Daftar pemiiih sebagimana diinaksud pada ayat (1) sekurang- 
kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal 
lahir, jenis kelamin clan alamat Warga Negara Indonesia yang 
mempunyai hak pilih. 

(3) Dalarn penyusunan dab pemilih sebagaimana dimaksud ayat (I), 
KPU Kabupatenkota dibantu PPS. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar 
pemilih diatur dalam peraturan KPU. 

Membaca ketentuan di atas sudah dapat dipahami bahwa yang 

berwenang untuk menetapkan Peraturan tentang penyusunan daftar 

pemilih adalah KPU. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peratwan Permclang-undangan ketentuan dalam bagian 

pembukaan setelah fiase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 

E S P  diikuti dengan Jabatan PembentUk Peraturan Pemdang-undangan. 

Dalam kaitannya dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, ketantuan fiase "DENGAN RAHMAT 

TUHAN YANG MAHA ESA" tidak tercantum, tapi bgsung fiase 

"KOMISI PEMILLHAN UMUM". Dengan demikian dalam penyustmm 

peraturan belum mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. 



Walaupun begitu dapatlah dibaca pejabat yang benvenang dalam 

penyusunan peraturan adalah Komisi Pemilihan Umum, dan ha1 tersebut 

sudah sesuai dengan kewenangan KPU. 

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

Ketentuan mengenai Hak Memilih, telah diatur sebagaimana 

dalam ketentuan Pasal3 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa yang mempunyai hak 

memilih adalah : 

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah 

genap berumur 17 (tujuh belas) tahm atau lebih atau sudahtpemah 

kawin mmepunyai hak memilih. 

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dhaksud pada ayat (1) 

d i e  oleh penyelenggm Pemilu dalam daftar pemilih. 

Selanjutnya dalam Pasal4 Peraturan KPU Peraturan KPU Nomor 

10 Tahun 2008, untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara 

Indonesia harus terclaftar sebagai pemilih. Dalam ketentuan Pasal 5 

Peraturan KPU lebih lanjut disebutkan bahwa : 

(1) Seorang pemilih hanya didafh 1 (satu) kali dalam daftar pemilih 
di PPS pada setiap KelurahanfDesa atau sebutan lain. 

(2) Apabils seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat 
tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang 
alafaatnya sesusti dengan alamat yang tertera dalam tan& ideati@ 
kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang 
dicantumkan ddam daftar pemilih. 



Seperti telah dijelaskan dibagian terdahulu, bahwa hak sipil dan 

politik setiap warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih 

diakui dan dijamin oleh negara dalam UUD 1945. Berikutnya ketentuaan 

pelaksanaan penggunaan hak melalui Pemilihan Umum diakomodir 

dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD dan DPRD dan terakhir berdasarkan pendelegasian 

kewenangan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 penggunaan hak pilih 

dijamin dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cam 

Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

dm DPRD. 

Ketentuan Pasal 10 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peratwan Perundang-undangan menyebutkan bahwa 

materi muaiau Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan 

Undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan memperhatikaa 

ketentuan tersebut penulis menganalogkan dengan ketentuan &lam 

Peratwan Komisi PemZhan Umum. Sama halnya dengan Peraturan 

Pemerintah tersebut, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

seharusnya berisi materi untuk menjalankan Peraturan di atasnya yaitu 

Undang-Undang. 

Mengutip pendapat Hans Nawiasky yang mengembangkan teori 

dari Hans Kelsen tentang . jenjang . norma dalarn kaitannya dengan suatu 

negara, dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Rechtslehre, bahwa 

sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu n o m  hukum dari negara 



manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang, di mana norma yang di 

bawah berlaku clan berdasar, dan bersumber pada norma yang berlaku, 

berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi yang disebut 

Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu 

berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma-norma hukum dalam suatu 

itu juga berkelompok. Pengelompokkan norma tersebut menjadi 4 

kelompak besar yang terdiri dari :Io9 

Kelompok I : Staatsjkndamentalnorm (Norma Fundamental Negara) 

Kelompok I1 : Staatsgrundgesetz (Aturan DasarlPokok Negara) 

Kelompok 111 : Formall Gesetz (Undang-undang 'Yormal") 

Kelompok IV : Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelakana & 

aturan otonom) 

Berdasarkan pengelompokkan yang keempat, bahwa Peraturan 

pelaksanaan clan peraturan otonom ini merupakan pemtumn-pembmn 

yang terletak di bawah undang-undang yang b e h g s i  

menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, di mana 

peraturan pelaksanaan benumber dari kewenangan delegasi, sedanghan 

peraturan otonom benumber dari kewenangan atribusi.l10 

Atribusi kewenangan dalam pembentukan peratwan perundang- 

undangan (&bute van wetgivingsbevoegdheid) ialah pemberian 

kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan 

oleh Grondwet (undang-undang dasar) atau wet (undang-undang) kepada 

'*Maria Farida In& Seprapto, IZmu Pertcndang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, I998,HIm. 27 
' I 0  Ibid, Hlm. 35 



suatu lembaga pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus-terus dan 

dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai 

dengan batas-batas yang diberikan. 

Delegasi kewenangan dalarn pembentukan peraturan perundang- 

undangan (delegatie van wetgevingsbevoegdheid) ialah perlimpahan 

kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilrhkan 

oleh peratwan pemdang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan 

yang lebih rendah, baik pelimpahan yang dinyatakan dengan tegas 

maupun tidak. Kewenagan delegasi ini tidak diberikan melainkan 

diwakilkan dan bersifat sementara ddam arti kewenangan ini dapat 

diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada. 

Dengan demikian secara W k i  @at d i f i h m i  bahwa setiap 

peraturan perundangan haruslah berdasar dan bersumber pada peraturan 

yang lebih tinggi, pemturan pelaksana di bawahnya tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan di atasnya Membaca ha1 tersebut 

kenyataan substansi materi penggunaan hak pilih warga negara 

Indonesia baik dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU 

Nomor 10 Tahun 2008 justnr tidak sejalan dengan semangat daIam UUD 

1945. Kenyataan inilah yang seharusnya tidak perlu terjadi, 

4. Dapat diiaksanakan 

Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan dengan asas 

"dapat d i l h a k a n "  adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan 

Perundang-mdangan harus memperhitungkan e fewtas  Peratwan 



Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakilt, baik secara yuridis, 

sosiologis maupun filosofis. 

Hukum dapat diterima dan ditaati masyarakat hams mempunyai 

dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis 

maupun filosofis. ' 
a. Dasar yuridis ~uridischegelding) sangat penting dalam pembuatan 

peraturan, karena akan menunjukkan : 

1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuatan peraturan, kalau 

tidak maka peraturan tersebut batal demi hukum (van rechtswege 

nietig); 

2) Kebarusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan dengan 

materi yang diatur, jika tidak maka peraturan itu &pat dibatalkan 

(vemietigbaar); 

3) Kehanlsan men- tata cara yang ditetapkan jika tidak batal 

demi hukum, 

4) Keharusan tidak bertentangan dengan p e r a m  yang lebih tinggi 

tingkatannya. 

b. Dasar Sosiologis. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan perahran 

yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan 

dengan spontan. Bukan sebalhya, pen- masyarakat atas 

suatu paraturan lebih disebabkan oleh paksaim penguasa. 

"' airin Harahap, Teorf Pmndang-Undbng? Yogyakyta Yvakarta, 2006, Hlm. 4 



c. Dasar filosofis. Dasar filosofis ini dirnaksudkan bahwa setiap 

pembuatan peraturan adalah setiap masyarakat selalu mempunyai 

rechisidee, yaitu apa yang mereka harapkan dari suatu peraturan, 

misalnya untuk dijarnin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, 

keamanan, dan sebagainya. 

Sebagaimana telah disebutkan dalam poin konsideran dalarn 

penjelasan tujuan di atas, pada dasanya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 

2008 telah memuat ketentuan dasar hukum dalam pembuatan peratman 

perundang-undangan yang baik. Dari segi dasar yuridis adalah Peratman 

KPU tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengaturan pendataan pemilih sebaimana diperintahkan dalam UU Nomor 

10 Tahun 2008, dan ha1 itu sudah sesuai dengan ketentuan bukan suatu 

permasalahan hukum lagi, yang menjadi rnaslah adalah substansi materi. 

Sedangkan dari segi dasar sosiologisnya, yaitu dengan 

dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 10 

Tahun 2008 tersebut secara sosiologis sedikit banyak menimbullm 

masalah sebagian masyarakat yang tidak terakomodir haknya pada hal 

jelas-jelas dia mempunyai hak pilih. Permasalahan Domisli, ti& 

terdaftar, tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk merupakan masalah 

sentral yang menjadi penghambat. 

Dari segi filosofis, dengan diterbitkanya Peraturan yang mewadahi 

hak pilih warga negara dalam kehidupan berdemokrasi di iapkan mampu 

menjadi wadah masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan 



Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, d m  mempunyai wakil- 

wakil rakyat sesuai dengan pilihan adalah suatu harapan di masing-masing 

pemilih. Akhirnya keterlibatan setiap warga negara sangatlah penting 

dalam mewujudkan wakil rakyat yang bisa membawa aspirasi mereka. 

Disinilah letak pentingnya memabami filosofi sebuah peraturan itu 

ditetapkan, kepentingan warga negaralah yang seharusnya diutamakan dan 

terwadahi secara legal formal. 

5. Kedayagunaan dan Kehasilan 

Asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap 

Peraturan Pemdang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan b e d a a t  daldalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegam 

Keberadaan UU Nomor 10 Tahun 2008 maupun Peraturan KPU 

Nomor 10 Tahun 2008 memang dibutuhkm clan diharapkan dapat menjadi 

sumber rujukan dalam mewadahi hak warga negara dalam mengguankan 

hal pilihnyaMenurut analisa penulis di bagian terdahulu, dengan mash 

ditemuinya permasalahan implementasi peraturan di tingkat unsur 

pelaksana adalah salah satu indikator bahwa peraturan tersebut dipandang 

mash kurang berdaya gma dan berhasil guna. Masih dibutuhkan 

pembenahan perumusau persyaratan yang tidak mengurangi hak sipil 

warga negara dalam menggunakan hal pilih. 



6. Kejelasan Rumusan 

Diaksud dengan asas "kejelasan rumusan " adalah bawa setiap 

Peraturan Perundang-undangan ham memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata 

atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, 

sehingga tidak menimbukan berbagai macam interpretmi dalarn 

pelaksanaannya. 

Dalam ha1 kejelasan rumusan dalam W Nomor 10 Tahun 2008 

maupun Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 dipandang justru 

merugikan sebagian warga masyamkat, batasan persyaratan yang tidak 

dirumuskan dengan jelas di kemudian hari menimbulkan permasalahan 

yang cukup pelik, merugikan masyarakat yang tidak terakomodir haknya 

&bat perumusan yang tidak mendasar. Idealnya setiap nunusan dalm 

pasal perpasal telah diproyelcsjkm, di-s kern* kegagalmnya 

sehingga rumusan penanggulanga. kemungkinan &pat dimas* 

sebagai bagian pasal yang diharapkan mampu mengatasi masalah yang 

muncul dalam tataran implementasi. 

7. Keterbukaan 

Dimaksud dengan asas 'letabukaan" adalah dalam proses 

Pembetukan Perahran Pemdang-undangan mulai dari perencanaan, 

persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. 

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 



yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan 

Peraturan Perundang-undangan 

Memperhatikan keterbukaan sebagaimana dimaksud di atas, baik 

dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 rnaupun Peraturan KPU Nomor 10 

Tahun 2008 secara prinsip belum mampu memenuhi rasa adil dalam 

masyarakat. Kesempatan memberikan masukan khususnya dalarn rangka 

menuntut hak sebagai . . pemilih terbentur pada kenyataan yang bertentangan 

dengan ketentuan dalam peratwan. Kemudahan penyelesaian 

permasalahan tidak ditemukan dan akhirnya masyarakat menjadi apatis 

dm pasif dalam menggunakan . . haknya. Kenyataan tersebut lambat lam 

jika tidak ditemukan jalan keluarnya dan selalu terulang dalam tahapan 

penyelenggaraan pemilihan mum, bukan ha1 yang mustahil kehidupan 

demokrasi di Indonesia tingkat , . kegagalannya . . .  justru dalam proses 

- pembuatan peraturan yang ti& mampu menampung aspirasi masyarakat 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dalarn negara hukum yang demokratis, pemilu yang dilaksanakan 

secara reguler merupakan salah satu alat untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat. Eksistensi rakyat dalam proses pemilu mempunyai konsekwensi pada 

tingkat legitimasi. Pemilu juga merupakan sarana untuk memilii wakil-wakil 

rakyat dan penggantian kepernimpinan. Wakil-wakil dan pemimpin yang 

legitimet sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua warga negara dalam 

proses pemilu 

Sejauhmana keterlibatan warga negara Mam mengikuti perdu selain 

ditentuakn kesadaran clan budaya politik masyarakat juga dipengamhi oleh 

peran negara dalam memberikan j& hukurn terhadap hak memilih warga 

negara. Hasil penelitian di Kecamatan Sedayu menunjukkim adanya 1427 

warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan 

umwn anggota DPWPD dan DPRD. Hal tersebut b a  diawali oleh tidak 

terakomodirnya wwga negara tersebut dalam pen&f€aran pemilih. 

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkim hal-ha1 

sebagai berikut: 

1. Hak memilih merupkan hak yang dimiliki tiap warga negara untuk 

mewujudkan dan menegakkau kedaulatan sebuah n e g m  Di Indonesia 

dengan mengacu pasal 1 ayat 2 UUD 1945 kedaulatan tertinggi ada 

ditangan rakyat. Konsekwensi dari amanat konstitusi tersebut adalah 



hak memilih warga negara sebagai . . satu elemen penting untuk 

menegakkan kedaulatan rakyat hams dijamin dalam konstitusi dan 

hukum. Jaminan dan perlindungan hak memilih warga negara dalam 

upaya menegakkan kedaulatan rakyat diatur dalam konstitusi UUD 

1945 passal 28 D ayat 3. Eksistensi hak memilih ini juga diatur dalarn 

beberapa peraturan perundangan yaitu pasal 43, Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang- 

Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum pasal 19 dan 

Pasal20. 

Dengan berdasarakan aturan hukum diatas, maka hak memilih 

merupakan hak sipil dan politik yang masuk dalam kategori hak asasi 

rnmusia. Oleh karena itu adanya pelanggaran yang mengakibatkan 

tidak terpenuhinya hak memilih warga . . negara telah melanggar hak 

konstitusional sekaligus melanggar hak asasi mauusia. Secara 

konstitusional sesuatu yang mengakibatkstn tidak terpenuhinya hak 

memilih warga . . negara telah mengurangi . . tingkat . . legitimasi . . dan 

kedaulatan kehidupan bernegara. 

2. Secara yuridis mekanisme pendataan pemilih dalarn pelaksanaan 

pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD mendasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Perniiiharn Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut kemudian 

ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 



10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut, panitia Ad 

hoc yaitu PPK Kecamatan Sedayu clan PPS se Kecamatan Sedayu 

melakukan upaya hukum berupa pemutakhiran data pemilih dengan 

berdasar DP4, untuk disusun DPS, DPSHP Awal, DPSHP Akhir 

sebagai bahan KFU menetapkan DPT. 

Hasil observasi, menunjukkan bahwa Panitia AD Hoc penyelenggara 

pemilu dikecamatan Sedayu telah memenuhi ketentuan yang diatur 

dalam perahmu perundangan di atas. Adanya 1427 warga negara yang 

tersebar di desa Argomulyo, Argorejo dan Argosari , tidak ter* 

dalam daftar pemilih bukanlah disebabkan oleh faktor ketidaktaatan 

hukum Panitia ad hoc penyelenggara pemilu yang terdiri dari PPK 

Kecamatan Sedayu dan PPS di empat desa akan tetapi disebabkan oleh 

adanya batasan yuridis yaag tertuang dalam ketentuan pasal5 Peratu.ra.n 

KPU Nomor 10 Tahun 2008. Ketentuan administratif dalam pasal 

tersebut ternyata tidak mampu mengakomodir sejumlah warga negara 

yang berhak memilih di Kecamatan Sedayu. Dengan demikian ada 

hambatan yuridis yang menyebabkan adanya pelanggaran hak 

konstjtusional dan HAM warga negara di Kecamatan Sedayu. 



Dalarn membuat peraturan perundang-undangan agar dapat menjamin 

dau melindungi hak mernilih warga negara, seharusnya hams dilihat 

dari perspektif hukurn kewarganegaraan. Dalam hukurn 

Kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalarn Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2006 dinyatakan bahwa warga negara berbeda dengan 

penduduk. Penduduk lebih menekankan kedudukan hukum warga 

negara berdasarkan domisili, sedangkan warga negara lebih 

menekankan adanya hubungan konstitusioal. Artiiya setiap warga 

negara merupakan permanen population yang hak dan kewajibannya 

dijamin oleh konstitusi. Motif eksistensi kewarganegaraan secara jelas 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu warganegara 

merupakan unsur konstitutif negara Republik Indonesia yang tidak 

terbatasi oleh unsur agama, suku, keyakinan, ras maupun tempat 

tinggal. Apabila mendasarkan pada asas h h  kewarganegaraan, 

maka peraturan perundangan yang mengatur tentang hak mernilih akan 

mendukung terkaomodhya asas kebebasan, keadilan dan persamaan 

sebagaimana diutarakan oleh Hans Kelsen. 

B. SARAN 

Atas dasar pemahaman simpulan di atas, maka sarstn yang dapat 

dikemukahan dari hasil penelitian ini adalah sebagi baikut : 

1. Penpunan peraturan pemdang-undangan khususnya yang bertdian 

dengan hak asasi warga negara harus benar-benar memperhatikan 

ketentuan penyusunan paraturan perundaug-undangan yang baik, 

sehingga dalam tataran implementasi tidak menyulitkan dan merugikan 

warga negara 



2. Peristiwa migrasi dan sirMasi penduduk di Kecamatan Sedayu 

Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak 

diikuti tertib administrasi ternyata membatasi penggunaan hak memilih, 

ke depan diharapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum 

rnarnpu mengakomodir pennasalahan tersebut. 

3. Mekanisme Judicial Review adalah solusi yang terbaik clan tepat. Warga 

Negara Indonesia ke depan diharapkan lebih memahami hak sipil dan 

politik yang sangat asasi, sehingga apabila terjadi pelanggaran hak tahu 

jalan keluamya, yaitu melalui mekanisme Judicial Review. 
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tentmg Tahapan, Program, &n J a d d  PenyeZenggaraan PemiCifan 
Umum Anggota Dewan PevwaRitan Rakye Dewan Perwakihn Daerah 
dun Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, CV. Novindo Pustaka Madhi, 
Jakarta, 2009 



Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan RPU Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan Dafttar Pemilih untuk Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dun DPRD, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 
2009 

SUMBER LAIN : 

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasyarakatan UUD Negara 
Rep~tblik IndonotskRahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RT, 2006 

Materi birniek PPB dun PPS se Kabupaten Bantu4 tertanggd 16 Juli 2008, 

Harian Kedauhtan Rakyat, Yogyakarta, Jum'at, tanggal 26 Juni 2009. 

Kantor Kecamatan Sedayu, Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu, Data 
Penduduk Potensial PemUih, Bantul, 2009. 

Kantor Kecamatan Sedayu, Panitia Pemilihan Kecamatan Sedayu, Data 
Dish.iblcsi DP4 Becamatan Sedayu, Bantul, 2909. 

Hail Interview dengan anggota PPS Oesa Argornutyo, Argorejo dan Argodbdi, 
pada tanggal 4 April 2009 di Kantor Pdt ia  Pemilihsm Kecarnatan Sedayu. 

In&rview &ngan Sdr. Sukir@o seGaRuKe6w PPSDesa Argodadi pada tanggal 8 
!kptember 2008 di Desa Argodadi Interview dengan Sdr. Sukirdjo 
selakuKetua PPS Desa Argodadi pada tanggal 8 September 2008 di Desa 
A r g M ,  Kecamatan Sedayu. 

Hasil Interview dengan Sdr. An&i Wrdkmko selakn a n m a  PPS Desa 
Argorejo, pada tanggal 10 September 2008 di Desa Argorejo 



KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BANTUL 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BANTUL 

NOMOR 11 /KI'U/VII~AI.IGN 2008 " 
..  . . 

TENTANG 

I'ENETAI'AN KETUA DAN ANGGOTA 
T I A  PEhIILIHAN KECAMATAN (PI'K) S E  KABUPATEN BANI'UL 
DALAM I'ELAKSANAAN PEMILIHAN UMURl TAHUN 2009 

KOMISI  L'EMILIL-IAN UikIUhl ~<I\UUI'A'~'EN UANTIIL;,"' 

: a. bahwa untuk kclsncnran . jala-nya admins!r+i dalani rangka 
melaksanakan Tahapan- Fcmilu 2009 dipanding perlu segera untuk 

- . menetapkan Kctua dan Anggota P!'K se Kabupaten Bantu]; 
'b. bahwa bcrdasarkan ha1 tcrscbut pada Ilurul: a, perlu nlenctapkan 

Kcputusan Komisi l'cmilihan Un~urn Kabupaten Bslntul mengenai 
Penetapan Kctua dan Anggota Panitia Peillilillan Kecamatan (PPK) se 
Kabup~tcn Bantu I Dala~n Pc1:lksannan Per?liliha!~ 'Umunl Tahun 2009. 

: 1. Undang-Undang Nomor 22 l'ahun 2007 tcrltat~g' Penyelenggara 
l'dmiiihan Ulnurn (Lcmbaran Negara Republik'Indonesia Tahun 2007 
Nomor 59, Tambahan Le~nbaran Negara Nomo: 472!); 

2. Pcraturan-Komisi Pemilihan Umum Nornor 05 ~ * u n  2C08 tentang Tata . 
Ksrja Komisi I1emilihan Umum, Komisi ~emi l ihan  Umum Provinsi dan 
Komisi'I'emilihan UIIIU~I KabupatenIKota; 

3, I'eraturan Komisi Penlilihan U I ~ U I ~  Nomor 06 T ~ l l u n  2008 tentang 
Susunan Organisasi dnn Tata Kerja Sekretariat Jendeial Kolnisi 
Pen~ilihan Umum, Sekictnriat Konlisi ~eniilih3n. U~nuin Proviusi dan 
Sckrctnriat Kcnlisi Pcrnilili:!:~ U~num Kabup:ltan/Kota; 

4. Keputusan IConlisi Pernil:'- -!.I Umu:n ~~Jofi lo-  C7 T:~ll~ln 2915 tcritans 
,, Orgnnisasi 9 T ~ [ J  :lit!?- .':---T::'! . . . - , - Kcc7.l.n. - ,A[!, P,:r!itirt 

' 

Pei::ungutan Suzra, Jnli ' ~11. -3k Pc.:!yclc; ,..-... : "cc~~!:-:.-,illrr. Swra  
D~.!am Pcnyclcnggarltan j' : .lii 309; 

-:.. Pei;l[uinn Koniisi I'tlnil;': L'; ?urn N ! ~ n ~ o r  C? 'i'ailiin . . ,2'!3Y . :ltsng 
- . I . .  . . Ta!lq~an, P:ograni dall 1 ,:nl Penyc!rngg;:n>:.:~ ;'cm~!l.:?~. :rnum 

. . A::ggo(a Dc\vnn I;crw:lk;l. . R ; : ' : ~ L I ~ ,  Jcwa;: i':;;i\fz'.;i!a~~ r3:lcr ii dan 
', 'U!l ?XI!-; De\van Per\\lakilan Iinkyn: : ,  42r;i.. '1'-i 

6. 1'er::turan t i  K~L'::; ::ul Nomcr l?:i,Pi:[K.06/2@C6 .;tang' 
Peiioman Pe:nbayaran Diilzi,! Pciaksanaan Anggaran Pwdapat.an d m  
Bela~ljii Negnra; . . 

7. K e p ~ ~ t u s a n  Komisi Pcmilihnn Umuln Kabupaten ~ .an tu l  N ~ m o r  
19/Ks.KPU7VIfTAl-1UN 2008 tentany Pengangkaian Anggota Panitia 
P c ~ l ~ i l i h q  Kecamatan (PPK) Dala~n ~ e l a k s a n a h  . Pemilihan Umum 
Tahun 2009 Ko~nisi llemilihan Umum Kab.clpaten Rantul Ta!!un 2008. 



Lampiran : 
~ e ~ u t u s a : '  Komisi Pemilihm U m u n ~  
Kabupaten Baritul 
No~nor : 11 IKPUNII/TAH!JN 2008 
'Tanggal : 3 ' lul i  2008 

SUSllNAN PERSONALIA KXTUA DAN ANGGOTA 
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (1'PX) S E  U B U P A T E N  DANTUI, 

DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 

1 AGUS SUSILO, S.l'd. 

2 DENY ARTATI, SE. 

3 PUJIANTARA 

4 Pj. SUGIARSO WIWOWO 

5 Hj, YUNIAI'LM TRII-IARINI, S.Pd. 

BANTUL 

WANTUL 

----- 
KETU A 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

1 6 1 SURONO 1 BAMUANGLII'URO / KYTUA 1 
7 Drs. JAKA SUHARYANA 

8 P. SUHADI, S.Pd. 

9 IDA NUR HAYATI 

10 TRI TANTUN SM'AN'I'AIZA, S.Sos.1. 

11 1 Drs. SAPARI USSUI'. 

12 ATIKA MUSRIFAI-I, S.Si 

13 ARIF, SP 

14 Drs. PONIMIN 

15 1 PAMBUDI 

16 / YANTO EKO CAIIYONO, !3E. 

17 1 DANIEL FITIUANTO, P.Si 

18 Dra. IRAWATI HANDAYANI 

19 HARIYANTO, M.1-Iu~n 

BAMDANGLII'URO ANGGOTA 

BAMBANGI,IPURO ANCIGOTA 

BAMBANGI,Il'URO ANGGO'TA 

BAMBANGLII'URO ANGGOTA 

JETIS 
I 

l<E"I'UA 

JETIS ANCJGOTA 

JETIS ' ANGGOTA 

J ETIS ANGGC>TA 

JE'TIS ANGGOTA 

iKASIHAN KETUA 

Y.ASII1AN ANGGOTA 

KASIHAN . ANGGOTA 

SAS!I-IAN :\NGGO'I'A 

!cf\, ?. 1 : ; (4. : 1 '.I !c;co'r/\ 
' \ .- , ,.,. , ?, '..' .. , . : 1. . L! ' . \.,'']-U ,i& 

..\., 

,. !: I 1 .',,y' 'u 
) ,. ._ lL,*  

1 ?". , L. ~:ll.~:-f Ll 

, yEU, ' i? 'u  
I 

~ -. -- I s::r1nvu --- - 







x .:I h4 r I  - - .- 

I'EGUI-I I'iUY Olio 

SIT1 ROSYIDAH, S.l'd. 

RISMAN 

W D I  SUSANTO 

ZANDARU 

PAJANGAN , 

PAJANGAN 
I '  

PAJANGAN " 

I 

PAJANGAN' 

SEWON 

SEWON 

1 31 1 SARMIDI 

U T U A  

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

E T U A  

AXGGOTA 

AI'JGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA - 

ANGGOTA 

ANGC-OTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

HENDY SETIAWAN BUDI SANTOSA, SH. 

ISTUNTUN RIANI, S.Hum. 

M. AMRUN, AMd. 

' I SEWON 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

i(ETUA 

I i 
I 

ANGGOTA I 

ANGGOTA ' 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA I 
I 

ANGGOTA 

ANGGOTA 
I 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGO'TA 

ANSGO'TA 

SEWON 

SEWON AGUNG SUSILO NUGROHO 

Drs. GUNAWAN PURWANTA 

FRNA DWI SETYOWATI, SE 

ARI SETYOBUD1 SU DARMANTO 

RAHARlO, S.T. 

1 40 1 INDRASWORO AGUNG PRIBADI 

Drs. U S M A T  HIDI'LYAT 

AMAT YANI, SIP. 

AGUS TOTOK PIYUNGAN I 

IJIYUNGAN I 

FlYUNGAN '1 
{I 

PLERET ii 
PLERET '1 

NUR SA'ADXI-I, Spi. 

MOH WASUL BA'I 

HINDUN ZAKIY AH, S. Ag. 

PLERET 

PLERET MUCH MAWUDI 

SIHONO 

SUHARI. S.Ag 
,I I IMOGIRI I 

1 52 1 NGADIYA, SH. 

;I 
IMOGIKI I; 

IMOGIRI ! 
I 

D1,INGO 
1 

SURYADI, SH. - 
TRI RUSBIYANTI, SSi 

AHMAD NURUDIN 

DI.INGQ ./ 

DLINGO 

( DLINGO 

AHMAD MUSYADAD 

AHMAD RISTIYANI 

BUSTANUL ULUM 

: 1 60 1 IKA AKFAWATI I DLINGO 



KECAMATAN I 
PANDAK ., 

1'ANDF.K : 

PANDAK. 

P.4NDAK . . 

PANDAK , ' 

SRANDAKAN 

SRANDAKAN 

SRANDAKAN 

SRANDAKAN 

SRANDAKAN 

SANDEN 

SANDEN 

SANDEN 

SANDEN 

SANDEN 

KRETEK 

K RLTEK 

K E T E K  

KRETEK . 
KIEI'EIC 

I'UNDONG 

PUNDONG 

PUNDONG 

PUNDOf4G 

PUNDONG . 

Kr3'llJA 

ANGGOTA 

A1:JGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGO'TA 

KETU A 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

I<ETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

AIIG GOTA 

KEI'UA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANGGOTA -- 



~ 

KOMlSI PEMILII-IAN U h l U M  
KABUI'A'TEN BANTUL 

KEI'UTUSAN ICOMISI I'XMILII-1AN U M U M  
: I(AI3UI'ATEN UANTUL 

. .  . . 
N O M O R  12 /KI'U/VII/TAHUN 2008 

TENTANG 

PENETAPAN KETU'A DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN S U A U  (PPS) 
SE W B U P A T E N  BANTUL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN 'UMUM TAHUN 2009 

K O M I S l  1'EMILlHAN UMIJM I(ABU1'ATEN BANTUI,, 

Menimbang : a. bnllwa i~~l t i lk  I;cI;111car;111 jala~ltlya adminstrnsi dalanl ranglci: 
tnelnksan:lk;ul 'I'nlull)n~\ I'culilu 2009 dipandallg pcrlu scgcra untuk 
~ncnetapkun Kctun datl Anggotn 1'1's se Kabupsreri ~jantul;  

b. bahwa bcrdasarkan llal tersebut pada 1lur.uf a, perlu menetzpkan 
Kcputusan Kotnisi Pcmilihan Umum Kabupatcn Bantill mcngenai 
I'cnctapan Kctila tkln c'\i\ggota l'anitia 1jc1:lurigutan Suara (I'I'S) se 
K:tbupatcil Ba~\tl.ll Ilalatll l'claksatlaan I'cmilil~an Unlum Tahun 2009. 

Mengingat : 1 .  Undang-Utuda11g Notnor 22 Tahun 2007 tcntang I'c-nyelenggara 
l'cmilihan Umum (Lcmbnran Ncgara Republik I n d ~ n e s i a  Tahur~ 2007 
Nonlor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4721); 

2. Pcraturan Kotllisi I'emililian Unlunl Noi~lor 05 Tahun 20C8 tentang Tata 
Kerja Konlisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum l'rovinsi dan 
Komisi Pernilillan Umum k:abupatcn/Kotc; 

3. l'eraturan Ko~nisi  l'en~ilihan Umilm Nomor '~ .abln  2008 tcntang 
'.. Susunan Organisasi 43.n Tatit Kcrja ~ekretar ia i  Jenderal Komisi 

Pemilihan Urnum, Sekretariat Koinisi Peinilihan Umurn Provinsi d m  
Sekretariat Kornisi Penlilihan Umum KabupateriKotn; 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Urnurn Nomor 07 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kcrja l'anitia Pcmilihan Kccanlatan, Panitia 
1)cinungutan Suara, dan E.elompok I'enyclenggnra l'cmungutan Suara 

- Daiaill Penyelenggaraan I'cmilu 2009; 
5.  Pcraturan Komisi Pcmilihan Umum No~ilor 09 'I'ahun 2008 tcntang 

'Fahapan, Progrnill dan Jadual I'enyelenggaraaan Pen~ililian Umum 
AnggotaDewan I'erwakilo~l Rakyat, Dcwan I'crwnkiian Dacrah dan 
Dewan I'irwakilun Rakyat Dacrah 'Tahun 2004; 

6. I'eraturan Mentcri Keuanga~: Notnor 134iPMK.0612006 tentang 
l'edoman Peinbaynran Dalsin Pelaksmaa~l Anggaran Pendapatan dan 
Belanja 'Negara; 

7. Kepiitusa~i Koinki si'cmilihan Ui11um Kabupatcn Bantu! Nomor 
20/Ka.KPU/VI/TAI-1UN 2008 tentang Pcngangkatan Anggota Panitia 
Pernungutan Suara (1'PS) Dalam l'eiaksanacin Pemilihan Urnum Tahun 
2005 K o m i s ~  l'emilihan Umum Kabupaten Baniul 'Tahun 20G8. 



Men~perhatikan : I .  Iinpat Pleno PPS se Kabupaten Bantul tanggal 20 Juni 2008; 

2. Dnftnr lsian Pelaksanaan Anggaran (DI?A) Nomor : 0140.01069-03.01-1 
200s tanggal 25 Januari 2008. 

I MEMUTUSKAN : : , . 

Menetapkan : 

PERTAMA : Menetapknn Ketua dnn Anggota Panitia Penlurigutan Suara (PPS) se 
Kabupatc 11 Bantul Dalam Pelaksanaan Pcmilihan Umum Tahun 2009 dengan 
Susuna11 Personalia seperti yang namanya tercentum dalam lampiran 
Keputusan ini; 

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana DIKTUM PERTAMA diberikan 
honorarium yang besarnya berpedoman pada Dafiar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DII'A) No~nos : 0 140.0/064)-03.01-1 2008 'i'ahun Anggaran 2008; 

KEI'!GA : Scgala biaya yal g ti~nbul scllubungan dcngan ditcrbitkannya Keputusan ini 
dibcbanknn pada Anggaran Pcndapatan dan 13elanja Negnra Tahun Anggaran 
200s; - .  

KEEMPAT : Keputusnn ini inulai bcrlaku Scjnk tanggal ditctapkan. 

Ditetapkan di Bantul 
l'ada tanggal 21 Juni 2008 

Salinan Disampaikan I;cl>ndn \'lh : 
1. Ketua Badan Pemeriksa I;cuangn;l di Jakarta; 
2. Kcpala Badan Pcngaivns Kcuangau dill1 l ' c rnbang~~~~:u~ cli Jakarta; 
3.  Sckrctnris Jcntlcrcll Ko~uisi I'c~uilil~nn 11111~1111 cq. Kcp;ll;l 

I3iro Keuangan Komisi I'c~nilil~an Umum di ~akasta;. 
4. Kepala Kantor Pelzyannn I'csbendaharaan Negara di Yogyakarta; 
5. Ketua Komisi Pen~ilihan Umum Kabupaten Bantul di Banlul; 
6. Sdr. Bendahma Pengeluaran Bagian Anggaran 69 Sekretariat KPU 

Kabupaten Bantul di Bantul; . 
7. Yang berkepentingai untuk diketahui dan dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 
\ 
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Lampiran : ., 

Keputuszn ~ o i ~ i i s i  I'emilihan Umcm 
Kabupaten Bantu1 
Nolnor : 1 1  /KPU/VI/'TAI-IUN 2008 
I'unggal : 21 J.uni 2008 

. . 

'I ' 

S U S U N A N  P E R S O N A L I A  K E T U A  D A N  A N G G ~ T A  
P A N I T I A  P E M U N G U T A N  S U A M  (I'PS) SE I C 4 B U P A T g N  B A N T U L  

D A L A M  P E L A K S A N A A N  P E M I L I H A N  U M U M  T A l i I J N  2009 

NO 

I 
1 

2 

3 

- 4 ~  
'... 

5 

I .$ 
7 '-- 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2 0  

21 

22  

23 

24  

25  

2 6  

27 

25  

20 

30 

NAMA 

DHANDY DHARMAWAN,  A.Ks. TAMANAN BANGUSTAPAN 

GANDl SURATNA TAMANAN B A N C ~ J ~ T A I ' A N .  

Drs.P.AGUSSUMAN'TIlI TAMANAN 

TRISNAWAN RISDIYANTO JAGXLAN 
. 
MALIEN~II~A l ~ l ~ l < l ~ ~ l l ) l ~ \ N  1:Ilti)ALJS .lA(;AI./\N N G A N  

UllVLlANTO DWI CAI IYO I~U-I.I<AN.I.O JACiAL.t\N BANGL'~.I'l'Al'hN 
pi, ; a .  3 .  v , ,.s,, T, 

.iu,,ti m < l ~ \ ,  EA.  I'O'fC RON 3 

AGUS SAMADI 

SRI WAHYUNI, S.Pd. 

ZUHADIEN 

.SUTRISNO 

SUDARTATIK 

Drs. FATKHUL BIRR1 

S.J. EKA KLIRNIAWA'I'I. S'I'. 

SUHARDI 

ANTON SUMARSONO 

BUD1 PRIYANTO, S.Pd. 

SUKARYO 
SUKADI' WIROKERTEN TAI'AN KETUA 

I 
SUDARMAN 

W I N D U A N T A R A  

SINGOSAXEN DWI BUD1 P U R W A N ' I * ~  
HARTOKC SINGOSA;:EN 

SUHARDI S!NGOSAREN 

HARTANTO 'T'IR'TOI.lARG0 KETU A 

RIYANTO 'T'IR'TOI-IAIIGO ANGGOTA 

Drs. SUDARYANTO TI RTOI-I ARC 0 AFIGGOTA 

Drs. AGUS JAKA 

DONOI'I I~I 'O JUMALIB ANGGOTA 

MUNlR SI.IL,ASTAMII ANGGOTA . 

I'OTORONO , 

I'OTORONO 

JAMBIDAN 

JAMBIDAN 

JAbli)IOP,N 

UANGUN'I'AI'AN 

I~ANC~UN'I.AI'AN 

1lnNCiuY.i Al'nN 

LIAI'U RE7'NO 

BATUltETNO 

BATURETNO 

BANGUNTAPAN 

BANGUNTAI'AN 

BANGIJl$'rAPAN 

l'!'AI'AN 

BANGUNT*I)AN 

I G A A N  

U ~ N C U ~ ~ ~ . I X I ' ~ \ N  

B A N G U ~ T A P A N  
I BANGUYT.APAN 

B A N G U ~ T A P A T J  

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOII 

KETUA 

ANGG0'I.A I i 
! 

A N G G O ~ A  1 
KETUA 

I ANGGOTA , 
ANGGOTA 



NAi'tiA 

184 Drs. SRIYONO 

185 AHMAT FURQON 

186 YATl RETNANlhGSII  I 

187 SUPIIAI"I'0 

188 SARJUNl 

189 I-IUMAM NAI-iARI 

190 ISMAN WAGIMIN. IlSc. 

I91 ISWANDI 

193 AIIMADJAZARI 

194 BADAItUDIN NUlICAl IYONO, SE 

195 UFI RAHMAWATI,  SP 

196 IMAM SUBONO 

197 AMAD JALl 

198 Drs. S['I'YA HADIYANI'A - 

200 JUMlYEM 

KECAMATAN 1 JABATAN 

WONCJLELO PLERET 

WONOLELO PLERET 

WONOLELO PLERET ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

i3A W U IIAN I 

BA\VUIIAN 

BAWIJRAN 

SRIEAIJLYO 

SRIMULYO 

11.0 IIINI. Sl'il J : I~  I 
( 202 SISWANTAIW, S 51. 

' 203 lSTl MUFATONAI I 

204 ABDULLAH A L  Kl IAI:I 

206 SUPRIWANTO 

208 ItUS KAI-IAYU 
1 

209 ISNU HONl 

210 SUMARDI 

21 1 DUMIDJO, BA. 

212 GUNAWAN 

213 HARYONO SAPUTIIO,  S'I'. 

217 SUHADI, S.Sos 

2 18 ARl ASTUTl 

219 SUPARMAN, SE. 

PLERE'T 

PLERET 

PLERET' 

PIY UNGAN 

P l y  1JNG.A.N 

I 'ANDAS 

PANDAK 

I'ANiIAK 

P A N D A S  

PANDAK 

PANDAK 

PANDAK - 

I'A N DA K 

PANDAK 

PANDAK 

BAMBANGI.II'UR0 

L3AM13ANGL,IIJUR0 

U,QM U.\NGLIl'URO 

BAMBANGLII'URO 

BA~v~BANGLIPURO 

13AMnANGI.II'URO 

BAb1UANGLII'LiRO 

BAb113ANGLIPURO 

BAMBANGLIPURO 

- .  

Cj\ I UI<I IAIIJO 

GILANGII.ZRJ0 

GI12ANG1 IAIIJO 

G ILANGHARJO 

TRIHARJO 

'1 I<II1ARJO 

TRII IAIIJO 

WIJliIlJJO 

WIJIRI~JO 

WI ~IRI:JO 

S1DOblULYO 

s I ~ 0 h ~ l  u 1-Y 0 

SIDOIVIULYO 

SUkIUERkIUL.YO 

SUMB1:RMIJLYO 

SUMDI'RMU;,YO 

MU1,YOI)ADI 

h4ULYOL)ADI 

MULYODADI 

SRIMIJI.YO 

SIIIMAR7'ANI 

SRlMAI!'I'ANI 

SRIMARTANI 

SI-I'IMULYO 

SITIMULYO 

SlTlMUI,YO 

CA I'URI-IARJO 

CA I IJIII IAIIJO 

ANGGOTA 

KETIJA 

ANGGOTA 

ANGGGTA 

KETUA 

P l y  UNCiAN 

PIYUNGAN 
I 

PIYUNG,4N 

PlYUNGAN 

PIYUNGAN 

P l y  UNGAN 

PIY UNGAN 

I'AND.4K 

I'ANDAK 

I 

ANGGo'rA 

KE7'1lA 

A N G G O ~ A  I 

ANGGOTA 1 
KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 
ANGGGTA I 
KE'I'UA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 1 
/!NGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

i 
KETUA 

ANGGO TA 



184 Drs. SRIYONO 

185 AHMATFURQON 

186 YATI RETNANINGSIII 

187 SUPRAPTO 

188 SARJUNI 

189 HUMAM NAHARI 

190 ISMAN WAGIMIN, BSc. 

191 ISWAND1 

192 JOKO WIDIYANTO 

193 AHMAD JAZARI 

194 BADARUDlN NUIICAI-IYONO, SE. 

195 UFI RAI-IMAWATI. SI'. 

196 IMAM SUBONO 

197 AMAD JALl 

193 Drs. SETYA HADIYANl'/\ 

199 SUBARJO 

200 JUMIYEM 

201 DEW1 SUSlLO RINI, Sl'd..Jns 

202 SlSWANTARA, S.Si. 

203 lSTl MUFATONAI I 

204 ABDULLAH A L  KI IAFl 

201 -!!r!>.\: ?.!L1STPl~,\ 

206 SUPRIWANTO 

207 TUGIYO 

208 RUS RAHAYU 

209 lSNU HONI 

210 SUMAliDl 

2 1 1 DUMIDJO, BA. 

212 GUNAWAN 

2 13 HARYONO SAI'U'I'ItO, ST. 

2 14 RUDONO. STP. 

2 15 ANDlY A N T 0  

3 16 SIGI'T HADIIIY AN'I'O 

217 SUHADI. S.Sos 

2 18 ARl ASTUTI 

219 SUPARMAN, SE. 

WONOLELO 

WONOLELO 

, WONOLELO 

L3AWURAN 

BA WURAN 

BAWURAN 

SRIMULYO 

SRIMULYO 

SRlMLlLYO 

SRIbIARTANI 

SRIMAR'TANI 

S R l h.1 A. lI'I',\ N I 

SITIMULYO 

SlTIblULYO 

SITIMULYO 

/ CATURI-1.1 IIJO 

!'LERET . ' ANGGOTA 

ANGGOTA 1 
TLERET KBTUA ' I 
P L E R E ' ~  

PLERET 

PIYUNGAN 

PIY UNGAN 

P I Y ~ J N ~ A K  

I'IY GNGAN 

1'1Y U'flGAN : 
PIYUNGrZN 

TIY UNGAN 

F1Y UXGAN 

I'IY UNGAN 

PANDAK 

PANDAK 

PANOAK 

PANDAK 

PA NDA,K 

P A N D ~ K .  : . 
1 . -  . 

PANDAK 
,:I 

I'ANDAiK 
, . 

1 I'ANDAK 
P A N D A : ~  I 

 PANDA^: 
I 

PANDAK 
. . 

i ANGGOTA I 
KETUA 1 
ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGO'TA 

K ETUA 

ANGGOTA 

ANGGCTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

ANCiGOT.4 
! 

A N G G O ' I - A I  

KETUA j 
ANGGOTA; 

I 

ANGGOTA 

KETUA / 
I ANGGOTA: 

ANGGO'TA; 

KE'fUA 
I 
I 

ANGGOTA ; 
I 

ANGGOTA 
: ! 

(\/IUL);OI)ADI I ~ A ~ ~ I U I \ ~ G I . I I ~ U R O  KE'l'UA . i 1 B A ~ I B ~ \ . ~ G L I ~ ~ u ~ o  1 AN""̂  , tvtlJLYQDAD1 

MULY ODADl B . ~ M S A ~ ~ G L I P U R O  ANGGOTA 



1 

NAh'IA 

184 Drs. SRIYONO 

185 AHMAT FURQON 

186 YATI RETNANINGSII-I 

187 SUPRAPTO 

188 SARJUNI 
) 

189 HUMAM NAEIAIII 

190 ISMAN WAGIMIN, BSc. 

191 ISWANDI 

192 JOKO WIDIYAN'fO , 

DCSA 

WONOLELO 

\'JONOLELO 

\'JONOLELO 

BAM'URAN 

BAW'JRAN 

BAWURAN 

SRIMULYO 

SIIlMIJL,YO 

SIIIMULYO 

KECAMATXN 

PLERET 

PLERET 

PLERET . 

PLERET - . .  

PLERET 

P L E E I '  

PIY UFIGAN 

I'IY UNGAN 

I'IY UNGAN. 

193 AHMAD JAZARI j 
194-  BADARUDIN NUIICAI.IYONO, SE.  

195 -UFI RAHhlAWA'I'l, S1'. 

196 IMAM SUBONO 

197 AMAD JALl 

198 Drs. SETYA HADIYANTA 

199 SUBARJO 

200 JUMIYEM 

201 DEW1 SUSlLO RINI, Sl'cl..Jns. 

202 SISWANTARA, S.Si. 

203 ISTI MUF.4TONAI-I 

264 ABDULLAH A L  KI-IAFI 

205 HERY MUSTOFA 

208 RUS RAH.4Y U 

209 ISNU HONl 

210 SUMARDI 

2 1 1 DUMIDJO, BA. 

212 GUNAWAN 

213 HARYONO SAPUTRO, ST. 

214 RUBONO, STP. 

JABATAN --4 
KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

J'IYUNG.AN ' 

I'1YUNCiAT.I . '  

PIYUNGAN 

I'IY UNGAN 

I'IYUNGAN 

I'IYUNGAN 

PANDAK 

I'ANDAK 

PANDAK 

PANDAK , ' 

I'ANDAK 

I'ANDAX 

I'ANDAK 
. . 

PANDAK ' ' 

['AN DA K 

PANDAK 

lJANUt\K . . 

I 'ANDAK" - ' 

Dr\R~l13ANGLIIJUltO 

BARIDANCLIIJURO 

BAMBANGLIIJURO 

BAMBANCILIPUP.0 

L3AMUANGLIi'IJRO 

DAM13ANGLIIJUR~ 

BAh.IBANGi,lPURO 

BAMBANCLIPURO 

BAMUANGLIPURO 

SIIIMARTANI 

SIIIMAIITANI ' 

SIIIMAR'I'ANI 

S ~ ' ~ I M ~ J L Y O  

SI~I'IMllLYO . 

SII'Ih4ULYO 

C A ' ~ ' U I ~ I ~ I A I I J 0  

CAI'UIII-IAliJO 

CA.fUIIl-IAIIJO 

GILANGI-IAIIJO 

Gl1,ANGl-IAKJO 

GILANGI-IAIIJO 

'I'RI I.lAI1JC, 

TIiII.I~\ IIJO 

TIII l l t \ l<JO 

\VIJIRE!O 

\VIJII11~JO 

\VIJllII;JO 

SIL>OhIU!.YO 

SIDOMULYO 

SIDOfvIULYO 

SUMBERMULYO 

SUMDEJIMULYO 

SUbll1i:lIblULYO 

MULYODADl 

MULYOD,\Dl 

blULYODAD1 

KETU A 

ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA I 

/INGGoTA ICE1.U A 1 
ANGGOTA 

ANGGOTA 

KETUA 

ANGGOTA 

ANGGOTA I 
KETUtI I 
ANUGOTA / 
ANGGOTA 

KETUA 

t\PlGGOTt\ 

ANG(;O'l'A 

KEI'UA 

ANGGO'I'A 

ANGGOTA 

KETUA 

A N G G W A  

ANGGO'I'A 

KCTUA 

Aru'CiGO'TA 

ANGGOTA 



NO NAM.4 UESA KEcA-MATAN i 
I WONOLELO 

1 185 ( AHMAT FURQON I WONOT,TLO I PLERET 1 ANGGOTA 1 

BAWIJRAN 

BAWU!lAN 

I BAWURAN 

I PLERET 
I'LERET 

PLERET 

I PLERET 

1 / A N G C O T A  , 

I90 ISMAN WAGIMIN, 13Sc. SRlh.IUI,YO PIYUNC~AN . I KETUA : 1 
191 ISWAND1 SlilMULYO P I ~ u N G ; ~ ~  I ANGGOTA 

. . 
I.?<- JOKO 'NIDIYANI'O SRIMULYO PIYUNCJAN ANGGOTA 

193  A H M A D J A Z A R I  S R I ~ V ~ A R I - A E J I  P IYUNGAN KETUA 

194 BADARUDIN NUIlCAIIYONO. SE. SI<IMAI<TANI PIY UNGAN . ANGGOTA 

195 UFI RAHMAWA'I'I. SI'. SI<IMAI<'I'ANI PIYUNGAN ANGGOTA . I 

196 IMAM SUBONO SITlblULYO PlYUNGAN 
' I KETUA 

I 

197 AMAD JALI SITIblULYO PlYUNGAN . '  ANGGOTA 

198 Drs. SETYA HADIYANTA SITlh.tULY0 PiYUNGAN; 

i 
I 1 ANGGOTA 

199 S U B A M 0  CATURI.IAI<JO' PANDAK KETU A 

200 JUMIYEM CA'l'UI<l IAI<JO I'ANDAY ANGOOTA 1 201 DEW1 SUSlLO RINI, SI1d..Jns. CA'I'UIiI-IARJO PANDAK PINGGOTA 

202 SISWANTARA, S.Si. GILANGI-IAI\JO I3ANDc\K K E i U A  

203 1STlMUFATONAI-I CjILANCil-IAliJO PANDAK ANGGOTA 

204 ABDULLAH AL KIl/\I'l CilLANGI-1AIIJO PANDA+ ANGGOTA 

205 HERY MUSTOFA 'fRII.IAI<JO I ' A N D A ~  KETUA : 

206 SUPRIWANTO TRII (AICJO PANDA 1, ANGGOTA : 

207 TUGIYO I'RII-1ARJO I'ANDA, 

208 RUS RAHAYU WIJIREJO  PANDA^: gy I i 

-299 ISNU HONl WIJIREJO PANDA . -  . . 
! I  ANGGO'TA / 

'-..-.. PANDA% 
210 S S ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  \\'IJli\CJO ANGGOTA ' 

21 1 DUMIDJO, RA. SlDOh4l;LYO n r . ~ n r . ~ t ; l . ~ i ? u n o  K ETUA 1 
I 

212 GUNAWAN SIDOMULYO BAMDAN'I;LIPIIRO ANGGOTA 

213 HARYONO SAPUI'RO, ST.- S!DOMULYO I BAMB.\h;tLIP& ANGGOTA I 
214 R u B o N o ,  STP. S U ~ ~ B C ~ < M U L Y O  R A M O A ~ ~ L I P U R O  KETUA ' : I ; 1 
21 5 ANDIYANTO - S U M B E ~ ~ M U L Y O  BAnBA&LIPuRo ANGGOTA j ,  

2 1 6  SIGITHADRIYANTO . . SUMBEI:MUI.YO B A M B A N ~ L ~ P U R O  ANGGOTA 

217 . SUHADI, S.Sos h.l~!..YODADI B A ~ ~ B A N ~ . L I I ~ U R O  KETUA 

2 18 ARI ASTUTI h4UL .\'GDADI UA~IUANGI . I I 'L ;RO ANGGOTA 
:r' 

219 SUPARMAN, SE. 



NO NAMF DESA 

220 SUWARNO PONCOSARI 

221 SUNARTI 

222 HERU NUGROHO 

PONCOSARI 

PONCOSARI 

223 1 SUTRISNA PRASETYA 1 TRIMURTI 

224 SUMNATI, SE. TNMURTI 

225 SUDARMAJI 

KETUA 

SRANDAKAN ANGGOTA 

ANGGGTA 

KETUA 

SRAND.4:-UN ANGGOTA 

ARIF ISKANDAR 



I\IA1'L:I11 BIMUIN<;AN TEKNIS (BIMl'E;I<) I'l'ii I)i\N PI'S 
llari : Ksniis, 10 J~ t l i  2OU8 

KOMlSl I'EM lI,II.IAN UhSlJM KAIlUPA'I'EN I)AN'Im[II * 

;I. l ' c - ~ ~ g c r t i i ~ ~ ~  1'1'1)I' : 
I'~t11g:i~ y:lng clili~~i.iuk olch 1'1% atus Iiiililii I < V I I I I I  I<I'lJ I < i ~ h / l ' ; o ~ ~  111rtt1I.; IIIC:I~~I>LIIILII I'I'S c I ~ I I ; \ I ~ I  
111claku kt111 penlutaklliran ciutt~ 1)cliiilih. 
Sctiao pztilgns yilng ~nclak i~ki~n  coklit terllildnp :lat;i ~)cliliIili l)il(I;~ 1 ( ! ; ; ~ I I I )  1'0%. 
I'I'DI' diliiilli~killk;~ll [)crjii~~ll:~Il I ( s ; I ~ ~ I )  Ilillgg;~ 3 ( ~ i g i ~ )  Orilllg scs11;ii ~ c I I ! ; \ ; ~ I ~  jl~llllilll ~)elililili ili  ~illgkirl 
I ~ ' I ' / l ~ W / l ~ c t l i t l i i ~ l i a ~ ~ .  

13 .  S!.;~t.at I'cnlilib : ' 
\V;irga Ncg:rl.i~ I~ldoucsia (WNI) 
'I'cli~ll 11crusi;i 17 ti111~111 padn liiiri 1.1 ~)elnuligiltall silill'il atau s i~dnl i / l~cr~i ;~ l~  l i ; ~ \ \ ~ i l i .  

blcrllili k i  I<'TPi~tau ICartil Kclu;lrgn (C I ) KotidlC;ll) 
a I3i1koli s~bi~gii i  ilnggoti~ 'I'Nl/l'oll.i i~l;lit' 

l-itlnk.sedi111g dicabllt Iiilk oilillliyi~ ~)Ioli I'e~igiiclilii~i 

C. I'cr~lilili y:l~;g 1lal.u~ tlitl;~ft'~ar olcll l'l'U1' tli wilayall 1tct.j:rny;l :~d;~l;rll 
I . -l'clnh laliir pada tanggal 9 April 1992 atau sebelumliyi~ yang tli l~uktikil~~ clcllgalr Aktil I<elaliiran da~l/otau 

Kal-ti1 Keluarga (C I ) atau K'I'I' 
2 Sudalilper~iah menikali, meskipun usianya beluln 17 tiil~un, dibuktik;ln delignn surat llikall 
3 Ala~iiat yamg tercantum d.i I<'I'P/CI -nya sesuai dengall alsnli~l tclilpal tiliggalllya/berada di wilayali kerja 

I'PDP 
4. 'Titlnk sctliirlg berstntus scbi~giii '1'NI/Poll.i nktif (tcli~li 1rc1lsii111) - .  
3 .  I'cr~l:~liiir scbagai p~ntl l~t l t~l i  tli wililyali kcrjn 1'1'1)I' 11ieskilri111 scc i~r ;~  I ; ~ l i t t ~ i ~ l  stldall titlirk bertcnll>nt 

tillggill di \\lilay;ll~ tcrscbut. 
6. Tidak setli~l\g dicabut Il;lk ~~ilil l l ly;~ oleh Pengndilari 
7. Jikn 1)e11iilili ~ i lc~~i i l ik i  l c l~ i l~  (Itit-i I (satit) te1.111~11 Li~ig~\i~l, pctl~ilil~ ~ C I . S L . I U I I  ilicl;ilt;ir diiIi1111 tl:~l'tar petliilill 

sesil;li d.c!ipnli alanrnt yiIIld IcrIcr;~ cli~lam K'I'I'. 

I). Pcriiilill ynng titliilt pcrlu c1itl;rl't:rr scbngsi pemililr o lc l~  1'PI)I' aclr~l:~ll : 
I. WNI yang nicniiliki I<Tl' yang berasal dari :11ilr wilayal~ kei:ji~ I'r'l.>l'. ~iicskipun yilng hc:.sangki!~a~i 

bertempat tinggal di wilnyali kcrjr~ PPDP tersebut. 
2. WNl yang menliliki' K1'1) y:lrlg bcras:ll dnri luar Kotil/l<ab, 1neskilti111 y:111g 11ersarrgkut:11i bertcmllar 

tinggal di wilaynli ~ o t a l ~ h l : ,  
Cntatan : Pndn kcduir kaslls di clt:ls, pomilih tctup clitl;~~r~/tlicntnl ole11 I'r:t~~l:;~s tlc~lgnn S O I ~ I ~ I ~ I ~ ~ I -  yt111g LcI;III 

1.:. 1'E LAICSANAAN TUG AS C O  K1,IrI' 
1'crsi;ipan: 

Mcncrima (!ah 1)cmilili (Modcl A) berbasis RT/l<W/l'ctli~kulia~r clii1.i K1'1.l I<:lbupatcn/Koti tnelalui 1'1'S. 
Apabila dillam satu RT/RW/l'edukuhan terdapat Icbih tlari 1 (sal I )  ~,clugas, atllar I'ctugas per111 

I bcrkoorcli~lasi illiluk l1c11111q;iiui wilriyal~ diln pcmiIi11 yii11g Ilc~~clilk tIic~i~;Ii~, (le11gi111 stll)i!rvisi OPS. 
bl~l i~kt~kal i  pelrgecclii~n ~crllatl;lp sclilua blanko/lbnllillir coklil (.la11 ~ l l r~~l~)~l i ! i : l r i  pedctlll:i~i leknis scci11.a 
s i~ l lgg i~h-s i~~lggi~l~  scbcluln tiicli~ksallakan coklit kc I;il):i~lyiin, 

I'clnksallasln Coltlit: 
1. Langliall pet.tnma: 

De~.silniur.all~iii (la11 bcrkoorclilrasi dengan ketu:~ It'!' scki~ligus nielilkt~l.;:~l~ ~)clicc!rnl;ltali i ~ w i ~ l  tcrlindill) 
tl;ltn ~)clliilill tli It'l' tcrschut. Bebcrupn ha1 yi~lig I ) C ) ~ I I I  t l i iO~\11f i l ' i l i i1~ i  I I C I - S ~ ~ I I ~ ~ ~  ( I O I I ~ L I I I  l < ~ l \ l t l  !< ' I '  

' illl~ill'il 1;lill : 
a. ~)ernilih terdaflnr yalig sudall meninggnl dunia; 
b. peniilili terdallar yang sudah tidak bertempbt tillggal di RT tersehut, tetapi tnasih memili'ki KTP 

setempat. Bila dimungkinkan, dilnintakari kepada ketua I<?' aliimal/tempit tinggal pernilill 
tersebut padn snat pendatnan; 

c. kemuiigkinnn terdapat warga RT yang ber KTP setelnpat dan telali memenuhi syarat tetapi 
belunl Lerdalinr dalalll data pemilik; 

d, pelnilill tcrdaftar yalig tidak memenuhi syilmt sebagni penlilill, m i s a l ~ i ~ a  di bawilh umur ntai~ 
-1-N 111'0 I ri . 

Mclljadikii~i Ilasil itlentiliktlsi i l l i  sebagai refere~lsi Iietilia ~il~lalil~li:tt\ Iwoses coklit tii lapnngan 



1. Liingknlr Ketluir: 
hlcl~yisir szluri~li rulnali ti\liggi\ di wileynli I;c<iiir~ya satti ocr S;IIII tli111 ~r~c~lcocolckii~~ tlota pernilill 
dcngan ko~idisi faktual padu ~nirsi~rg-masing runriih langga tcrsc.l)t~r. 
Kcpalo keluarga ntau yalig liicwakili dinriritn ~irc~ru~ijukka~r ( ' I  il<;~~.crt Kcluargn) ntou KTP padir 
pc~ugas saat proses coklit in;. 
Apa saja ynng tlicocokkan? 
d. Jilt:\ irda Itccocolcs~l a~rtirrir data pelrlilili dc~igtrn pemilili yany dicokli~ (setelell me~iiperliatikan 

KTP atau CI), mnka pada kolom "Keterangir:~" pada Forni Motlcl A u11ti1,; peciiilih yilllg dicoklit 
tersebut ditulis "OIS' 

b. A<lsl<nl~ Itcsnlirl~;~~i p c ~ i l ~ l i s ; ~ ~ ~  data pe~nilih scl)crti nnnrn. tnnp,l!.;il I ; ~ l r i r ,  Jcliis kclamin, i~lsnlat, rlall 
lain-lain? Jika atla, laliuknn perbaikan deng; i~~ ~ n e r ~ g g ~ r ~ ~ ; ~ k ; ~ r ~  E'~I .III  A-1.1. + Pcrbuiknrr cirrlrr 
perrrililr , 

c. Atlakah anggota keluargn yang telali rneme~rul~i sy:rr;rt scb;rl:iri pc~nilih tupi 1)cIunl terdnftar. 
dalnm data pelnilill? Jiko ada, dafiar pelnilill tel.sebut ~ L ' I I ~ ~ I I I  I I I C I I ~ ~ U I I B ~ ~ I I I  Form A-1.2., dan 
minta salinanlcopy CI dan atau KTP danlacau s i ~ l i n : ~ ~ ~  sr~r;rt pe~isiunlpemberl~e~ltian sebagai 
TNI1I)olri bagi Inantirn 7'NIlPolri sebagai Iaml)il.:in. Jilta pemilil~ ~ i~:~s i l i  berICT1' ~nodel lama, tetap 
llarus didaf'tnr tl;ln tlicillat tle~rgan form ini + I'c!rrrililr hnrrr/fr~~rrhr~lrcrrr 

tl. A~li~ki~li  nnggotil kclt~ilrgi~ yi\lIg terdafiar dirlirnr tlirta pcmililr tali  t i t l : ~ l c  ~r~cl lrenuhi  synrnt scbngrli 
pcmilih, ~nisnlnyir kiircna sudali meninggal, tli bawirll ulnur, 'I'N III'olri aktil: pindah dolnisili 
(mencabut KTP). tcrtlal'tar gi~nda atau sebab I~linnya? Jili:i arl;~, Ci l I i l I  ( I i ~ t i ~  'l~eniilil~ terscbut dengan 
1ncng~11nak;nn Po1.111 A-1.3. + P e ~ r ~ ~ r n ~ r ~ r r ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ~ ~ c o r c ' / r ~ ~ ~  perlrilil, 

e. Atlakah aliggotil keluiirg;~ ynug terdaltar diul 111;1siIi bel.K'I'I' sclc:~r~lx~t tnpi sudalr tidalc I>crtcnl~)nt 
tirrggal tli r11111iih t ; ~ ~ ~ g g i ~  tcrscbut7,Jika ntli~, cntnt pellrilil~ ~ I C I I ~ : I I I  I I I C I I I J ~ ~ I ~ I I I ~ B I I  1Port11 A-1!4. 
+ I'errrililr Ic'rrlr!flcrr tickrrkfi~kfllcll . 

f. Adnkah anggota kelu;~~.ga yang tidal< bcr.I<'TI' sc(cll~pit( ~ I ( ; I I I  I('l'l'11yi1 [)c~.iis:ll (I11r.i wiliiynlt 
1;1i11 tnpi sudali ~ l ~ ~ ~ ~ c t i \ ~ ) / b e r t ~ ~ i i p n t  tinggnl p:rd~r 1-111ilnll t t i~ i l .p~~ tc1~scbrtt7 I h ~ l g i ~ t ~  kati~ Isin, nlnlilnt 
ynng tertcrir pndir K'I'I' wnrga tidak snnla dc~rgirn alarni.kl 1ell1l)ill t inggnltlyil, seliingga pada data 
pemilili (Motlcl A) litli~k tercantum namanya. Contqh : 

Alamat ~ a d a ~ l ~ l ~ . . 1 ~ 1 ; 1 s j ! ~  beradn di wilny~jh- Kota Y o ~ Y ~ ~ ! ! : I ~ I .  scliirtgga yang bersangkutan 
dimungkinkan sutli~l~ tcr.d:rfar sesuai dcugn~r i~lamat I<?'Pny:i. ( ' i r c i ~ t  silllg bersangkutan dengan 
menggunaka~l I'oI.I~ A-1.5.1 dan sam1)ailirlrr pada yang b ~ r : ; i ~ ~ ~ f i I i ~ ~ t i ~ ~ i  I I I I ~ U ~  ~llengecek bahwa 
nalnanya sudali tcrtli~ltar pada Data Pelnilill di alcumat sesu:~i Ii'l'l'11yi1 + .Petirililr Ter(lnfirir 

I I ~ I ( / M  (Irrler~Ir 11i1r ( I I I I N I ~ I  kofcr Yugyr~k~r/(r. 
Alarnat ~ n d a  ICI'I' bel.nsal dari lunr k ~ h !  Yonvakarta, ci1Ii11 tlati~ warga tcrsebut, da11 
keluarganya yang sudnli ~nelnpunyai hnk pilih, dcngan ~ n c ~ ~ g g u n i ~ k a ~ ~  TJornl A-1.5.2, d a ~ i  
snmpaiknn pada yilng bersangkutun ngnr tirc~nnsriksn O I I ~ I \ I  11 tlirinyir tell111 terclr~llnr sobagal 
pemilili di diieralr ascrllryn sesuni dengnu i~lunlnt yany t~:r~iint\ltii piido K'I"Pnytr. Mitltn copy 
KTP kc pa l:i ke l11:rrg:r sebaga i lamp i ran bc 1.i I :I aci1l.a + I'i~nrililr terrlrftrrr pcrrlrr claercrlr lairr 
Irrcrr kotrr Yogvaknrfu 

I 

Sebiiglri bukti ru~irall t;inggn ini sudali dicolili~, 1);lsaag stiltcr. cokIi( ~)ntla ru1un11 ynng didattr 
tcrscbut. 
Jika semua rumnh taagga dala~n wilayi~lr I<T sudali dicoklit, koordinasiluul kcmbali dall 
s a m p a i l t a ~ ~  scmua lrasil colclit lcepadn I < h a  RT, kemudii~r~ 111i1itir t;latIn tnngan I<etua R'T 

' pada masing-ninsing for111 yang Iiarus d i k c ~ i ~ l ~ t ~ i  olclr I<c~i~n It'I', 

3. Langlcalr ketiga: 
Cermati ke~iibali semila liasil coklit. Susun dali rapikau semua dokumen d a ~ i  serahkan semun 
kepada PPS. Buat Laporan Coklit dengan menggunakan Pol-nl A-1.0. yang lnerekap semua liasil 
coklit setiap petugas. 
Laporkan form A-1.0 beserta dokumen pendukung laillliya kepiidn PPS. Jika perlu jelaskan semua 
liasil coklit pnda PPS ketika menyampaikan Iapornn. 



Menge-&ui: Prrugas, 
Ketua RT- 

NO 

1 
2 

3 

4 

NO 
URUT 

NIK 

i I 
- !  I 

6 - 
I 

8 

9 
10 

I 

I 
I I I 
I 

NAMA LENCKAP TEMPATITGL LAHlR DATA YAKC DlPERBAlKl 
( NAhIAl A P h l A T I  JENIS KELAMINI 

STATUS PERKAWlNAKl 

TANDA 
TANCAN 



I'cngisian Pcrbnikan 1)util I'cinilill 
1. Sonlor = N O  

Daftas nomor i ~ r i ~ t  claftas penlilil~ 

2. Nomor Urut = NO UIIU'r 
Diisi sesuai clengan nomel- urul pcmilih dalanl Dala I'c1.uilu11 (Model A )  

5 .  'TEMPAT/TGL LAI-IIR 



I 

Kcterangan : [ I ]  belum terdaftar [2]: pensiun IXVPolri [3): pindahan dari daerah lain'.' [4]: lain-lain 

2008 

Mengetahui: 
Ketua RT- 



I ; r i t ~ r k  kolbrn isian, haral-, diisi dc~!gal~ 1-1URUI' C'13'I'AI< dengan I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ \ I I \ ; I ~ ~ ~ I I I  'I'YN'I"A I.II"l'AM. 
l i n t u k  kolon~ pilihan, harap diisilinn. pilihan snji~. 
.\.lis;~ll~yo : Unii~k jcliis Iicli1111i11 lulii-1ak.i dit11liski111 l111r11l' I., I I I I ~ ~ I I . ;  ,icllis Ii~la~liill O C S C I I ~ ~ > L I ~ I I I  

clili~liskan huruf 1' 
Selelah di isi formulir i n i  11;uus c l i  tallda tai~gani olc11 Pelugas P c I : I I I , I ~ ; I I ~ I I ~ I . ~ I ~ ~  D;I~u T'emilih (PPDP) 
clan Ketua IVr di wiluyah bcrsa~lgkuta~l. 
Sctclall formulir ini d i t anda ta~~g ;~~~i ,  scsuai jadwal cliscn~hlian Itcl.)atl:~ 1'1'S d i  wilayah bersangkutc?n. 

Noolo~. 11;dulc lC~pcnt!~t!ul i ;~tt= Nil< 
I.IAl3US Dl 1S1, cli isi sesilai t lcnga~~ yang tercnntul~~ clulani 1<.'1'1' YiIIIP, 111;1sill berlaliu 

NAhlA LENGICAI' 
I-IARUS DI ISI, di isi n~unu pamilill secara lengkup sesuiii dengiln Sural Kenal 1,ahir atau Akta 
Kelahiran atau sesi~ai dengan nama penlberian orang tila. 

ALAMAT I,ENG KA1' 
11ARUS DI ISI, di isi dellgall i ~ l ; ~ l l ~ ; ~ t  lengknp pelnilil~ sesuai yang ~L ' I 'C: I I I !~I I~I  di 1<1'1' 

TEMPATJTGL LAI-Ill? 
I-IARUS DI ISI, di isi kakul)a~cillkota ten~pat p c ~ ~ ~ i l i l \  lahir sesuai il~*~\g,all yang ~ercal~tum dala~n 
surat kenal lahir cltau Akta l<clnl~irnn, dan diti~lis s c s ~ ~ ; ~ i  clengau tan~;.1!.;11 I;ll\is. billarl dall tahun lahir 
~-,emilih. 

,JENIS ICELAMIN 
Untilk jeuis Itelamin laki-laki rliti~lislcan huruf L, u n t t ~ l ;  jenis kclaniil~ I ' ) C I Y I I I P L I ~ ; ~ I  dituliskiln huruf P 

ALASAN DI D A ~ T A R  
Pilih dengan cara n~encentang alasan mengapa calm pen~ilih yank! l~crsangkutai~ berhak di daftar 
sebagai pemilih. 
Misalnya : 
Tandai nomor 1, apabilan talon pemilih ini benar-benar belum terdaftar 
'ranclai nonlor 2, apabila cnlon peillilih adalah seorang pensiunan 'I'N1/llOLRI yang di bulctikan 
dcngan SK pemberhentian sebagai TNIIPOLRI oleh pejabat yang berwenang. 
l'andai noinor 3, apabila ca1011 pemilih adalah orang yang pindah kepei~dudukan dari daeral~ dnri 
luar kota.kaba sesuai dengan ketentum yang berlaku. 
Tandai nomor 4, apabila calon pemilih belum terdaftar karena sebab lain, inisalnya belum punyu 
NIK, KTP versi lama dan sejenisnya. 

TANDA TANGAN 
Di isi dengan tanda tallgal1 pelapol- data perbaikan pernilih, oerl~ilil~ yang bcrsnngkutan atnu keluarg;~ 
dari pemilih yang bersillgkutan. 



Mensetahui: 
Ketua RT- 

ALASAN DlCOKET 
NAMA 

LENGKAP 
NIK NO 

1 
2 
3 
4 
5 

NO 
URUT 

S 
9 
10 

! 

ALAMAT (LENGKAP 
DGN RTIRW) 

; I 

1 6  
7 

I 
i 
! 

I I 1 
! 

Di bawah 
umur 

I 
Polri 

Me 
ninggal 

I I I 1 

i 
I : I 

i 
I I 

Lain- 
lain 

I 

Pindah 
domsili 

1 
I 

TEM PATmG 
L LAHIR 

1 1 
I 
I 

UP 

. I 

I 
I *  
I 
! 



_. ,.,". ,,. _ -. .. ,.* ..._,>. "-". 

'I';I~:I Cilril I'cngisiil~l I 'or~l~ulir A-1.3. : DATA PEMILII  I Y ANG 1~1COI<1 :'I' 

l i i~~.i~p cliisi tIc1igi111 l,.lLl RLI I: CIXAIC (I~tigi111 I ~ ~ C I I ~ ~ L I I I ~ I ~ < ~ I I I  'I'IN'I'A I-II'T'AM. 
11, Ilill 'il~) diisi\i:ll; pi~i~lilll ~iljil, 
~ i i s  kclittiii~i Ii1l;i-li~ki ditulislciin lii11~i11' 1 ., 1111t11li.i~lli~ I . ; ~ * I ~ I I I I ~ I I  I)CrCIiiI)\IilIi tlili~Iisk;l~l I ~ L I ~ L I ~ '  

. . 

~ ~ l g i l ~ l i ,  ~ ~ ~ l ~ i l i  ja~lwiil di~~rilll l i i l~l k~l)i\d:l I'I'S ( l i  \viI:1yi1I1 h ~ ~ ' ~ a ~ l g k \ l t i \ ~ i .  

l ' c ~ ~ g i s i : ~ ~ ~  1)itt;t l'e111iIi11 Y : I I I ~  1)icoret 
1 .  Solllor = NO 

I')i~liar noliior nrut tlali;lr pc~iiilili 

2 .  Komor Urut : NO URUT 
Diisi sesuai dcngon nomerurut p;lba Data ['elnilill (Model A) 

3 .  Kon~or  latlul< Kcpcntlutlnl<i~n = N11< 
I I.AI<US 111 1S1, tli isi S C S L I ~ I ~  clengan yang te~.cantu~ii diili1111 \<TI' y a ~ ~ g  111asil1 I~ct~liiku 

I. N:\MA I.ENCI<Il' 
I l.ell<LlS 111 ISI, tii isi IliIIili\ p c ~ ~ ~ i l i l ~  ScCi1I.a l ~ ~ ~ g k i \ l )  S C S ~ I ~ I ~  ti~tigi111 SLII.:II l i c~ i :~ l  l.,i~l~ir i1t:111 Akti~ Keli~l~irii~i 
nti111 sesuai dengi~n nalnn ~)cnibc~.i:~li olrlng tua. 

5 .  ALAMAT LENGI<AI' 
I lhRUS DI ISI, tli isi dc~igiiti oli~miit Icngkal) 11cnlil.il1 scsi~ai yi111g I C I . C ; I I I I I I I I I  c l i  I i ' l ' l '  

Il,lI<IJS 111 ISI, di isi k i ~ b t l ~ i ~ t ~ ~ l l k ~ t i ~  tclnl~at pclllilill Iilli ir  S C S L I ~ I ~  tlc~lg:ltl ).;III!!, I C I ' ~ : ; ~ I ~ ~ L I I I ~  tli1I:1111 S \ I I ' ; I~  kc11:ll 
I:~llir at:lu Aktil Ki.lalli~.ii~i, dill1 di~ulis  S C S L I ~ I ~  dcrigati ti~liggol Ii~llir, tuliln (la11 1:1111111 I;~liis petllilill. 

X1,ASAN DICORE'I' 
1)iIill dc11g;111 cilra I I I C I I C ~ I ~ [ ; I I I ~  ~ \ I ~ I S : I I I  t i i ~ ~ ~ ~ i \ ~ i i  l ~ c ~ ~ i i l i l ~  ~ ; I I I ~  O c r s ; ~ ~ i g k ~ ~ l ; ~ r ~  l : ) l (  '( )l<li'l' tii~ri tI:llii~~. 11c111ilil1. 
h.1 is:~Il~ya : 
* ' I ' i l t ~ t l i ~ i  I < o I L > I I ~  I I I C I I ~ I ~ ~ ~ ~ \ I  ~ l t111 i i1 ,  :~.l)ill)il:~ l ~ c ~ i ~ i l i l ~  i ~ i i  I ) ~ I I : I I ' - ~ c I I : I ~  S L I C I ~ I I . I  I I I C I I ~ I ~ ~ S ~ I I  di11ii:l 

'fillldai kolom pilltlilll, tlolliisili, i~l)i~bilil pc~nilill bc~l;~r.-bc~io~. ~)intlaIi scci~l.;~ I ~ c ~ ) c I ~ J L I ~ I L I ~ ; I I ~  kc tl:lcrall luill. 
a arta. kota Yogy k 

'1';lntlni kol011i TNI/POl,[tI? al)ahilil p e ~ ~ i i l i l ~  i l ~ l i ~ l i ~ l i  ScOt'ilIig 1 1 ~ 1 1 i i l i l 1  ~ ; I I I ~ :  tIi:111gkiit ~iic~~.j:lcli '~'Nl/l'OIdltl 
YiIllg dibuktikan dcngnn SIC I'c~lga~igki~tan ~I'N1/1'01..1t1 olcll 11ejab:lt yi111g I)cr\\ 'c~li~~\g..  
'randai kolom dibi~\vall nlnur, ap;lbila penlilill tli kctnlliri beluln bc1.11111~1' 17 t i l l ~ i ~ ~ i  pncla snnt Ilari 
pc~iiungutan sunra 
'Tn~ldai kolom Lain-laill, apal)ilil ~?cllliliIi titlak ~ n ~ ~ i l c n u l i i  ketelltuan di  :~ t ;~s .  ~llis:llnya cacat mental/jiw;l. 
dic;ibt~t Ililk oilili~iyi~, tc l .~l i \ l i i~~ pi111ili1 tlilll Licli~k clikc~li~l olcll I<I< ( t l i ~ t i ~  1 : ~ 1 ~ 1 1 1 i l i l 1  ~ ~ I I I C I ~ I  y1111g ~IicorcL l \ ~ I i \ l l ~ l ~  

t l i ~ t i ~  pclnilill yong NI I<-~lyi~ [idilli- scslli~i tlc11gi111 NIK pi~ili~ IC'T'I' yiillg t l i ~ ~ ~ i l i l \ i  O I C I I  p~t i i i l i l~ tli~l~:lksi~d). 

'I'ANDA TANGAN 
Di isi de~igan tanda tangan pelapor data perbaikall pelnilill, pelllilili yalig bcrsangl;utan otau keluarga dari 



Ka b/Kota 
Kelurahan 

NIK NARfA LENGKAP ALAMAT TEMPAT/I%L UP 
IN FOM4SI TEMPAT TINGAL 

NO' NC' 
LAHlR 

PEMtLIH SMT MI 
URUT (LENGKAP DGN RT/RW) 

I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 " I 
6 
7 1 
8 
9 
10 

Menpctahui: 
Keiua RT- 



Tata Cara Pengisian Formulir A-1.4, : DATA PEMILIH TERDAFTAR TIDAIC FAKTUAL 

1 .  Untuk kolom isian, harap diisi dengan I-IURUF CETAK dengall menggunakan TINTA HITAM. 
2. Untuk kolom pilihan, harap diisikan pilihan saja. 

Misalnya : Untuk jeilis kelainin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan 
dituliskan huruf P C 

. Setelah di isi formulir ini hams di tanda tangani oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 
dan Ketua RT di wilayah bersangkutan. 

.. Setelah fol-mulir ini ditandzitangani, sesuai jadwal diserallkan kepada PPS di wilayah bersangkuttu~. 

~ e n d s i a n  Data Pernilih Terdaftar Tidak Faktual 
1. Nomor = NO 

~ a f i a r  nomor urut daftar pemilih 

2. Nomor Urut : NO UIIUrl' 
Diisi sesuai dengan nomer urut pada Data Pemilih (Model A) 

3. Nomor Iliduk Kependudukan = NIK 
HARUS DI ISI, di isi sesuai dengan yang tercantum dalam KTP yang masill berlaku 

4. NARlA LENGKAP 
HARUS DI ISI, di isi nama pemilih secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akta 
Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua. 

5. ALAMAT LENGKAP 
HARUS DI ISI, di isi dengan alanlat lengkap pemilih sesuai yang tercantum di KTP 

6. TEMPATITGL LAHIR - 

MARUS DI ISI, di isi' kabupatenlkota tempat pemilih lahir sesuai dengan yang tercantum dalam 
surat kenal lahir atau Akta Kelahiran, dan ditulis sesuai dengan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir 
pcmilih. 

7. JENIS KELAMIN 
Untuk jenis kelamin laki-laki dituliskan huruf L, untuk jenis kelamin perempuan dituliskan huruf P 

8. INFORMASI TEMPAT TINGGAL PEMILIH SAAT IN1 
Apabila diketal~ui [cmpat tinggal pemilih yang bersangkutan ini, innka isilah alamat tempat tinggal 
terkini dari pemilih yang bersangkutan (iika dimungkinkan alan~at. lengkap, tetapi bila tidak 
mungkin cukup kota atau kabupeten atau provinsinya saja). Jika tikda ada info sama sekali ditulis 
TIDAY ADA INFO 



Mengetahui: 
Ketua RT- 

KablKota Kecamatan 
Kelurahan RTlRWlPedukuhan : 

ALAMAT YANG TERCANTUM DAWM 
ICrP 

NO 

1 
2 
3 
1 
C 

6 
7 
S 
9 
10 

NAMA LENGKAP 'NIK- ALAMAT (LENCKAP 
DGN R T M )  

I 
I 

TEMPATnGL LAHlR U P  



Tata Cara Pengisian Fornlulir A-1.5.1. : DATA PEMILIH TERDAFTAR PADA DAERAW LAIN 
DALAM KABUPATIINlKOTA 

I 
li 

1 ,. 
I , I  1 i / j 

1 .  Untuk kolotn isian, llarap diisi dellgall HURUF CETAK dengan menggunakan TlNTA HITAM. 
2. Untuk kolom pilihan, harap diisikan pilillan saja. j': I. 

Misalnya : Ullti~k jellis kelamin laki-laki ditilliskan liilruf L, untuk jellis kcla~llin perempuan dituliskan huruf ' 
P ! 

3 .  Setelall di isi fornlulir ini harus di tanda tangani oleli Petugas Pernutakhiran Data Pernilill (PPDP) dan Ketua i ,  
RT di wilayah bersangkltan. I 

4. Setelall formulir ini ditandatangani, sesuai jadwal diseralikatl kepada PPS di wilayah bersangkutan. I ! 

1'cllgisi:ill IIiitii I'CIII i l i h  'l'i2tXI:ift:lr 'I'idill< V:11<t t1 iII  

1 .  N,.mor= NO : 1 
Dafiar nomor u l u t  daftar pemilih ; / 

2. Nomor Induk Kependudukan = NIK . : I  1 
HARTJS DI ISI, di isi sesuai dengan yang tel.cantum dalaln KTP yang nlasih berlaku I j  ; : I  

3. NAMA LENGKAP I : , /  ! I i  

IIARUS Dl 1S1, tli isi Ilirnla pcmilih sccat-:I Icligknl> sc5uai tlc~igiln Sur;~l I<cnnl Laliir alau Alcta I<elallirn!~ i t /  
atau sesuai dengan nama pemberian orang tua. ! ! ! . , 

4. ALAMAT LENGKAP 
, I  : I 

HARUS DI ISI, di isi dengall alamat iengkap pemilih sesuai yang tercatltu~il di KTP , ,. ! 

5. TEMPATITGL LAHIR 
1 -  

) .I j HARUS DI ISI, di isi kabupatenlkota tetnpat pelnilill laliir sesiiai dengan yang tercantuln dalam surat kenal , ,  
lallir atau Akta Kclahiran, dan ditulis scsuni tlcngan tanggal lahit-, bulan dati t;lIiun lahir pernilih. i '1 

6. JENIS KELAMIN I 
Untuk jellis kelamin laki-laki dituliskan \luri~f L, iltlti~k jellis kelalili11 perempunr~ dituliskan huruf P I 

7. ALAMAT YANG TERCANTUM DALAM KTP 
I I 

Isi dengan ala~nat lengkap sebagaimana tercantum dalam KTP warga, lengkap dengan RT/RWnya. I 



SURAT KETERANGAN 
BUKTI KUNJUNGAN 

I'aJa hari ini ........................... ti~nggi~l: ................ .. ........................... Silyil scbi~gi~i I'c~ugtrs I'ctnuti~khiri~n Datn Pcmilili teiah mcndntungl 
rumah tangga berikut: 

Nama KK ....................................... 
Alamat tempat tinggal : ......................................................................... 
(RTIRW) ............................................................................ 
NIK KK .......................................... 

............................................ Alami~l di KTI' : ......................... ... 

Bahwa, yang bersangkutan bcserta anggota kel~arga yang telah melnpunyui hak pilih bcrikut di bnwuh bclum mehiliki K.TP 
KabupatenXota, melainkan dari daerah lain di luar KabupatenlKota. 

Bahwn, telah disampuikan informasi yang bersangkutan Jimungkinkan tclah tcrdaRar di daerah tcrnpat usnlnya, sesuai dengan KTP yang 
dimilikinya, sehingga pcrlu ynng ncrsangkutan nlclakukan pcngccekan. 

Bahwn, yang bersangkutan juga tclah mcmuhami pclaksa~laan pcndatnan ini tidak dimaksudkan untuk ~ncndanilr yang bersclngkutan 
scbagai pemilih di KabupatcnlKotn. 

Dattar Anzgota keluarga yang mempunyai llak 2ilih: 

Tan nl lahir Icetcrnn nn mr, 
llc~~likiiln, Surut Kctcri~r~g;~n Ilukti Kut!iur~gi~~~ i l ~ i  dibt~at tlc~igiln scbcllnr~lyn scb5goi bukti pcndatnan. 

M'cngetahui 
Yang didata, 



11151<1TA ACARA 
PENYERAIIAN 1,APORAN I-IAS1L COICLl'r 

..................... ............................... Pada hari ini ta~lggiil snyn. 

Nama 
. Alnmut 

scbiigai Pctugas P~11111ti1khirirn 1)iiti1 I'crl~ilili (I'I'III') [cl;ll~ mcli~k~i~nnkiltl tli111 ~ l l c t l y ~ l c s i ~ i k i ~ ~ ~  proses coklit tlnln pcmilih Pcmili~ 2009 
dcngan hosil sebngni hcrikut: 

1 .  Kelurahan 
2. RWIRT (RT discbutkan scmuanya) 
3. Jumlah Pemilih yang di data 

( KabupatenIKota 
9 1 Jurnlnh Pcmilili Icrdanar pada tlilcrah lain Iuar I : I ................ pcn~ilih 

Secara lcngkap sclnua limn motlcl A scbiigai pendukung dnto di ntiu tcriniiipir dalam Inporan ini, )fnitu: 
1. data pernilill (model A) : .............. lenibar 
2. Form A-1.1 : .............. lembar 

' 3 .  ForpA-1.2 : .............. lctiibnr 
4. Form A- 1.3 : .............. lc~nbar 

' 5. For111 A- 1.4 : .............. Icmbar 
6 ,  For~n A- I . S .  I : .............. lc1111>;11. 
7. 1;or111 A- I .5.2 , : .............. Icnll)i\r 

: 
: 

I '  

1 Dcniikian, hasil coklit terscbut tclali discrahkan secara Icngkap dari diteri~na olch PI'S sctcmpnt. 

...... ........ : RW: KT: 
................ pcmilih 

' 

PPS 
Kelurahan: 

-- 
.................. pcll~ilili 

................. pcrnilih 

................. pemilih 

................. pemilih 

................. pemilih 

4. 
5 .  
6.  
7. 
8. 

(hcr.d~,.~~~r.kn~i ji)1'111 ~,lor/c#l A )  
Jun.lah I'crbniknn tl i~ti l  pcn~ilili 1 : 

Pcti~gns IPcmutakliiran Data Pciiiilih 
(PPDP) 

Jumlah Pemilih bnrultnmbnhnn 
Jumlah pemilih ynng dicoret 
Jumlah pernilill tidak faklual 
Jumlah Pemilih tcrdaflar pada,daerah lain dalam 

: 
: 
: 
: 



PEMUTAICHIRAN 
DATA PEMILIH 

PEMILU 2009 
I<OTA 

YOGYAKARTA 

HASIL COKLIT 

I I CARA PENGISIAN STIKER: 

1, Pada kolom STATUS COKLIT diisi: 1 a, S : ~umlah penifill yelg soruai dengan Data ~enli l ih 
b. B : Jumlah pemilih barultambahan 
c. T : Jumlah pernilill terdaftar yang tidak faktual 
d, W : Jurnlah pemilih terdaftar di daerah lain di dalam Kota Yogyakarta 
e. P : Jumlah pemilih terdaftar di daerah lain di luar Kota Yogyakarta 



DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMlLlH 
DARl OP4 MENJADl DPS 

DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU 



DIIKUYGAN SPJ PENGOLAHANAIY 3Ar ' rAR PEMILIH 
DARl DPS MENJADl DPSHP Awal 

OESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU 

I I I I 

3 I ~ e m u b u k  Kidul ( 569) 5591nama ganda, p i ~ d a h  - 1 

[ N p u s u n i  Jumlah Pemilth 

I 4 I ~ ror ta ! :an I 5761 5791 belum terdaftar 1 

DPS (DPS Awal 

626 626 - 

8 84 881 meninggal, pindah 

KETERANGAN 

CJ K;rac~!o 

! O  Pedes , 984 984 - 
1 I 1  Surob~yan 887 890 nama ganda, meninggal, blm terdaftar, pindah 



DUKUNGAN SPJ PENGOLAHANAN DAFTAR PEMlLlH 
DARl DPSHP Awal rnenjadi DPSHP Akhir 

13ESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU 

Qusun NO DPS HP Awal ~ D P S  HP Akhlr 
KETERANGAN 1 
- 

1 1 I ~ u l u l l ~ a n  1 949 1 951 1 belum terdaftar I 
m m i i u k  Lor 

I I I 

585 1 584 1 meninggal 

1 3I~ernu:;uk Kidul I 5591 5891 belum terdaftar 1 

862 - 

981 nanla ganda, men~nggal 

11 

12 

13 

Surobcyan 

P l a w o ~ s n  

890 

88 1 

Kaliuraig I 657 

890 

881 

- 
- 

657 - 



DUKUNGAN SPJ PENGETlKAN DAFTAR PEMILIH 
PPS DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU 



DUKUNCAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH 

DESA 
KECAMATkiN 

: ARGOSARI 
: SEDAYU 

I .  Banyak n a n a  yang'sudah rneninmal dunia 
2 Ada nama gandq umur belurr rnencapai 17 tahun per 9 April 2009 
3 .  Scbayian a3a yang namanya belurn masuk 

Atgosari, 6 Ayustus 2008 

natan Sedayu 



DlJKUNGAN SPJ PENGOLAI-IAN DAFTAR PEMILIH 

I - 

D ESA : ARGOSARI 
KECAMR'TAN : SEDAYU 

- 
1 

JUMLAH 
No PEDUKUHAN ICETERANGAN 

D I'S DPSHP AWAL 

1 KALJJOHO 603 603 

2 KLAIxGON 822 822 

3 TAPFkJ 464 464 

4 BO'TGYAN 5 16 514 

5 GUl\lCNGMOJO 722 723 

6 JAMi33N 668 693 

7 TONALAN 5 15 52 1 

8 GAYAM 443 387 

9 JATEbT 519 508 

10 JURUG 548 549 

I I GUBLfG 513 -- 52 1 

12 SEDAJZI 3 90 386 

13 PEDUSAN E 676 649 

JUMLAH 7399 7340 

Penvebab Perc bahan 

1.  Banyak !lama yang sudah meningad dunia 
2. Ada nmla ganda, umur belum mencapai 17 tahun per 9 April 2009 
3. Sebagiai~ ada yang namanya belum masuk 



I)llliC'&-CAN SPJ PENGOLAFIAN DAFTAR PEMILIH 

I) ESA : 1lKC05/2R1 
KECAhlATAN : SEDAYU 

Keterangan : Setelah dilakukan pengumuman LPSHP Awal dan penelitian oleh PPS Desa Argosari 
tcrnyata tidak teriadi perubahan data. 

b 

No 

I 

2 

3 

4 

- 5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

1 2 

13 

I'EDUKUHAN 

KAL I;OHO 

KLXNGON 
TAPEU 

BOTOKAN 
G U ~ ~ M G M O J O  

JAMBON 
TONr'LAN 
GAYP,M 

J ATE' I - 
JURUG 
GUBFG 
SEDA-f U - 
PEDUSAN 

JUMLAH 

KETERANGAN 
JUMLAH 

DPSHP AWAL 

603 

822 

464 

5 14 

723 

693 

52 1 

387 

508 

549 

52 1 

386 

649 

7340 

DPSHI' AKHIR 

60 3 

822 

464 

514 

723 

693 

52 1 

387 

508 

549 

52 1 

386 

649 

7340 



. . .-l, 
- , . . . .. -. -. . . . . . 

1 

-7 , . 

, i, 
DUKUNGAN SPJ PENGETIKAN DATA PEMILZI-I 

I 1 

i 
1 DESA : ARGOSARl 

KECAMATAN : SEDAYU 
t !  

DPS DPSIIP AWAL DPSNP AKHIR I No I TPS I I I I I 

1 I I Jml P e r ~ ~ i l i l ~  I Jrnl 1,embnr I Jnll Pen~i l i l~  1 Jml Len~bar 1 Jr11l Pemilih I Jml Lembar I 

1 ( I4 I XIV 1 242 1 1 0 1  240 1 10 1 240 1 10 1 



DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMlLlH 
DESA ARGODADl KECAMATAN SEDAYU 

PEDCIKUHAN 

-- 

Meninggal sebanyak 292 orang 
IPindah sebanyak 145 oralg 

ganda sebanyak 137 orang 
cukup umur sebal~yak 12 orang 

ggota TNI dan Polri sebanyak 6 orang 
iklain sebanyak 23 orang 

Bantul ; 06 Agustus 2008 



DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMILIH 
DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU 

PEDUKUHAN 

. , 

/ Belum terdaftar sebanyak 292 belum terdaftar 

. : 
;, 

Meninggal sebanyak 3 orang 

Pindah sebanyak 8 orslr~g 



DIIKUNGANSPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMlLlH 
D&A ARGODADI KECAMATAN SEDAYU 

NO JUMLAH PEMlLlH 
PEQdKUHAN DPSHP AWAL DPSHP AKHIR 

KETER. 
TPS 

Setelah dilakukan penymuman ke warga masyarakat dan dilakukan penelitian tidak ditemukan adanya 

Bantu1 ; 24 Agustus 2008 

9 

p?rubahan data 



DUKUNGAN SPJ PENGETIKAN DAFTAR PEMlLlH 
DESA ARGODADI KECAMATAN SEDAYU 

1 

1 

' NO. 
PEljLfKUHAN 

2 

DUMPUH ( RT 01 - RT 04 ) 
DlNGKlKAN ( RT 05 - RT 07 ) 
DINGKIKAN ( RT C6 - RT 10 ) 
NGEPEK ( RT 11 - 6 , ~  16 ) 
CAWAN ( RT 17 - IT: 19 ) 
CAWAN ( RT 20 - RT 22 ) 

_ BAKAL ( RT 23 - RT 26 
BAKAL ( RT 27 - ~ f i 0  ) 
DEMAFlGAN ( RT 33 - RT 33 ) 
DEMANGAN ( RT 34 - RT 36 ) 
BAKALDUKUH ( RT 37 - RT 42 ) 
SUKOHARJO ( RT 4: - RT 46 ) 

DPS 

JML 
PML. 

4 

484 

I 

TPS 

3 

04 

02 

03 
04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 
11 

I 2  

JML. 
LBR. 

5 

20 

351 

296 

422 
249 

15 

13 

18 

I 1  

DPSHP 

JML 
PML. 

6 

500 

12 

16 

14 

16 

18 

18 
18 

20 
16 
15 

20 

377 

AWAL 

JML. 
LBR. 

7 

21 

363 

305 

422 
269 

288 

389 

340 

390 

440 

428 ----- 
440 

491 

387 
342 

484 

9,029 

KETER 

10 

331 

358 

290 

307 

381 

51 O 

500 

15 

13 

18 

I 2  

DPSHP AKHIR 

363 

305 
422 

269 

288 

389 

340 

390 

440 

428 
440 

491 

387 
342 

484 

9,029 

SUMBERAN ( RT 47 RT 49 ) 13 273 12 

SUMBERAN ( RT 50 RT 53 ) 14 371 16 

:SELOGEDONG ( 2 ~ 3 5  - RT 58 )-  15 317 13 

SELOGEDONG ( RT 54,59 - RT 61 ) 16 377 16 

SUNGAPANDUKUIi [ RT 62 - RT 66 ) 17 425 18 

17 

JML 
PML. 

15 

13 
18 

12 

361 

366 

291 

322 

41 2 

499 

500 

12 

16 

14 

16 

18 

18 
18 

20 
16 

15 

20 

377 

SUNGAPAN ( RT 72 .- RT 76 ) 
. SUNGAPAN ( RT 77 - RT 81 ) 

KADIBESO ( RT 8'1 - RT 91 ) 
BRONGKOL ( RT 92 - HT 99 ) 

- 
* - JUMLAH 

JML. 
LBR. 

15 

15 

13 

14 

17 

20 

21 

- 

I S  

15 

13 

14 

17 

20 

21 

14 

14 

12 

13 

16 

21 

21 

19 

20 

21 
22 

23 

8 ' 9  

361 

366 

291 

322 

412 

499 

500 

500 

43 1 

482 
374 
334 

458 

8,737 

21 

18 

20 

16 
14 

19 

367 



DUKUNGAN SPJ PENGOLAHAN DAFTAR PEMlLlH 
DARl DP4 MENJADI DPS 

DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Dusun 

Kalakan 

Semampir 

Kepuhan - 
Polaman 

Senowo 

Gunung Polo -- 
Sundi Kidul 

Bandut Lor 

Bandut K i d ~ l  

Metes 

Pendul 

Pereng Wetar 

Ngentak 

Jumlah 

KETERANGAN 

nama ganda, meninggal, blm terdaftar, p~ndah 

meninggal 

blm terdaftar 

blm terdaftar, 

nama ganda, meninggal, pindah 

meninggal,p~ndah 

Tetap 

Tetap 

Tetap 

8.646 

DP4 

556 

638 

46 1 

67 1 

5S4 

373 

597 

716 

590 

1110 

588 

1.150 

602 

8.603 

Jumlah 
DPS 

525 

638 

461 

67 1 

594 

372 

605 

734 

569 

1 094 

588 

1.150 

602 



DUKUNGAN SPJ PENGOLAHANAN DAFTAR PEMlLlH 
DARl DPS MENJADI DPSHP Awal 

DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU 

Bantul, 21 Agustus 2008 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1.094 1028 meninggal, pindah,nama ganda 

588 587 meninggal 

1.150 11 90 belum terdaftar 

602 602 belum terdaftar 

8603 8548 

- 
Dusun 

- 
Kalakan 

Semampir 

Kepuhan 

Polaman 

Senowo 

Gunung Polc 

Sundi Kidul 

Bandut Lor 

KETERANGAN 

belum terdaftar 

belum terdaftar 

meninggal 

meninggal, pindah 

meninggal, pindah,nama ganda 
- 
meninggal, pindah 

belum terdaftar 

Jumlah Pemilih 
DPS 

52 5 

638 

46 1 

67 1 

594 

372 

635 

)I 734 

569 

DPS Awal 

526 

646 

460 

665 

542 

372 

605 

756 

569 



DUKUNGAN SPJ PENGOLAHANAN DAFTAR PEMlLlH 
DARl CPSHP Awal menjadi DPSHP Akhir 

DESA ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU 

- Bantul, 27 Agustus 2008 

r 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1'1 

12 

13 

Dusun - 
- 

Kalakan 

Semampir 

Kepuhan - 
Polaman 

Senowo 

Gunung Polo 

Sundi Kidul 

Bandut Lor 

Bandut Kidul -- 
Metes -- 
Pendul 

Pereng Wetan 

Ngentak 

Jumlah 

DPS HP Awal 
526 

646 

460 

665 

542 

372 

605 

7 56 

569 

1028 

587 

1190 

602 
- - - - - - 

8548 8627 

DPS HP Akh~r 

526 

646 

460 

665 

542 

372 

605 

755 

569 

1078 

587 

1220 

. 
602 

KETERANGAN 

- 

- 

- 
- 
meninggal 

belum terdaftar 
- 
belum terdaftar 
- 


